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Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) Menjelaskan sekilas tentang profil 
negara Irak, (2) Mengkaji kondisi hubungan Amerika Serikat dan Irak sebelum 
Perang Teluk III pada tahun 2003, (3) Mengkaji motivasi Amerika Serikat 
mengintervensi Irak dalam Perang Teluk III, (4) Mengkaji jalannya Perang Teluk 
III tahun 2003, (5) Mengkaji dampak Perang Teluk III tahun 2003 bagi Irak. 
Sejalan dengan tujuan di atas, maka penelitian ini menggunakan metode 
histories atau metode sejarah. Metode sejarah adalah proses menguji dan 
menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau, kemudian 
merekonstruksikan berdasarkan data yang diperoleh sehingga dapat menghasilkan 
historiografi. Sumber data yang digunakan adalah sumber tertulis, baik sumber 
primer maupun sumber sekunder. Sumber primer yang digunakan adalah  
majalah, surat kabar dan buku terbitan  tahun 2002 sampai tahun 2006 yang 
relevan dengan judul penelitian. Sedangkan sumber sekunder yang digunakan 
adalah majalah, surat kabar dan buku yang juga relevan dengan judul penelitian. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka, yaitu 
memperoleh data dengan cara membaca buku-buku literatur, majalah, surat kabar 
dan dokumen yang tersimpan di perpustakaan. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Irak merupakan suatu 
negara yang terletak di Asia Barat Daya. Mayoritas penduduknya adalah etnis 
Arab dan Irak telah berkali-kali jatuh ke tangan pendudukan asing. (2) Kondisi 
hubungan Amerika Serikat dan Irak sering mengalami pasang surut. Pada Perang 
Teluk I, Amerika Serikat condong membantu Irak dan pada saat Perang Teluk II 
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Amerika Serikat menyerang Irak dengan alasan menuduh Irak sebagai agresor 
terhadap Kuwait. (3) Gagasan untuk menyerang Irak telah muncul jauh sebelum 
Perang Teluk III terjadi oleh golongan garis kanan Amerika Serikat. Di luar 
tuduhan kepemilikan senjata pemusnah massal dan keterlibatan dengan teroris, 
Amerika Serikat mempunyai motif tertentu untuk menyerang Irak. Pada dasarnya 
motivasi Amerika Serikat menyerang Irak adalah demi kepentingannya sendiri 
yaitu untuk menguasai minyak, menyingkirkan Saddam Hussein dan meneguhkan 
pengaruh politiknya di wilayah Timur Tengah yang juga bermanfaat untuk 
mengamankan posisi Israel. (4) Perang Teluk III yang berlangsung timpang terjadi 
selama 43 hari. Serangan dimulai pada 20 Maret 2003 dan berhasil menjatuhkan 
Baghdad pada 9 April 2003. Pada 1 Mei 2003 perang dinyatakan selesai oleh 
Amerika Serikat dengan kemenangan berada di pihak Amerika Serikat dan 
pasukan gabungan. (5) Dalam Perang Teluk III Irak mengalami kekalahan dan 
selanjutnya berada di bawah pengaruh Amerika Serikat. Saddam Hussein jatuh 
dan dibentuklah pemerintahan baru di Irak. Sebelum pemerintahan baru terbentuk 
kondisi Irak sangat kacau mengingat terjadi kekosongan kekuasaan. Aksi kriminal 
meningkat dan sering terjadi bom bunuh diri serta perlawanan bersenjata antara 
kelompok-kelompok bersenjata dengan pasukan pendudukan. Setelah perang 
selesai kondisi keamanan, perekonomian dan pemerintahan Irak belum juga stabil 
meski pemerintahan baru hasil pemilu 31 Januari 2005 telah terbentuk. Tentara 
pendudukan Amerika Serikat pun belum juga angkat kaki dari bumi Irak. 
Dari kesimpulan di atas maka muncul implikasi, sebagai berikut: (1) 
Implikasi Teoritis, bahwa Perang Teluk III yang menjadi masalah krusial baru di 
Timur Tengah disebabkan oleh ambisi Barat (Amerika Serikat) untuk menguasai 
minyak Timur Tengah (Irak). Motivasi untuk membela kepentingan Israel juga 
menjadi alasan Amerika Serikat untuk menanamkan pengaruhnya di Timur 
Tengah. (2) Implikasi Praktis, bahwa konflik yang terjadi antara Irak dan Amerika 
Serikat menimbulkan dampak multidimensional bagi Irak khususnya dan bagi 
wilayah Timur Tengah pada umumnya. Perang Teluk III telah berpengaruh pada 
prospek perdamaian Palestina dan Israel karena invasi Amerika Serikat ke Irak ini 
telah memberi peluang bagi Israel untuk memperkuat eksistensinya di Palestina. 
Dalam bidang pendidikan mahasiswa diharapkan mampu memberikan 
sumbangsih dalam dunia pendidikan melalui karya-karya ilmiah sehingga dapat 
memperkaya pengetahuan tentang masalah-masalah Timur Tengah. Hal ini 
diharapkan mampu memunculkan pemikir-pemikir baru yang handal dalam 
masalah Timur Tengah. Konflik antara Amerika Serikat dan Irak yang berakhir 
dengan pendudukan atas Irak juga dapat memberikan pelajaran bagi kita untuk 
menambah rasa nasionalisme dan patriotisme terhadap tanah air. Hal ini 
diperlukan karena kedaulatan negara kita harus dijunjung tinggi jangan sampai 
diinjak-injak oleh bangsa lain. Penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber 
maupun acuan untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air melalui materi 
sejarah yang mengangkat tema pendudukan yang mampu melahirkan rasa 
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BAB I  
PENDAHULUAN  
 
A. Latar Belakang Masalah  
 
Setelah Perang Dingin berakhir, terjadi perubahan tatanan geopolitik dunia 
yang melahirkan sistem politik internasional unipolar. Dalam sistem politik  
internasional yang unipolar ini hanya ada satu kekuatan tunggal dalam pentas 
kekuasaan dunia. Amerika Serikat keluar sebagai pemenang dan muncul sebagai 
satu-satunya super  power dunia.  
Amerika Serikat telah berhasil menjadi satu-satunya super power dunia 
sejak runtuhnya tembok Berlin dan terpecah belahnya blok komunis. Untuk 
membuktikan eksistensinya sebagai negara adikuasa dan satu-satunya super 
power dunia maka Amerika Serikat selalu melibatkan diri dalam percaturan 
politik internasional. Walaupun untuk merealisasikan agenda strateginya itu 
Amerika Serikat harus memakan banyak korban yang tidak bersalah.  
Pada masa Presiden George Walker Bush bahaya tidak datang dari 
komunisme atau negara-negara “great power” lainnya. Tetapi sejak peristiwa 
tragedi 11 September 2001 bahaya itu datang dari terorisme global. Selanjutnya 
Bush melabelkan isu terorisme kepada organisasi-organisasi dan orang-orang 
Islam. Pemerintah Bush mengambil strategi keamanan yang mengarah pada 
ancaman Islam sebagai suatu ajaran yang paling cepat penyebaran populasinya di 
seluruh dunia.  
Peristiwa 11 September 2001 ini tidak hanya memunculkan perubahan 
paradigma tentang keamanan dan ancaman nasional khususnya bagi Amerika 
Serikat dan negara-negara sekutunya. Peristiwa 11 September 2001 juga telah 
memaksa kelompok neokonservatisme yang dikenal sebagai hawkish untuk 
menekan Bush agar merealisasikan doktrin “pre-emptive strike”. Ini adalah suatu 
doktrin yang membenarkan Amerika Serikat untuk  menghancurkan pihak 
manapun yang potensial menjadi ancaman bagi keamanan nasionalnya. Artinya 
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siapapun atau negara manapun yang oleh Amerika Serikat dianggap 
“mengancam” harus dihancurkan terlebih dahulu sebelum ancaman itu menjelma 
menjadi kenyataan. Kelompok hawkish yang mempengaruhi pemikiran Bush ini 
dikenal luas memiliki hubungan erat dengan AIPAC (American-Israel Public 
Affairs Committee) yaitu suatu kelompok lobi Yahudi yang paling berpengaruh di 
Amerika Serikat dan turut aktif menyumbang kampanye pemilu Bush 
(http:www.infopalestina.com).  
Ujian pertama dari strategi pre-emptive strike adalah Taliban di 
Afghanistan dan kemudian Irak, yang mana Amerika Serikat menganggapnya 
sebagai tantangan berbahaya bagi keamanan dunia. Segala tuduhan Amerika 
Serikat terhadap Saddam Hussein yang dianggap melindungi teroris serta diduga 
memiliki senjata pemusnah massal dilakukan hanya demi kepentingan dan ambisi 
politik global Amerika Serikat (http:/www.infopalestina.com).  
Tidak diragukan lagi bahwa insiden 11 September 2001 telah membawa 
dampak dalam perubahan kebijakan dasar global politik strategis Amerika Serikat. 
Terutama perubahan esensi dalam pola politik luar negeri “polisi dunia” itu 
terhadap negara-negara Timur Tengah khususnya dan terhadap seluruh negara 
dunia pada umumnya. Insiden 11 September 2001 memberi peluang lebar kepada 
Amerika Serikat untuk melancarkan perang terhadap beberapa negara dengan 
kedok terorisme internasional yang menurutnya menjadi ancaman global termasuk 
Irak.  
Alibi-alibi yang dikemukakan oleh Amerika Serikat terhadap dunia 
internasional sangat lemah. Dan karena sifat kerasnya ditengah protes 
internasional ataupun regional dari negeri sendiri mengindikasikan adanya tujuan 
tertentu dibalik sikap keras itu. Berikut ini beberapa indikator kuat kepentingan 
Amerika Serikat dibalik serangannya ke Irak :  
1. Amerika Serikat berusaha menggunakan momen ini untuk menekan 
berbagai pihak yang kurang mendukung kepentingan dengan membentuk 
geopolitik internasional yang sesuai dengan kebijakan Amerika Serikat yang 
mengarah pada kepentingan politik, ekonomi dan militer negaranya.  
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2. Mengisi kekosongan kekuasaan pasca keruntuhan Uni Soviet di beberapa 
wilayah yang sebelumnya merupakan sekutu Uni Soviet termasuk negara-
negara Timur Tengah. Terutama kekosongan ideologi negara-negara bekas 
jajahan Uni Soviet itu, terlebih karena adanya kekhawatiran pengisian 
kekosongan ideologi dengan ideologi Islam sebagai alternatif.  
3. Menguasai kekosongan geopolitik negara-negara yang kaya minyak yang 
terbentang dari Asia Tengah sampai negara gurun pasir Jazirah Arab. 
Penguasaan negara-negara itu memiliki dua target utama sebagai berikut :  
a. Optimalisasi bahan-bahan produksinya terutama minyak sebagai 
cadangan dan antisipasi melemahnya produksi minyak Amerika Serikat.  
b. Optimalisasi penguasaan pengaruh politik strategis internasional 
Amerika Serikat dengan menggunakan isu minyak di negara-negara 
bekas kekuasaan Uni Soviet.  
4. Serangan terhadap Irak akan memberi peluang besar bagi Amerika Serikat 
untuk menata ulang wilayah Timur Tengah yang akan memberi peluang luas 
bagi berjalannya agenda Israel dalam menghadapi konflik dengan Palestina. 
Hal ini sejalan dengan kebijakan politik standar ganda Amerika Serikat yang 
selain melindungi kepentingannya juga sangat mendukung Israel. 
5. Menekan dan menahan kemajuan negara-negara Timur Tengah serta 
menekan pergerakan Islam yang sedang berkembang di negara-negara tadi 
terutama setelah meletusnya aksi intifadhoh di Palestina. Amerika Serikat 
berupaya melakukan demokratisasi di negara-negara Timur Tengah untuk 
meminimalisir sikap kontra masyarakat di wilayah tersebut terhadap 
kebijakannya. Pada saat yang sama Amerika Serikat juga harus pandai 
menjaga berbagai kepentingan di negara-negara Timur Tengah untuk 
mengantisipasi kemungkinan naiknya kekuatan politik baru negara-negara 
terutama kekuatan Islam yang kontra Amerika Serikat 
(http://www.infopalestina.com ). 
 
Pada 19 Maret 2003, Amerika Serikat dengan dukungan Inggris secara 
sepihak menyatakan perang terhadap Irak. Pemerintah Bush dengan 
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kepandaiannya bermain kata-kata berusaha mengklaim penyerangan atas Irak 
sebagai pelaksanaan dari Just War. Penyerangan ini dilakukan di tengah usaha 
PBB yang dengan maksimal terus mengusahakan agar terjadi jalan damai tanpa 
kekerasan dalam menghadapi krisis Irak. Dan di tengah protes jutaan orang dan 
juga demonstrasi yang dilakukan rakyat Amerika Serikat dalam menentang 
kebijakan Presiden Bush terhadap Irak.  
Presiden Amerika Serikat George Walker Bush akhirnya melancarkan 
serangan militer ke Irak pada tanggal 20 Maret 2003 pukul 05.35 waktu Baghdad. 
Ini hanya sekitar 95 menit dari batas akhir ultimatum 48 jam yang ditetapkan oleh 
Amerika Serikat bagi Presiden Irak Saddam Hussein untuk mundur dari 
jabatannya (Kompas, 23 Maret 2003).  
Perang terhadap Irak yang di tempuh Amerika Serikat sangat bernuansa 
ideologis dan jauh dari perang yang benar. Amerika Serikat menggunakan isu-isu 
internasional untuk mendukung dan melegitimasi aksinya. Dengan isu-isu 
terorisme, Amerika Serikat mempunyai alasan yang tepat untuk melakukan 
intervensi seperti apa yang telah dilakukannya terhadap Afganistan. Intervensi ini 
kemudian dilanjutkan ke Irak sebagai sasaran selanjutnya. Irak merupakan sasaran 
selanjutnya karena Presiden Irak Saddam Hussein dianggap sebagai presiden yang 
diktator. Pemerintah Saddam juga dianggap Amerika Serikat sebagai penghambat 
kepentingan-kepentingan nasionalnya dan juga sebagai penghambat proses 
demokratisasi di Timur Tengah.  
Presiden Bush dalam pidatonya mengatakan bahwa “Irak, Iran dan Korea 
Utara merupakan poros kejahatan atau axis of evil. Dengan sekutu-sekutu teroris 
mereka mempersenjatai diri untuk mengancam perdamaian dunia”. (Kompas, 29 
Januari 2002).  
Statemen-statemen politik terus dilancarkan Amerika Serikat untuk 
mendapatkan dukungan dunia internasional atas rencananya menyerang Irak. 
Presiden Bush sekali lagi menyampaikan pidato kenegaraan di depan konggres 
Amerika Serikat. Dalam pidatonya dikatakan bahwa “ancaman dunia terbesar 
sekarang adalah rezim out law, yaitu rezim yang ingin sekali mengembangkan 
sejata nuklir, kimia dan biologi”. (Republika, 24 Januari 2003). 
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Yang dimaksud sebagai rezim out law, yaitu rezim Saddam Hussein. 
Mengingat dalam pidato sebelumnya, Presiden George W Bush mengatakan 
bahwa Saddam tidak melucuti dirinya sebagaimana yang dituntut dunia 
kepadanya. Saddam adalah orang yang berbahaya, karena memiliki senjata yang 
berbahaya. Saddam dianggap berbahaya bagi Amerika Serikat dan teman-teman 
sekutunya.  
Presiden Saddam Hussein merupakan seorang diktator yang telah 
memerintah Irak dengan tangan besi. Tidak sedikit warga Irak baik yang ada pada 
strata bawah, tengah maupun atas yang telah menjadi korban otoritarianismenya. 
Dalam pandangan suku Kurdi dan sebagian warga Syiah atau masyarakat Irak 
lainnya Saddam Hussein dianggap sebagai penindas.  
Dosa-dosa Saddam diantaranya adalah pembunuhan kaum Kurdi Irak pada 
1988 dan juga pembantaian massal terhadap 30 ribu muslim Syiah dan Kurdi di 
Irak Utara dan Selatan yang memberontak terhadap Saddam saat terusir dari 
Kuwait. Saddam Hussein juga terlibat kejahatan dalam Perang Irak-Iran (Perang 
Teluk I) tahun 1980-1988 karena penggunaan senjata kimia. Saddam juga telah 
menginvasi Kuwait pada 1990-1991 sehingga terlibat dalam kejahatan 
kemanusiaan dan kejahatan perang. (Tempo, 28 Desember 2003).  
Hal itulah yang dianggap oleh Amerika Serikat sebagai salah satu 
motivasinya menyerang Irak dan menggulingkan rezim Saddam Hussein. 
Pemerintah Saddam juga dianggap sebagai pemerintah yang tidak demokratis dan 
menghalangi proses demokrasi di Timur Tengah. Amerika Serikat juga 
menggunakan isu-isu terorisme dan kepemilikan senjata pemusnah massal untuk 
melegalkan aksinya menyerang Irak. Sebelumnya Amerika Serikat telah berusaha 
menyelesaikan masalah Irak ini melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB. Akan 
tetapi, Amerika Serikat menilai Irak tidak menaati resolusi itu dan dibentuklah tim 
inspeksi PBB untuk Irak yang bernama UNMOVIC (United Nations for 
Monitoring, Verification, and Inspection Comission) yang dipimpin oleh Hans 
Blix. Amerika Serikat kemudian melaporkan bahwa Irak terbukti memiliki senjata 
pemusnah massal sesuai dengan laporan dari UNMOVIC. Oleh karenanya, 
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Amerika Serikat dan Inggris tetap melancarkan serangannya dan mengklaim 
serangannya sebagai “just war” (perang adil).  
Invasi Amerika Serikat ini berdampak pada perkembangan politik dan 
mempengaruhi stabilitas politik di Irak. Hal ini disebabkan invasi Amerika Serikat 
terhadap Irak dalam Perang Teluk III telah melanggar tatanan-tatanan politik 
modern, seperti piagam PBB, kedaulatan, otoritas, legitimasi politik dan prinsip-
prinsip demokrasi yang merupakan prasyarat terwujudnya stabilitas politik.  
Judul ini dipilih karena penulis berpikir bahwa tema tersebut di atas sangat 
menarik untuk di analisa. Amerika Serikat yang menganggap dirinya polisi dunia 
sekaligus hakim internasional telah memvonis Irak sebagai negara yang bersalah. 
Irak dianggap tidak mengindahkan resolusi PBB dan dianggap telah melindungi 
terorisme internasional. Sementara Amerika Serikat sendiri sedang gencar-
gencarnya memerangi aksi terorisme internasional.  
Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji 
dan meneliti secara mendalam permasalahan di atas dalam penulisan dengan judul 
“INTERVENSI AMERIKA SERIKAT TERHADAP IRAK DALAM PERANG 
TELUK III TAHUN 2003”.  
 
B. Perumusan Masalah  
 
Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, 
maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan pokok yang akan 
dibahas dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah 
menjadi 5 pokok bahasan yaitu :  
1. Bagaimana profil negara Irak? 
2. Bagaimana kondisi hubungan Amerika Serikat dan Irak sebelum Perang Teluk 
III pada tahun 2003?  
3. Apakah latar belakang invasi Amerika Serikat ke Irak dalam Perang Teluk III 
tahun 2003?  
4. Bagaimana  jalannya perang Teluk III tahun 2003? 




C. Tujuan Penelitian  
 
Dalam hubungan dengan rumusan masalah yang dikemukakan, maka 
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:  
1. Sekilas profil negara Irak. 
2. Kondisi hubungan Amerika Serikat dan Irak sebelum Perang Teluk III pada 
tahun 2003. 
3. Latar belakang invasi Amerika Serikat ke Irak dalam Perang Teluk III tahun 
2003. 
4. Jalannya Perang Teluk III tahun 2003. 
5. Dampak Perang Teluk III bagi Irak.  
 
D. Manfaat Penelitian  
 
1. Manfaat Teoritis  
Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk : 
a. Menambah khasanah ilmiah yang dapat memberikan sumbangan pemikiran 
tentang sejarah.  
b. Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan cakrawala 
penulis khususnya dan pembaca umumnya tentang intervensi Amerika Serikat 
terhadap Irak dan dampaknya bagi perkembangan politik di Irak.  
 
2. Manfaat Praktis  
Secara praktis dan aplikasi, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk :  
a. Dapat melengkapi koleksi penelitian ilmiah di perpustakaan.  
b. Memenuhi salah satu syarat guna meraih gelar Sarjana Pendidikan Program 











A. Kajian Pustaka 
 
1. Hakekat Politik  
 
a. Pengertian Politik 
 Secara etimologis kata politik berasal dari bahasa Yunani yaitu polis, yang 
artinya kota atau negara kota. Dari kata polis ini kemudian diturunkan kata lain 
seperti polities yang artinya warga negara atau kata polikos, kata sifat yang artinya 
kewarganegaraan. Kemudian orang Romawi mengambil alih perkataan Yunani itu 
dengan menamakan ”arts politika”, artinya kemahiran tentang masalah 
kewarganegaraan (Isjwara, 1982: 21). 
 Menurut Koentjaraningrat (1987: 151) pengertian politik adalah sistem 
pengaturan pembagian kekuasaan dari pengukuhan wewenang dalam masyarakat. 
Pengertian tersebut menjelaskan bahwa politik adalah sebuah sistem yang saling 
berkaitan, berfungsi untuk mengatur pembagian kekuasaan yang berasal dari 
pengukuhan masyarakat. Poerwadarminta (1990: 763) memberikan pengertian 
bahwa politik adalah pengetahuan tentang kenegaraan (seperti tentang 
pemerintahan dan dasar-dasar pemerintahan), segala urusan dan tindakan atau 
kebijaksanaan, sasaran, siasat dan sebagainya mengenai pemerintahan negara atau 
negara lain. Selanjutnya dijelaskan bahwa politik juga berkenaan dengan 
kebijaksanaan, cara bertindak dalam menghadapi atau menanggapi suatu masalah. 
Pengertian tersebut memberi arti bahwa pada prinsipnya politik terbagi atas dua 
aspek, yaitu yang bersifat sebagai ilmu dan yang bersifat praktis. Politik 
berkenaan dengan masalah kekuasaan dan bagaimana jalannya kekuasaan dalam 
masyarakat dan susunan negara. Politik itu sendiri sebagai proses pelaksanaan 
kekuasaan untuk mencapai tujuan tertentu. 
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 Menurut Deliar Noer (1996: 36) suatu keputusan politik dapat dijalankan 
apabila antara penguasa dan masyarakat terjadi interaksi yang saling mendukung, 
karena politik berkenaan dengan dua hal yaitu kekuasaan dan susunan masyarakat. 
Dengan demikian politik meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kedua 
masalah itu. Sedangkan menurut Sukarna (1990: 7) politik mempunyai pengertian 
sebagai suatu alat memperoleh kekuasaan di dalam negara, mempertahankan 
kedudukan, dan mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyat atau 
sebaliknya. 
 George C. Simpson dalam Sukarna (1990: 14) menyebutkan bahwa politik 
bertalian dengan bentuk-bentuk kekuasaan atau cara memperoleh kekuasaan. 
Studi tentang lembaga-lembaga kekuasaan dan perbandingan sistem kekuasaan 
yang berbeda. 
 Dalam kehidupan politik modern istilah politik sering digunakan sebagai 
pengganti kata pemerintah, bangsa atau negara. Hal ini mencerminkan 
kecenderungan yang menunjukkan adanya serangkaian aktivitas atau kegiatan 
yang menyangkut proses dan pembentukan dengan adanya pemikiran terhadap 
hal-hal yang dipandang sangat menentukan kelangsungan sekelompok besar 
manusia atau masyarakat negara ( Rusadi Kartaprawira, 1980: 2).  
 Pendapat senada diungkapkan oleh Miriam Budihardjo (1982: 8) yang 
berpendapat bahwa politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem 
politik (negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem 
politik dan melaksanakan tujuan (public goals) tertentu. Untuk melaksanakan 
tujuan perlu ditentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan umum yang menyangkut 
pengaturan dan pembagian alokasi dari sumber-sumber yang ada. Dalam 
melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan itu perlu dimiliki kekuasaan-
kekuasaan, kewenangan yang akan dipakai baik untuk membina kerjasama, 
maupun untuk menyelesaikan konflik yang timbul dalam proses ini. Cara-cara 
yang dipakai dapat bersifat persuasif dan jika perlu bersifat paksaan. Tanpa 
paksaan kebijaksanaan ini hanya merupakan perumusan keinginan belaka. 
 Kartini Kartono (1980: 4) berpendapat bahwa politik adalah semua usaha 
dan perjuangan dengan menggunakan bermacam-macam alat, cara dan alternatif-
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alternatif tertentu yang berupa tingkat untuk mencapai tujuan tertentu sesuai 
dengan ide individu atau kelompok suatu sistem kewibawaan yang integral. 
Politik sendiri mengandung konotasi kebijaksanaan suatu negara, konflik, 
pembagian dan keadilan. 
 Menurut Van Dale yang dikutip Kartini Kartono (1980) politik itu 
menyangkut: 
1) Segenap pengurusan pemerintah yang dipakai oleh suatu pemerintahan untuk 
menguasai dan memerintah negara-negara, daerah dan wilayah. 
2) Cara penampilan bertindak dan teknik negara. 
3) Kenegaraan berhubungan dalam pemerintahan, penentuan terhadap 
pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah dalam keadaan tertentu terhadap 
organisasi kehidupan bernegara. 
 Menurut Isjwara (1982: 4) hakekat politik adalah kekuasaan (power) dan 
dengan begitu proses politik adalah serentetan peristiwa yang hubungannya satu 
sama lain didasarkan atas kekuasaan. Politik juga berarti perjuangan memperoleh 
kekuasaan, teknik menjalankan kekuasaan atau masalah-masalah dan kontrol 
kekuasaan, atau pembentukan dan penggunaan kekuasaan. 
 Iwa Kusumasumantri (1982: 42) mengemukakan bahwa hakekat politik 
adalah pengetahuan tentang segala sesuatu ke arah usaha penguasaan negara dan 
alat-alatnya atau untuk mempertahankan kedudukan penguasa atas negara dan 
alat-alatnya itu, atau untuk melaksanakan hubungan-hubungan tertentu dengan 
negara atau negara lain atau rakyatnya. 
 Menurut Suwardi Wiriatmadja (1967: 16) politik diartikan sebagai suatu 
art atau seni, tetapi ”seni” untuk melaksanakan negara, pemerintah atau partai, 
untuk menyusun atau mengorganisir kekuatan golongan atau persatuan golongan, 
untuk mencapai tujuan golongan terhadap oposisi dari golongan lain atau untuk 
membuat keputusan-keputusan dari golongan. 
 Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa secara umum 
politik adalah kegiatan dalam suatu sistem ketatanegaraan yang meliputi 
kebijaksanaan, cara bertindak atau seni (art) untuk memperoleh dan 
mempertahankan kekuasaan, mengatur hubungan pemerintah dengan rakyat dan 
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juga sebaliknya, demi mencapai tujuan-tujuan tertentu yang telah ditetapkan 
sebelumnya. Atau dengan kata lain politik itu merupakan cara atau alat untuk 
memperoleh kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan yang telah diperolehnya 
melalui sistem ketatanegaraan yang baik untuk mencapai tujuan yang diharapkan. 
Politik itu menyangkut kekuasaan dan susunan masyarakat dalam suatu negara. 
 
b. Politik Luar Negeri 
 Salah satu bentuk dari bermacam-macam jenis politik adalah politik luar 
negeri. Suatu negara yang ingin berkembang menjadi negara yang besar dan maju 
tentunya tidak akan menutup diri dari dunia luar, karena peran negara lain menjadi 
pendorong ke arah itu. Strategi untuk selalu menjadi bagian dari dunia 
internasional sangat dibutuhkan, bagaimana suatu negara mampu bertahan dalam 
percaturan di dunia dengan tetap mempertahankan kepentingan nasionalnya. 
 Politik luar negeri (foreign policy) dibentuk oleh suatu negara untuk 
mencapai kepentingan nasional (national interest). Politik luar negeri 
menggambarkan suatu tindakan negara yang mengarah pada situasi tertentu yang 
dipengaruhi oleh kondisi domestik maupun kondisi internasional (Andrik 
Purwasito, 1994: 19). 
 Menurut Sumpena Prawiraseputra (1985: 7) politik luar negeri adalah 
kumpulan kebijaksanaan suatu negara untuk mengatur hubungan-hubungan luar 
negerinya. Kebijaksanaan tersebut merupakan bagian dari kebijaksanaan nasional 
dan semata-mata dimaksudkan untuk mengabdi pada kepentingan nasional. Jadi 
politik luar negeri merupakan pencerminan dari kepentingan nasional yang 
ditujukan ke luar negeri dan merupakan bagian dari keseluruhan kebijaksanaan 
untuk mencapai tujuan-tujuan nasional. 
 Cartlon Clayer Rodee (1988: 35) menyatakan bahwa politik luar negeri 
adalah pola perilaku yang diwujudkan oleh suatu negara sewaktu 
memperjuangkan kepentingannya, dalam hubungannya dengan negara lain. 
Sedangkan C.D.F. Luhulima (1988: 56) menyatakan: 
Politik luar negeri adalah alat untuk memperjuangkan dan mencapai 
kepentingan nasional suatu negara. Politik luar negeri merupakan 
kebijaksanaan dan politik strategi suatu negara untuk bergaul dengan 
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bangsa lain dan disusun atas dasar nasional kepentingan bangsa itu. 
Dengan demikian politik luar negeri suatu negara meliputi semua 
tindakan yang dijalankan penguasa negara untuk mempengaruhi berbagai 
keadaan dari perkembangan nasional di luar batas yurisdiksinya sehingga 
memungkinkan negara itu memperoleh keuntungan yang sebesar-
besarnya bagi kepentingan negara.  
 
 Pendapat C.D.F.Luhulima sejalan dengan pendapat Mohtar Mas’oed 
dalam Sidik Jatmika (2000: 152) kajian mengenai Teori Proses Pembuatan 
Keputusan Luar Negeri menjelaskan bahwa politik luar negeri dipandang sebagai 
hasil pertimbangan rasional yang berusaha menetapkan pilihan atas berbagai 
alternatif yang ada dengan keuntungan sebesar-besarnya ataupun kerugian 
kelebihan sekecil-kecilnya (optimalisasi hasil). 
 Menurut Sidik Jatmika (2000: 149-150) politik luar negeri merupakan 
sikap dan komitmen suatu negara terhadap lingkungan nasional eksternal, strategi 
dasar untuk mencapai tujuan kepentingan nasional yang harus dicapai di luar batas 
wilayahnya, dan hal itu diterapkan dalam sejumlah keputusan yang dibuat dalam 
kebijakan politik suatu bangsa. Para aktor pengambil keputusan luar negeri suatu 
bangsa akan mempertimbangkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 
formulasi kebijakan luar negerinya. 
 Jack C. Plano dan Roy Olton dalam Sidik Jatmika (2000: 153) 
merumuskan kebijakan luar negeri sebagai berikut: 
”Foreign policy is strategy of plan course of action develop by decision 
makers of a state vis a vis other state or international entities aimed at 
achieving specific goals defined intern of national interest”. 
   Selanjutnya Jack C. Plano dan Roy Olton mendefinisikan kepentingan 
nasional sebagai : 
”The fundamental objective ultimate determinant that guides the decision 
makers of a state in making foreign policy. The national interest of a 
state is typically a highly generalized conception of those element that 
constitute the state most vital need. These include self preservation, 
independence, territorial integrity,militery security, and economic well 
being”  
 
Frans S. Fernandes (1988: 89) berpendapat bahwa setiap bangsa tidak 
terpisahkan  dan merupakan sasaran politik luar negeri suatu negara, yaitu: (a) 
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pemantapan teritorial serta perlindungan terhadap warga negaranya, (b) 
mengembangkan dan memantapkan kehidupan ekonomi, (c) mempertahankan 
kepribadian bangsa yang terangkum dalam sistem pemerintahan di dalam 
negerinya. 
Dahlan Nasution (1991: 71) mengemukakan bahwa secara konseptual ada 
enam jenis sasaran politik luar negeri dengan ketentuan bahwa masing-masng 
negara mengartikan setiap kategori menurut seleranya sendiri sesuai dengan 
kepentingannya. Enam kategori sasaran politik luar negeri tersebut adalah (1) 
pertahanan diri, (2) keamanan, (3) kesejahteraan, (4) prestise atau martabat 
(kehormatan), (5) ideologi, (6) kekuatan. 
Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pimpinan nasional 
merupakan salah satu hal yang menonjol dan sangat penting, karena 
kebijaksanaan suatu negara akan dapat mencerminkan pola pemimpin 
nasionalnya. Pada negara yang mempunyai ketergantungan terhadap ketokohan 
nasional yang sangat besar dapat berakibat pada melemahnya peran lembaga 
tinggi negara lainnya. Pimpinan nasional dan pressure groups akan sangat 
menonjol pada keadaan-keadaan krisis suatu negara (Sufri Yusuf, 1989: 32). 
Sehubungan dengan hal tersebut penentuan politik suatu negara akan 
dipengaruhi oleh banyak faktor, banyak yang berkaitan dengan kondisi yang 
berkembang dari dalam negeri maupun luar negeri negara yang bersangkutan. 
Struktur politik dan ekonomi serta kepribadian suatu negara, kebudayaan, 
ideologi, sejarah masa lampau dan lokasi geografis mempunyai peranan dalam 
penentuan politik luar negeri. Struktur dan bentuk demokrasi dari suatu negara 
juga merupakan hal-hal yang ikut menentukan pengambilan keputusan politik luar 
negeri negara itu. Berpengaruh pula dalam penyusunan pola politik suatu negara, 
birokrasi sebagai aparat pemerintahan, misalnya dinas luar negeri, kelompok 
pertahanan dan keamanan, kelompok intelijen, kelompok kebudayaan, kelompok 
perguruan tinggi, kelompok studi mengenai strategi dan masalah internasional, 
kelompok peneliti ilmu pengetahuan yang membuka informasi dan argumentasi 
masing-masing pada pemerintahan pusat atau langsung pada pimpinan nasional. 
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 Menurut Andrik Purwasito (1994) untuk memudahkan memahami politik 
luar negari suatu negara, ada tiga unsur utama yang dijadikan tolok ukur dalam 
memahami perilaku politik suatu negara. Unsur-unsur itu yaitu: 
1) Kapabilitas 
Kapabilitas juga disebut sebagai national power (kekuatan nasional), yakni 
meliputi geografi, demografi, sumber alam, kualitas pemerintahan, kapasitas 
industri, kesiapsiagaan militer, moral nasional dan karakter nasional. 
2) Kepentingan Nasional 
Kepentingan nasional ini sangat berkaitan erat dengan strategi politik luar 
negeri suatu negara, baik dipengaruhi oleh falsafah negara bersangkutan atau 
oleh warisan sejarah. Kepentingan nasional dibedakan menjadi dua bagian 
yaitu yang vital (vital interest) dan yang relatif vital (secondary interest). 
3) Kondisi Percaturan Politik Internasional 
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi suatu negara dalam menentukan 
kebijakan luar negerinya. Faktor-faktor itu meliputi posisi geografis, sejarah 
perjuangan kemerdekaan, penduduk, kekayaan alam, militer, situasi 
internasional, kualitas diplomasi dan pemerintahan yang bersih. Faktor-faktor 
tersebut akan jadi penentu arah dan karakter politik luar negeri suatu negara, 
antara faktor satu dengan yang lain saling berkaitan. 
 
Dari berbagai pendapat mengenai politik luar negeri yang telah disebutkan 
dapat disimpulkan bahwa politik luar negeri adalah sekumpulan kebijakan dari 
suatu negara yang diwujudkan dengan pola perilaku, sikap dan komitmen negara 
terhadap lingkungan nasional eksternalnya  yang dipengaruhi oleh kondisi 
domestik maupun kondisi internasional untuk mengatur hubungan-hubungan luar 
negerinya demi mencapai tujuan nasionalnya. Pengambilan keputusan mengenai 
luar negeri ini diambil oleh pemimpin nasional dan didasarkan pada kekuatan 
nasional, kepentingan nasional dan kondisi percaturan politik internasional. 
Pengambilan keputusan ini ditujukan pada pencapaian sasaran dalam politik luar 
negeri suatu negara yang meliputi pertahanan, keamanan, kesejahteraan, 
kehormatan, ideologi dan kekuatan negara. 
  
28 
Politik luar negeri yang diwujudkan kedua negara, yaitu Amerika Serikat 
dan Irak sangat bersinggungan sehingga memunculkan konflik yang akhirnya 
melahirkan Perang Teluk III. Politik luar negeri Irak yang berambisi untuk 
menjadi pemimpin di dunia Arab sangat membahayakan posisi Amerika Serikat 
dan Israel sebagai kekuatan lain di wilayah Arab. Amerika Serikat dengan politik 
luar negeri standar gandanya merasa perlu mengamankan kepentingannya dan 
menyelamatkan Israel dengan cara mengintervensi Irak. Semakin jelas bahwa 
politik standar ganda Amerika Serikat selain mengutamakan kepentingan politik, 
ekonomi dan militernya sendiri,  Amerika Serikat juga berusaha untuk melindungi 
kepentingan sekutunya yaitu Israel di wilayah Timur Tengah.  
 
c. Politik Internasional 
 Politik luar negeri tidak dapat dipisahkan dari politik internasional, karena 
pada dasarnya politik internasional adalah bentuk implementasi dari politik luar 
negeri suatu negara. Kebijakan politik luar negeri suatu negara disebut dengan 
politik internasional. Mengingat kaitan yang erat itu maka politik luar negeri tidak 
bisa dilepaskan dari politik internasional. Jika kita berbicara mengenai politik luar 
negeri maka kita tidak bisa meninggalkan politik internasional atau politik dunia. 
 Kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat terhadap Irak berkembang 
menjadi politik internasional Amerika Serikat di wilayah Timur Tengah, karena 
secara geografis Irak merupakan bagian dari wilayah Timur Tengah. Dan sedikit 
banyak politik internasional Amerika Serikat ini berpengaruh baik secara 
langsung atau tidak langsung terhadap negara-negara di wilayah Timur Tengah. 
 Menurut Hans J. Morgenthau dalam Totok Sarsito (1993: 22) politik 
internasional atau politik dunia pada hakekatnya merupakan ”A Struggle for 
Power” (perjuangan untuk memperoleh kekuasaan). Dikatakan oleh Morgenthau 
bahwa ”international politics, like all politics, is a struggle of power. Whatever 
the ultimate aims of politics, power is always the immediate aim”. 
 M. Amien Rais juga sependapat dengan Hans J. Morgenthau bahwa politik 
internasional selalu berarti politik kekuasaan, yaitu ditandai dengan kenyataan 
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bahwa masing-masing negara selalu berjuang untuk memperoleh dan menambah 
kekuasaan (M. Amien Rais,1989: 28). 
 Dahlan Nasution (1984: 23) juga mengartikan politik internasional sebagai 
suatu struggle for power. Power adalah selalu menjadi tujuan langsung. Jadi 
apapun tujuan akhir negarawan, bila mereka merealisasikan tujuan-tujuan tersebut 
dengan alat-alat politik internasional maka mereka telah berusaha memperoleh 
power. Atau dengan kata lain karena mereka memilih power untuk mencapai 
tujuan-tujuan tersebut, mereka adalah pelaku-pelaku dalam adegan politik 
internasional. 
 Perjuangan untuk memperoleh kekuatan (struggle for power) dalam ruang 
dan waktu bersifat universal. Tidak dapat dipungkiri bahwa selama masa 
perjalanan sejarah, tidak peduli dengan keadaan sosial, ekonomi maupun politik 
apapun, negara-negara di dunia ini senantiasa saling bertemu dalam suatu kontes 
untuk mendapatkan “power”. Hal demikian ini adalah wajar adanya mengingat 
bahwa setiap diri manusia selalu memiliki dorongan untuk hidup, berkembang 
biak serta menguasai yang lain. Oleh karena itu, pengamatan terhadap politik luar 
negeri tidak lain merupakan pengamatan terhadap power atau politik luar negeri 
negara-negara (Totok Sarsito, 1993: 24 dalam Morgenthau, 1973: 34). 
 Dalam definisi lain, politik internasional diartikan sebagai usaha suatu 
negara dalam mengejar kepentingannya di luar batas yurisdiksinya. Sementara 
tujuan utama dari politik internasional adalah mendapatkan power dengan cepat 
(Andrik Purwasito, 1994: 6). 
 M. Amien Rais (1989: 14) berpendapat bahwa politik internasional pada 
dasarnya bersifat anarkis. Oleh karena perang seringkali dijadikan jalan terakhir 
untuk menyelesaikan konflik kepentingan antar negara. Anarki internasional ini 
dapat terjadi berhubung sistem internasional sampai sekarang ini belum berhasil 
membuat suatu “supreme power” atau suatu “world government”, yaitu suatu 
pemerintahan dunia yang bersifat supra nasional. Jadi pada hakekatnya anarki 
internasional itu merupakan “a state of war” dimana kekuatan fisik atau militer 
menjadi ultima ratio yaitu penentu terakhir atas pertikaian antara berbagai negara 
setelah cara-cara lain gagal menyelesaikan pertikaian itu. 
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 Dari berbagai pendapat yang dikemukakan oleh para ahli dapat 
disimpulkan bahwa politik internasional merupakan perjuangan suatu negara 
untuk memperoleh kekuasaan (struggle for power) di luar batas yurisdiksinya 
walaupun harus melalui cara-cara kekerasan dalam menyelesaikan konflik 
kepentingan antar negara. 
 
2. Hakekat Intervensi 
 
a. Pengertian Intervensi 
 Soepeno (1950: 161) mengatakan bahwa intervensi merupakan istilah 
dalam politik internasional yang berarti “ ikut campur tangannya suatu negara 
dalam soal-soal negara lain”. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diuraikan 
bahwa intervensi berarti ikut campur tangan ke dalam urusan dalam negeri oleh 
negara lain (W.J.S. Poerwadarminta, 1984: 385). Sedangkan dalam Encyclopedia 
Americana (1990:322) diuraikan bahwa:  
Intervention, in international law means the dictatorial interference by a 
state in the internal affairs of another state or in the relations between 
two other states”. 
(Intervensi dalam hukum internasional mempunyai pengertian campur 
tangannya negara-negara diktator ke dalam urusan dalam negeri negara 
lain). 
 
Intervensi yang dilakukan oleh negara asing (khususnya negara besar) 
biasanya merupakan tindakan yang sangat dramatik, karena diorganisasikan 
dengan amat baik. Intervensi merupakan semua tindakan yang mempunyai 
dampak tertentu secara langsung atau lambat laun pada politik dalam negeri suatu 
negara lain, termasuk di dalamnya semua bentuk bujukan dan program 
diplomatik, ekonomi serta militer (K.J. Holtsi, 1988: 9). 
 James Rosenau dalam K.J. Holtsi (1988:9) mengemukakan definisi dari 
intervensi yaitu bahwa intervensi dapat dibedakan dari bentuk-bentuk lain 
tindakan negara karena intervensi (1) merupakan pemutusan tajam dari bentuk-
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bentuk intervensi konvensional dalam hubungan suatu negara, (2) dengan sadar 
diarahkan untuk mengubah atau mampertahankan struktur penguasa politik di 
negara sasaran. Dengan demikian program-program bantuan asing walaupun 
mungkin mempunyai konsekuensi-konsekuensi langsung atas penguasa politik 
dalam suatu masyarakat, tidak akan dianggap sebagai intervensi, karena tidak 
merupakan  suatu pemutusan radikal dari suatu hubungan konvensional. 
 Dari beberapa pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa intervensi 
adalah bagian dari politik luar negeri suatu negara terhadap negara lain dengan 
cara melakukan campur tangan terhadap masalah dalam negeri negara lain sebagai 
sarana untuk mencapai tujuan atau meningkatkan nilai sosial di luar negeri 
melalui berbagai kegiatan di bidang politik, ekonomi, maupun militer. Intervensi 
merupakan suatu akibat dari kemelut, kemudian pengiriman pasukan dengan 
cepat, sering juga dengan menangkap pemimpin rezim sasaran. 
 
b. Hal-hal yang mendorong munculnya intervensi     
 Ada 3 hal yang menyebabkan berlangsungnya intervensi terhadap suatu 
negara yaitu : 
1) Banyak pemerintahan yang menyatakan bahwa mereka terpaksa melakukan 
intervensi militer ke negara lain karena adanya upaya destabilisasi pihak lain.  
2) Intervensi sebagai awal dari sebuah revolusi melawan imperialisme dan 
kolonialisme. 
3) Adanya perselisihan domestik yang mengancam kepentingan ekonomi negara-
negara asing tertentu (Walter S. Jones, 1993:201). 
 
 K.J. Holtsi (1988) menguraikan situasi-situasi modern yang dapat 
mendorong munculnya intervensi antara lain : 
1) Semua negara besar dan juga beberapa negara yang lebih kecil telah 
menambahkan pada teknik-teknik perundingan diplomatik tradisional mereka 
sebuah program bantuan militer dan ekonomi. Hal ini akan mempengaruhi 




2) Terdapat banyak ketidaksesuaian antara batas wilayah negara di satu pihak, 
dan batas wilayah suku, keagamaan atau kebahasaan di lain pihak. Jika ada 
perpecahan sosial di dalam dan beberapa kelompok masyarakat merasa 
tertindas, maka kemungkinan kekacauan sipil meningkat. Jika kelompok-
kelompok minoritas ini merumuskan suatu strategi yang membutuhkan 
tindakan politik yang diorganisasi dengan sangat baik, mereka akan condong 
memerlukan dukungan dari luar. 
3) Loyalitas politik yang secara tradisional telah meluas ke lembaga-lembaga 
politik atau para penguasa terkadang justru diarahkan ke badan-badan atau 
ideologi politik luar negeri. Hal ini akan membuka peluang bagi negara-negara 
asing yang melambangkan ideologi trans nasional ini, untuk menjadi terlibat 
dalam politik dalam negeri bangsa lain. 
4) Terdapatnya jalan buntu terhadap penyelesaian masalah nuklir. Ini membuat 
para musuh utama perang dingin masuk ke sektor peperangan dan subversi 
yang tidak teratur, dimana kemungkinan peningkatan militer yang tidak 
terkendali kecil sekali. 
5) Dengan tujuan revolusioner biasanya pemerintah cenderung menggunakan 
untuk tujuan luar negeri jenis-jenis teknik yang sama dengan teknik yang telah 
berhasil digunakan pemimpin mereka dalam memperoleh kekuasan dalam 
negeri. 
 
Intervensi yang dilakukan Amerika Serikat di Irak dilatar belakangi 
adanya dugaan kepemilikan senjata pemusnah massal (nuklir) di Irak dan 
keterlibatan dengan teroris, selain juga karena kepentingan pribadi Amerika 
Serikat untuk menguasai wilayah Timur Tengah beserta minyak yang terkandung 
di dalamnya. 
 
c. Bentuk-bentuk intervensi 
 Bentuk-bentuk intervensi dibedakan menjadi 5 kelompok yaitu : 




2) Demonstrasi kekuatan, yaitu memperlihatkan atau mengancam untuk 
menggunakan kekuatan baik untuk membantu maupun menghalangi 
pemberontakan dalam negeri sebuah negara asing. 
3) Subversi, yaitu merupakan kegiatan pemberontakan yang diatur, didukung atau 
diarahkan oleh kekuatan asing dengan menggunakan berbagai unsur yang tidak 
puas dalam suatu masyarakat bagi tujuannya sendiri. 
4) Perang gerilya, yaitu jenis kegiatan yang menggabungkan teror dengan terang-
terangan dan gerilya yang berpindah-pindah. 
5) Intervensi militer, yaitu pengiriman sejumlah pasukan baik untuk 
memantapkan suatu rezim terhadap para pemberontak atau membantu para 
pemberontak untuk menggulingkan suatu perngkat penguasa yang telah mapan 
(K.J. Holtsi, 1988:9). 
 
Dalam intervensinya ke Irak setidaknya ada dua hal yang dilakukan oleh 
Amerika Serikat. Pertama, Amerika Serikat telah melakukan tindakan politik 
rahasia dengan menyebarkan propaganda bahwa Irak merupakan negara yang 
melindungi teroris internasional dan memiliki senjata pemusnah massal. Kedua, 
Amerika Serikat meskipun tanpa restu dari PBB telah melakukan intervensi 
militer dengan melancarkan invasi ke Irak yang dimulai pada 20 Maret 2003. 
 
3. Hakekat Konflik 
 
a. Pengertian konflik 
 Istilah konflik berasal dari kata Confligere yang berarti saling memukul. 
Dalam pengertian sosiologis, konflik dapat didefinisikan sebagai suatu proses 
sosial dimana dua orang atau kelompok berusaha menyingkirkan pihak lain 
dengan jalan menghancurkannya atau membuatnya tak berdaya (D. Hendro 
Puspito O.C., 1989: 247). Sejalan dengan pendapat tersebut Mayor Polak (1974) 
juga memberikan definisi yang sama tentang konflik yaitu konflik berasal dari 
confligere yang mengandung arti saling memukul satu sama lain untuk mencapai 
apa yang dikehendaki kedua pihak. 
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 Dalam Kamus Bahasa Indonesia, W.J.S. Poerwadarminta (1990: 45) 
konflik diartikan sebagai (1) pertentangan, percekcokan, (2) ketegangan atau 
pertentangan cerita rekaan. Sementara Soerjono Soekanto (1985: 99) mengartikan 
istilah konflik sebagai suatu proses pencapaian tujuan dengan cara melemahkan 
pihak lawan tanpa memperhatikan norma dan nilai yang berlaku. Hal tersebut 
terjadi karena adanya perbedaan pendapat dan nilai-nilai dari pihak yang bertikai. 
Seperti yang dikatakan oleh Ariyono Suyono (1985: 21) bahwa konflik adalah 
keadaan dimana dua atau lebih dari dua pihak berusaha menggagalkan tujuan 
masing-masing pihak karena adanya perbedaan pendapat, nilai-nilai atau tuntutan 
dari masing-masing pihak.  
 Menurut Webster dalam Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin (2004:9), 
istilah conflict di dalam bahasa aslinya berarti ”suatu titik perkelahian, peperangan  
atau perjuangan” yaitu suatu konfrontasi fisik antara beberapa pihak. Sementara 
Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin (2004:10) mengartikan konflik sebagai 
persepsi mengenai perbedaan kepentingan atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi 
pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan.  
Menurut Maswadi Rauf (2001:2) konflik adalah sebuah gejala sosial yang 
selalu terdapat dalam setiap masyarakat dalam setiap kurun waktu. Konflik dapat 
diartikan sebagai setiap pertentangan atau perbedaan pendapat antara paling tidak 
dua orang atau kelompok.  
Kartini Kartono (1990:173) mendefinisikan konflik sebagai semua bentuk 
benturan, tabrakan, ketidaksesuaian, pertentangan, perkelahian, oposisi, dan 
interaksi yang antagonistis bertentangan.  
Clinton F. Fink dalan Kartini Kartono (1989) mendefinisikan konflik 
sebagai berikut: 
1) Konflik ialah relasi-relasi psikologis yang antagonistis berkaitan dengan 
tujuan-tujuan yang tidak bisa disesuaikan , interest-interest eksklusif  dan tidak 
bisa dipertemukan, sikap-sikap emosional yang bermusuhan dan struktur-
struktur nilai yang berbeda. 
2) Konflik adalah interaksi yang antagonistis, mencakup tingkah laku lahiriah 
yang tampak jelas, mulai dari bentuk-bentuk perlawanan halus terkontrol, 
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tersembunyi, sampai pada perlawanan terbuka kekerasan perjuangan tidak 
terkontrol, benturan laten, pemogokan, huru-hara, makar, gerilya, perang dan 
lain-lain. 
Menurut Doyle Paul Johnson (1986) pengertian konflik pada umumnya 
mengarah kepada kepentingan-kepentingan kelompok dan orang yang saling 
bertentangan dalam struktur sosial yang terus-menerus. 
K.J. Holtsi (1988: 168) merumuskan definisi konflik secara singkat dan 
jelas yaitu ”ketidaksesuaian sasaran, nilai, kepentingan atau pandangan antara dua 
pihak atau lebih. K.J. Verger (1990: 211) yang mengutip dari pendapat Lewis A. 
Coser juga menerangkan tentang konflik, yaitu perselisihan mengenai nilai-nilai 
atau tuntutan-tuntutan berkenaan dengan status, kuasa dan sumber-sumber 
kekayaan yang persediaannya tidak mencukupi. Pihak-pihak yang berselisih tidak 
hanya bermaksud untuk memperoleh barang yang diinginkan, melainkan juga 
memojokkan, merugikan atau menghancurkan pihak lawan.  
Abu Ahmadi (1975) mengemukakan bahwa konflik pada dasarnya adalah 
usaha yang disengaja untuk menentang, melawan atau memaksa kehendak 
terhadap orang lain. Namun ada istilah lain yang mempunyai arti yang sama 
dengan istilah konflik yaitu istilah pertikaian. Soleman B. Taneko  (1984: 122) 
mengatakan bahwa: 
Pertikaian dapat terjadi karena proses interaksi dimana penafsiran makna 
perilaku tidak sesuai dari pihak pertama, yaitu pihak yang melakukan 
aksi sehingga menimbulkan suatu keadaan dimana tidak terdapat 
keserasian antara kepentingan-kepentingan para pihak yang melakukan 
interaksi. Oleh karena itu terjadi suatu situasi yang tidak serasi, maka 
untuk mencapai tujuan yang dikehendaki dilakukan dengan cara 
mengenyahkan pihak yang menjadi penghalangnya itu. Pada 
pertentangan atau pertikaian terdapat usaha untuk menjatuhkan pihak 
lawan dengan kekerasan. 
  
 Dari berbagai pendapat tentang konflik dapat disimpulkan bahwa konflik 
adalah suatu pertentangan, pertikaian, percekcokan, ketegangan dan perbedaan 
kepentingan atau pendapat antara dua orang atau kelompok yang terjadi karena 
adanya interaksi sosial sehingga mengakibatkan pihak yang satu berusaha untuk 






b. Tipe-Tipe Konflik 
 Konflik dalam masyarakat dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu 
konflik yang realistis dan konflik yang tidak realistis. Konflik realistis yaitu 
konflik yang berasal dari kekecewaan terhadap tuntutan-tuntutan khusus yang 
terjadi akibat adanya pikiran keuntungan para partisipan, yang ditujukan pada 
obyek yang mengecewakannya. Konflik tidak realistis yaitu konflik yang datang 
dari adanya kebutuhan untuk meredakan ketegangan yang datang dari salah satu 
pihak (Sudijono Sastroatmodjo, 1995).  
 Menurut Maswadi Rauf (2001:6) dilihat dari pihak-pihak yang terlibat 
dalam konflik, konflik dapat dibagi menjadi 2 yaitu konflik individual dan konflik 
kelompok. Konflik individual yakni konflik yang terdiri antara dua orang yang 
tidak melibatkan kelompok masing-masing. Sedangkan konflik kelompok yakni 
konflik yang terjadi antara 2 kelompok atau lebih. 
 K.J. Holtsi (1988) menyebutkan bahwa terdapat  enam tipe utama atau 
jenis konflik yaitu: 
1) Konflik wilayah terbatas, dimana terdapat pandangan yang tidak cocok dengan 
acuan pada pemilikan suatu bagian khusus wilayah atau pada hak-hak yang 
dinikmati oleh suatu negara di dekat negara lain. 
2) Konflik yang berkaitan dengan komposisi pemerintah. Tipe konflik ini sering 
mengandung nada tambahan ideologis yang kuat, maksudnya adalah 
menjatuhkan suatu rezim dan sebagai gantinya mendirikan satu pemerintahan 
yang cenderung lebih menguntungkan pihak yang melakukan intervensi. 
3) Konflik kehormatan nasional, dimana pemerintah mengancam atau bertindak  
untuk membersihkan pelanggaran tertentu yang telah diduga. Konflik ini 
biasanya dari skala kecil menjadi skala besar. 
4) Imperialisme regional, dimana suatu pemerintah berusaha menghancurkan 




5) Konflik pembebasan atau perang revolusioner, yaitu perang yang dilakukan 
oleh suatu negara untuk ”membebaskan” rakyat negara lain, biasanya karena 
alasan-alasan etnis atau ideologis. 
6) Konflik yang timbul dari tujuan pemerintah untuk mempersatukan suatu negara 
yang terpecah. 
Menurut Ramlan Surbakti (1992) konflik dapat dibedakan menjadi dua 
yaitu konflik yang berwujud kekerasan dan konflik non kekerasan. Konflik yamg 
mengandung kekerasan biasanya terjadi dalam masyarakat negara yang belum 
memiliki konsensus bersama tentang dasar, tujuan negara dan lembaga pengatur 
atau pengendali konflik yang jelas. Pemberontakan dan sabotase merupakan 
contoh konflik yang mengandung tindak kekerasan. Sedangkan konflik yang non 
kekerasan biasanya terjadi pada masyarakat yang telah memiliki dasar tujuan yang 
jelas sehingga penyelesaian konflik sudah bisa ditangani melalui lembaga yang 
ada. Adapun konflik non kekerasan biasanya berwujud perbedaan pendapat antar 
kelompok (individu) dalam rapat, pengajuan petisi kepada pemerintah, polemik 
melalui surat kabar dan sebagainya. 
Apabila dilihat dari sudut konflik sebagai sarana dan konflik sebagai 
tujuan Achmad Fedyani Saifudin (1986: 64) membagi konflik dalam dua macam 
yaitu konflik realistik dan konflik non realistik. Konflik yang timbul karena 
tuntutan-tuntutan tertentu dan diarahkan kepada objek tertentu disebut konflik 
realistik. Sebaliknya dalam konflik non realistik, konflik itu sendiri sebagai 
tujuan, tidak dikondisikan pada objek tertentu dan berfungsi memenuhi kebutuhan 
untuk meredakan ketegangan dari sekurang-kurangnya salah satu pihak yang 
bertentangan. 
Konflik yang terjadi antara Amerika Serikat dan Irak dalam Perang Teluk 
III termasuk konflik yang berkaitan dengan komposisi pemerintah, karena 
Amerika Serikat berusaha untuk meruntuhkan rezim Saddam Hussein dan 
menggantinya dengan pemerintahan baru yang dinilainya lebih demokratis. 
Konflik yang dimunculkan Amerika Serikat juga termasuk dalam jenis 
imperialisme regional, mengingat Amerika Serikat melakukan intervensi demi 
tujuan ideologi, keamanan (Israel) dan perdagangan (minyak). Konflik Amerika 
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Serikat dan Irak ini juga termasuk konflik pembebasan, karena Amerika Serikat 
mengatakan bahwa intervensinya dilakukan untuk membebaskan rakyat Irak dari 
rezim diktator Saddam Hussein.  
c. Sumber Konflik 
 Menurut Abu Ahmadi (1975:93) konflik biasanya ditimbulkan oleh 
adanya kepentingan yang bertentangan terutama kepentingan ekonomi dan sering 
juga karena perebutan kedudukan dan kekuasaan. Sedangkan menurut Maswadi 
Rauf (2001:6) konflik juga terjadi karena adanya keinginan manusia untuk 
menguasai sumber-sumber dan posisi yang langka. Kecenderungan manusia untuk 
menguasai orang lain merupakan penyebab lainnya dari konflik. 
 Sumber konflik merupakan pokok pertikaian diantara kedua belah pihak  
yang bertikai untuk mencapai posisi yang diinginkan. Konflik terjadi karena 
percekcokan, pertentangan dan perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau 
lebih untuk mencapai tujuan tertentu dengan cara melemahkan pihak lawan tanpa 
memperhatikan nilai dan norma yang berlaku. 
 Menurut Phil Astrid S. Soesanto (1983) konflik sering terjadi disebabkan 
oleh: 
1) Ketidaksepahaman dalam anggota kelompok tentang tujuan masyarakat yang 
semula menjadi pegangan kelompok 
2) Norma-norma sosial tidak membantu anggota masyarakat dalam mencapai 
tujuan yang telah disepakati. 
3) Norma-norma kelompok yang dihayati oleh para anggotanya bertentangan satu 
sama lain. 
4) Sanksi yang ada dalam norma itu sudah lemah dan tidak dilaksanakan dengan 
konsekuen. 
5) Tindakan anggota masyarakat sudah bertentangan dengan norma kelompok 
 
David C. Schwart dalam Tommi Legowo (1985) menyatakan penyebab 
atau sumber konflik sebagai berikut: 
Dalam masyarakat politik (negara) konflik dinilai sering terjadi karena 
nilai umum, sebagian atau seluruhnya tidak mencakup nilai-nilai pribadi 
yang diyakini kebenarannya oleh seseorang atau kelompok masyarakat. 
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Dengan kata lain nilai pribadi tersebut tidak bisa diterima oleh sistem 
nilai umum yang berlaku. Bila hal itu dipaksakan maka akan terjadi 
benturan nilai yang bisa menimbulkan konflik. Pribadi atau kelompok 
yang mengalami benturan nilai akan merasa terasing atau mengasingkan 
diri dari sistem yang berlaku. Dalam politik hal semacam ini disebut 
sebagai ”keterasingan politik” (political alienation). Keterasingan politik 
ini selanjutnya akan mempengaruhi tingkah laku seseorang atau 
kelompok dalam tatanan kehidupan politik masyarakat. 
 
 Sementara Ralf Dahendorf dalam Soerjono Soekanto (1988) menyatakan 
bahwa: 
Pada saat yang bersamaan, kekuasaan dan wewenang merupakan sumber 
daya yang langka terhadap mana terjadi pertikaian, sehingga menjadi 
sumber utama terjadinya terjadinya konflik dan perubahan pola-pola 
yang telah melembaga. Konflik ini merupakan suatu pencerminan dari 
tempat beradanya peranan pada asosiasi yang terkoordinasi secara 
imperatif dalam hubungannya dengan wewenang. 
 
T. Hani Handoko (1992) menyebutkan penyebab terjadinya konflik 
sebagai berikut: 
1) Komunikasi 
Salah pengertian yang berkenaan dengan kalimat, bahasa yang sulit dimengerti, 
atau informasi yang mendua dan tidak lengkap serta gaya individu pemimpin 
yang tidak efektif. 
2) Struktur 
Pertarungan kekerasan dengan kepentingan-kepentingan atau sistem penilaian 
yang bertentangan, persaingan untuk memperebutkan sumber-sumber daya 
yang terbatas atau saling ketergantungan dua atau lebih kelompok-kelompok 
kegiatan kerja untuk mencapai tujuan mereka. 
3) Pribadi 
Ketidaksesuaian tujuan atau nilai-nilai sosial pribadi pengikut atau bawahan 
dengan perilaku yang diperankan atasan dan perbedaan nilai-nilai atau 
persepsi. 
 
 Konflik antara Amerika Serikat dan Irak lebih condong pada sebab konflik 
yang dikemukakan oleh Abu Ahmadi, yaitu terdapatnya kepentingan yang 
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bertentangan. Amerika Serikat ingin menguasai Irak untuk mengambil 
keuntungan atas ladang minyak Irak (kepentingan ekonomi). Amerika Serikat 
juga ingin menguasai wilayah Timur Tengah demi kepentingannya pribadi dan 
untuk melindungi posisi Israel. 
   
d. Tujuan Konflik 
 Tujuan konflik menurut D. Hendropuspito (1989) adalah pihak-pihak yang 
terlibat dalam bentrokan dikuasai oleh keinginan untuk mencapai suatu hasil yang 
dipersengketakan. Sedangkan  menurut Dahlan Nasution (1989) konflik dengan 
sasaran keseimbangan bertujuan untuk mencapai keadaan seimbang menguasai 
suatu masalah yang dipertentangkan. Konflik dengan hegemoni bertujuan untuk 
mendominasi. Para pelaku konflik tidak hanya semata-mata menunjukkan 
perhatian kepada satu sasaran tertentu melainkan kepada berbagai sasaran dan 
berusaha mencapai keunggulan sebanyak mungkin. 
 Paul Conn dalam Sudiono Sastroatmojo (1995) menyebutkan tujuan 
konflik sebagai berikut: 
1) Bahwa pihak yang bertikai dalam konflik mempunyai tujuan yang sama, yaitu 
sama-sama ingin mendapatkan, semisal memperebutkan kekuasaan, sehingga 
masing-masing berusaha mendapatkan kekuasaan tersebut. 
2) Salah satu pihak ingin mendapatkan sedangkan pihak yang lain ingin 
mempertahankan apa yang selama ini dimiliki atau diyakini. 
3) Pihak-pihak yang terlibat dalam konflik berusaha mempertahankan apa yang 
telah ada agar tidak terlepas ke tangan orang lain. 
 
Konflik yang terjadi antara Amerika Serikat dan Irak lebih mendekati pada 
tujuan konflik yang dikemukakan oleh Paul Conn yang dikutip oleh Sudiono 
Sastroatmojo, yaitu bahwa pihak yang bertikai mempunyai tujuan sama-sama 
ingin mendapatkan kekuasaan. Irak dibawah Saddam Hussein masih berambisi 
untuk menjadi pemimpin di Timur Tengah. Sebaliknya Amerika Serikat juga 
ingin menguasai geopolitik di wilayah Timur Tengah. Masing-masing pihak 
  
41 
berusaha untuk mendapatkan dan mempertahankan apa yang dimiliki agar tidak 
jatuh ke tangan pihak lain. 
 
e. Fungsi Konflik 
 Achmad Fedyani Saifudin (1986) menyebutkan fungsi konflik sebagai 
berikut: 
1) Konflik berfungsi mencegah dan mempertahankan identitas dan batas-batas 
kelompok sosial dan masyarakat. 
2) Konflik dapat melenyapkan unsur-unsur yang memecah belah dan menegakkan 
kembali persatuan. Konflik dapat meredakan ketegangan antara pihak-pihak 
yang bertentangan sehingga dengan demikian dapat pula dikatakan bahwa 
konflik berfungsi sebagai stabilisator sistem sosial. 
3) Konflik suatu kelompok dengan kelompok lain menghasilkan mobilisasi energi 
para anggota kelompok yang bersangkutan sehingga kohesi setiap kelompok 
ditingkatkan. 
4) Konflik dapat menciptakan jenis-jenis interaksi yang baru diantara pihak-pihak 
bertentangan yang sebelumnya tidak ada. Konflik berlaku sebagai rangsangan 
untuk menciptakan aturan-aturan dan sistem norma yang baru, yang mampu 
mengatur pihak-pihak yang bertentangan sehingga keteraturan sosial kembali 
terwujud. 
5) Konflik dapat mempersatukan orang-orang atau kelompok-kelompok yang 
tadinya tidak saling berhubungan. Koalisi dan organisasi dapat timbul dimana 
kepentingan pragmatik utama dan pelakunya terlibat. 
 
Konflik yang dimunculkan Amerika Serikat di Irak berfungsi untuk 
menciptakan jenis interaksi baru yang sebelumnya tidak ada. Konflik yang 
diciptakan Amerika Serikat di Irak ini memunculkan jenis interaksi baru karena 
Irak setelah perang menjadi ”negara boneka” Amerika Serikat. Konflik yang 
berakibat pada terjadinya Perang Teluk III ini juga melahirkan adanya aturan dan 




f. Cara Penyelesaian Konflik 
 Konflik merupakan gejala ilmiah dan tidak dapat dielakkan dalam 
kehidupan sosial, namun konflik tidak harus berkepanjangan. Motivasi untuk 
mengakhiri konflik bisa karena lelah atau bosan dan karena adanya keinginan 
untuk mencurahkan tenaganya ke hal-hal lain. Simmel dalam Doyle Paul Johnson 
(1986) menganalisa beberapa bentuk atau cara untuk mengakhiri konflik termasuk 
menghilangkan dasar konflik dari tindakan-tindakan mereka yang sedang 
berkonflik, kemenangan pihak yang satu dan kekalahan pihak yang lain, 
kompromi, perdamaian dan ketidakmungkinan untuk berdamai. 
Dalam menyelesaikan sebuah konflik terdapat 2 cara yang biasa digunakan 
yaitu penyelesaian konflik secara persuasif dan penyelesaian konflik secara 
kekerasan atau koersif. Cara persuasif menggunakan perundingan dan 
musyawarah untuk mencari titik temu antara pihak-pihak yang berkonflik. Cara 
ini menghasilkan penyelesaian konflik secara tuntas, artinya tidak ada perbedaan 
antara pihak-pihak yang tadinya berkonflik karena titik temu telah dihasilkan atas 
keinginan sendiri. Sedangkan penyelesaian konflik secara koersif menggunakan 
kekerasan fisik atau ancaman kekerasan fisik untuk menghilangkan perbedaan 
pendapat antara pihak-pihak yang terlibat konflik. Kekerasan ini meliputi 
penggunaan benda-benda fisik untuk merugikan secara fisik, menyakiti, melukai 
atau membunuh orang lain. Cara koersif menghasilkan penyelesaian konflik 
dengan kualitas rendah karena konflik sebenarnya belum selesai secara tuntas. 
 Ada 5 urutan cara penyelesaian konflik yang lazim digunakan yaitu : 
1) Konsiliasi atau Perdamaian, yaitu suatu cara untuk mempertemukan pihak-
pihak yang beselisih guna mencapai persetujuan bersama untuk berdamai. 
2) Mediasi (Mediatio), yaitu suatu cara untuk menyelesaikan pertikaian dengan 
menggunakan seorang pengantar (mediator) yang fungsinya hampir sama 
dengan konsiliator. 
3) Arbitrasi (Arbitrium), artinya melalui pengadilan dengan seorang hakim 
(arbiter) sebagai pengambil keputusan. Keputusan arbiter ini mengikat kedua 
pihak yang bersengketa, artinya keputusan seorang hakim harus ditaati. 
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4) Paksaan (Coersion), ialah suatu cara menyelesaikan pertikaian dengan 
menggunakan paksaan fisik atau psikologis. Bila paksaan psikologis tidak 
berhasil, dipakailah paksaan fisik. 
5) Detente (Mengendorkan), ialah mengurangi hubungan tegang antara dua pihak 
yang bertikai. Cara ini hanya merupakan persiapan untuk mengadakan 
pendekatan dalam rangka pembicaraan tentang langkah-langkah mencapai 
perdamaian (Hendro Puspito O.C., 1989:250). 
 
Dalam penyelesaian konflik Amerika Serikat dan Irak dilakukan dengan 
cara  paksaan (coercion) karena perang dijadikan alternatif untuk menyelesaikan 
konflik yang ada. Amerika Serikat sebagai pihak yang memunculkan konflik dan 
juga sebagai pihak yang kuat menjadikan perang sebagai alat untuk mencapai 
keinginannya menghancurkan dan membentuk Irak baru yang condong pada 
kebijakannya. 
 
g. Akibat Konflik 
 Menurut Doyle Paul Johnson (1986) munculnya konflik (kepentingan-
kepentingan yang bertentangan) dapat memgakibatkan putusnya suatu hubungan. 
D. Hendropuspito O.C (1989) juga menyatakan bahwa dalam kenyataan sehari-
hari membuktikan konflik fisik selalu mendatangkan akibat negatif. Lebih lanjut 
D. Hendropuspito O.C mengatakan bahwa: 
Bentrokan antara individu dengan individu, kerabat dengan kerabat, suku 
dengan suku, bangsa dengan bangsa, golongan agama yang satu dengan 
golongan agama yang lain, umumnya mendatangkan penderitaan bagi 
kedua pihak yang terlibat. Penderitaan yang ditimbulkan dari adanya 
konflik misalnya adanya korban jiwa, kerugian material dan spiritual 
serta berkobarnya kebencian dan balas dendam. Akibat lain adalah 
terhentinya kerjasama antara kedua belah pihak yang terlibat konflik. 
Masa antara pecahnya konflik dan terbentuknya kerjasama kembali 
disebut masa permusuhan. Dalam masa ini usaha kooperatif tidak dapat 
dilakukan. Hal ini mengakibatkan proses kemajuan masyarakat 
mengalami kemacetan. Apabila konflik terjadi di suatu negara yang 
terdiri dari berbagai suku bangsa dan bersifat separatif, maka konflik 




 Akibat dari konflik Amerika Serikat-Irak yang berujung pada Perang 
Teluk III ini sangat komplek khususnya  bagi Irak dan Amerika Serikat juga bagi 
dunia Arab pada umumnya. Setelah perang selain Irak mengalami kerugian karena 
rusaknya infrastruktur dan banyaknya korban jiwa yang tak berdosa, Irak juga 
menderita kerugian besar dengan menjadi negara dudukan Amerika Serikat. 
Meskipun Amerika Serikat mendapat kemenangan tetapi Amerika Serikat juga 
tidak dapat berpuas hati karena masih harus memikirkan upaya rekonstruksi Irak 
di tengah hujatan dunia internasional yang menolak serangannya ke Irak. Amerika 
Serikat juga harus memikirkan pengeluaran biaya Perang Teluk dan juga 
pasukannya yang meninggal akibat perang. Sedikit banyak Perang Teluk III  ini 
juga berdampak bagi dunia Arab, pada nasib Palestina dan juga negara-negara 
Arab lainnya. 
 
4. Hakekat Perang 
 
a. Pengertian perang 
 Walter S. Jones (1993:178) mendefinisikan perang sebagai pelaksanaan 
terorganisir atas perselisihan bersenjata antar kelompok sosial dan antar negara. 
Dalam Ensiklopedia Indonesia (1983:2654) perang didefinisikan sebagai 
perselisihan bersenjata yang terorganisir diantara golongan masyarakat atau 
negara. 
 Menurut W.J.S. Poerwadarminta (1976:129) arti perang yaitu (1) 
permusuhan atau pertempuran bersenjata antara negara dengan negara lain, (2) 
perjuangan perkelahian, (3) berperang, pergi berperang. Pendapat ini sejalan 
dengan pengertian perang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (DepDikNas, 
2001: 854) yaitu (1) permusuhan antara dua negara (bangsa, agama, suku dan 
sebagainya), (2) pertempuran, pemberontakan, (3) perkelahian, konflik, (4) cara 
mengungkapkan permusuhan. 
 Mohtar Kusumaatmaja dalam GPH Haryomataram (1994:4) 
mendefinisikan perang sebagai suatu keadaan dimana suatu negara atau lebih 
terlibat dalam suatu pihak untuk mengakhiri hubungan damai dengan pihak lain. 
  
45 
Mohtar Kusumaatmaja juga mengatakan bahwa yang merupakan pokok esensial 
dari perang adalah adanya animus belligeredi yaitu niat untuk mengakhiri 
hubungan damai atau niat berperang. 
 Adapun opini perang yang dikemukakan oleh Loekito Santoso (1986: 5) 
bahwa “perang adalah kelanjutan dari politik dengan upaya lain”. Pendapat ini 
sejalan dengan pendapat Von Clausewitch dalam Diponolo (1975: 240) bahwa 
“peperangan itu hanya sebagai diplomasi dengan menggunakan alat-alat yang 
lain”. Pada hakekatnya suatu politik yang gagal adalah berasal dari diplomasi 
yang gagal. Kegagalan politik tersebut akhirnya memuncak dengan terjadinya 
perang. 
 Hoffman dalam Norman P. Palmer Howard (1976: 185) berpendapat 
bahwa “war is the use of organized forcess between two human group persuising 
cantra dictory upon the other”. Dapat diartikan bahwa perang adalah penggunaan 
kekuatan yang teroganisir diantara dua kelompok masyarakat yang mengalami 
kontradiksi politik dan setiap kelompok ingin mencari suatu persaingan untuk 
mencapai keunggulan yang teratas diantara mereka.  
 Lindgren dalam A. Hasnan Habib (1994: 37) mendefinisikan armed 
conflict (konflik bersenjata) sama dengan perang yaitu sebagai berikut: 
Armed conflict meliputi pertempuran senjata yang berkepanjangan; 
melibatkan sebuah pemerintahan disatu pihak, dan dipihak lain 
melibatkan sebuah pemerintahan lain atau sebuah kelompok 
terorganisasi; menyangkut usaha untuk menguasai sebuah pemerintahan 
atau merebut sebuah daerah yang dikuasai sebuah negara. 
 
 Perang lazim dipahami sebagai wujud suatu derajat konflik antar negara 
yang berintensitas tinggi. Dalam pemahaman konsepsinya, perang dapat 
didefinisikan dan dimengerti sebagai : 
1) Kelanjutan dari politik damai dengan cara lain. Perang dirumuskan sebagai 
manifestasi sikap politik nasional dengan menggunakan kekerasan untuk 
memaksa negara lawannya tunduk terhadap kemauan negara tersebut. 
2) Perang juga dimengerti sebagai upaya terakhir untuk mempertahankan diri dari 
upaya pemusnahan oleh lawan. 
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3) Secara yuridis, perang dipahami sebagai situasi dari kondisi hukum yang 
memungkinkan dua atau lebih pihak bermusuhan menyelesaikan pertikaiannya 
secara kekerasan dengan kekuatan persenjataannya (Ensiklopedi Nasional 
Indonesia, 1990: 30-31). 
 
Dalam Encyclopedia Americana (1991: 321) diuraikan bahwa : 
“War is violent between states. Though the word is used to describe 
other types of conflict civil war, class war, or even between sexes war is 
an aspect of politic. The state outlaws many formerly acceptable types of 
group violence, but uses those types such war or even controlled rioting 
in same class, that is leaders find useful “. 
 
(Perang merupakan salah satu bentuk konflik kekerasan antar negara. 
Walaupun kata perang bisa diartikan untuk menjelaskan beberapa jenis 
konflik lain, seperti perang sipil, perang antar kelas, atau bahkan 
pertengkaran antara laki-laki perempuan, perang cenderung merupakan 
aspek politik. Sebuah negara akan melarang adanya kekerasan antar 
kelompok, namun akan memanfaatkannya dengan alasan perang atau 
mengendalikan kekacauan dengan tujuan menguntungkan penguasa). 
 
 Menurut Budi Lazarusli dan Syahmin A.K. (1986: 31) perang diartikan 
sebagai persengketaan antara dua atau lebih negara yang terutama dilakukan 
dengan angkatan bersenjata mereka, dengan maksud menaklukan pihak lawan dan 
menetapkan syarat-syarat perdamaiannya sendiri. Beberapa unsur dari pengertian 
perang itu antara lain : 
1) Perang merupakan persengketaan yang terutama dilakukan dengan kekuatan 
bersenjata. 
2) Dilakukan oleh atau antar negara-negara. 
3) Bertujuan untuk menaklukkan pihak lain. 
4) Adanya pemaksaan syarat-syarat perdamaian oleh pihak pemenang terhadap 
pihak yang kalah. 
  
 M. Amien Rais (1989: 38) berpendapat bahwa perang adalah konflik 
diantara dua kelompok, dimana masing-masing kelompok menempatkan angkatan 
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perangnya ke medan pertempuran untuk berperang dan membunuh para anggota 
angkatan perang lawan. 
 Dari beberapa pendapat tentang perang, dapat disimpulkan bahwa perang 
adalah pelaksanaan terorganisir atas perselisihan bersenjata antar kelompok sosial 
dan antar negara dengan tujuan untuk menaklukkan pihak yang lain dan mencari 
keunggulan yang teratas diantara mereka. Perang ini dapat terjadi karena masing-
masing pihak ingin menjadi penguasa dan menjadi yang paling kuat dibandingkan 
yang lain. 
 
b. Sebab-sebab perang 
 Loekito Santoso (1991: 6) mengatakan bahwa sebagai sebab perang, maka 
kegentaran atau ketakutan yang tidak dapat ditinggalkan akan membentuk suatu 
lingkaran yang tidak berujung pangkal. Manusia sebagai pelaku utama 
memberikan motivasi sehingga timbul sebab perang yaitu sumber terjadinya 
perang dengan meninggalkan jalan damai dan musyawarah untuk mufakat, untuk 
kemudian menggunakan jalan pintas atau jalan perang. Seperti pendapat Francis 
Bacon yang mengatakan bahwa ketakutan adalah salah satu pembenaran yang 
memadai untuk terjun di dalam perang.  
 Negara berperang demi kepentingan nasionalnya. Menurut A. Hasan 
Habib (1994) berbagai kepentingan nasional itu dikelompokkan dalam 3 golongan 
besar sebagai berikut : 
1) Kepentingan fisik atau material 
Kepentingan fisik atau material menyangkut tanah dan wilayah nasional yang 
tidak boleh dijamah atau dirampas oleh pihak luar, terlepas dari masalah 
apakah wilayah nasional itu mempunyai arti strategis atau tidak ataupun 
berpenduduk atau tidak. 
2) Kepentingan politik, agama, ideologi 
3) Kepentingan devariatif, diantaranya adalah : 
a. Pertimbangan-pertimbangan golongan politik, seperti dikuasainya suatu 




b. Konsep kredibilitas, kehormatan bangsa, kebanggaan nasional dan 
berbagai konsep psikologis lainnya. 
 
 Walter S. Jones (1993) mengemukakan 15 teori mengenai sebab-sebab 
perang. Menurutnya penyebab utama dari peperangan adalah sebagai berikut : 
1) Ketimpangan kekuasaan 
Yaitu suatu kondisi yang tidak disukai berupa distribusi kekuasaan yang tidak 
merata. 
2) Transisi kekuasaan 
Teori ini lebih memusatkan perhatiannya pada perkembangan ketimpangan 
dalam menggoyahkan perkembangan internasional. 
3) Nasionalisme, Separatisme dan Iredentisme 
Nasionalisme adalah suatu identitas kelompok kolektif yang secara emosional 
mengikat banyak orang menjadi satu bangsa. Sementara separatisme berarti 
gerakan untuk memisahkan diri dan membentuk negara sendiri. Iredentisme 
sendiri berarti motif untuk menguasai wilayah secara sepihak. 
4) Darwinisme sosial internasional 
Merupakan keyakinan bahwa masyarakat, seperti halnya spesies biologis juga 
berkembang dan maju melalui persaingan.Hanya yang kuat yang akan 
bertahan dan yang lemah akan tersingkir. Para darwinis sosial memandang 
peperangan sebagai suatu keharusan yang keji demi kemajuan peradapan. 
Peran perang adalah melepaskan kendali kekuasaan dari pihak yang lemah ke 
pihak yang kuat dan dinamis.  
5) Kegagalan komunikasi akibat kekeliruan persepsi dan dilema keamanan 
Beberapa bentuk kekeliruan persepsi yang mengacaukan komunikasi antara 
lain: citra buruk lawan, citra hebat diri sendiri, citra diri bermoral, penyiksaan 
selektif atas berbagai peristiwa kritis dan tanda-tanda tertentu, keyakinan 
yang berlebihan terhadap kepentingan militer, persepsi diri pemimpin, 
persepsi pemimpin akan sikap lawannya, persepsi terhadap maksud-maksud 
lawan, persepsi terhadap kekuasaan dan kemampuan lawan, perkiraan militer 
yang berlebihan serta perkiraan militer yang merendahkan. 
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6) Kegagalan komunikasi akibat ironi atau kesalahan teknis 
Tidak semua kegagalan komunikasi dalam politik internasional diakibatkan 
oleh aspek psikologis manusia. Banyak diantaranya yang diakibatkan oleh 
pertentangan tujuan diciptakannya komunikasi.  
 
7) Perlombaan senjata 
Pecahnya perang diakibatkan oleh perlombaan senjata yana secara strategis 
tidak stabil dan secara politis tidak terkendali. Disini negara-negara yang 
bermusuhan terkunci dalam siklus ketakutan bersama. 
8) Kekompakan internal melalui konflik eksternal 
Teori ini memandang perang sebagai produk kebijakan yang dirancang untuk 
memantapkan kekompakan internal dengan mengarahkan semua perhatian 
mereka ke konflik luar. 
9) Konflik internasional akibat perselisihan internal 
Teori ini memandang bahwa penyebab perang adalah adanya perselisihan 
domestik. 
10) Kerugian relatif 
Konsep ini menegaskan bahwa pemberontakan politik dan pembangkangan 
lainnya terjadi bila rakyat merasakan apa yang mereka terima kurang dari 
semestinya. Untuk mencapai perolehan yang lebih besar atau menebus 
kekecewaannya maka kelompok yang bersaing itu mengambil jalan agresi 
dan kekerasan politik. 
11) Naluri agresi 
Menurut teori agresi, akar peperangan terletak pada naluri berperang atau 
sifat haus perang yang bersumber pada sifat kebinatangan. 
12) Rangsangan ekonomis dan ilmiah 
Teori tentang perang ini memusatkan perhatiannya pada fungsi-fungsi 
ekonomi. Baik perang maupun ancaman perang merangsang peningkatan 
kegiatan ilmiah, inovasi teknik, kemajuan industri. Dapat dikatakan aspek 
ekonomi adalah eksternal utama dari peperangan. 
13) Kompleks industri militer 
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Menurut teori ini, di negara-negara besar berbagai kompleks-kompleks 
domestik yang berpengaruh dan berkepentingan atas pengeluaran militer dan 
ketegangan internasional akan menggunakan pengaruhnya untuk 
menimbulkan ketegangan antar negara. Mereka adalah kompleks industri 
militer yang terdiri dari tentara-tentara profesional, manager dan pemilik 
industri perlengkapan militer, pejabat tinggi pemerintah yang terkait dengan 
pembelanjaan militer dan anggota parlemen yang daerah asalnya diuntungkan 
dari proyek pertahanan. 
14) Pembatasan penduduk 
Teori ini mengenai hubungan antara pertambahan penduduk dengan perang 
yang dirumuskan oleh Sir Thomas Malthus yaitu bahwa penduduk cenderung 
bertambah secara geometris, sedangkan sumber-sumber makanan hanya 
bertambah secara aritmatis. Jadi kekuatan penduduk mutlak lebih besar 
daripada kekuatan bumi menghasilkan makanan. Karena penduduk harus 
sesuai dengan persediaan makanan maka harus ada kendali pertambahan 
penduduk, salah satunya melalui perang. 
15) Penyelesaian konflik melalui kekerasan 
Menurut teori ini konflik muncul ketika dua atau lebih kelompok sama-sama 
menyatakan kepemilikannya atas suatu sumber daya atau posisi yang sama. 
Perang adalah sarana untuk membagikan nilai-nilai yang langka itu demi 
terselesainya konflik. Dalam pandangan ini perang adalah suatu keputusan 
yang rasional dan kebijakan perang ditentukan melalui perhitungan biaya dan 
keuntungan logis. 
 
Menurut Hans J. Morgenthau dalam M. Amien Rais (1989: 67) perang 
hanya dapat dihindarkan dan perdamaian dapat dicapai jika dapat didirikan suatu 
pemerintahan dunia yang otoritasnya mengatasi kedaulatan masing-masing 
negara. Usaha mencapai perdamaian lewat pembentukan suatu pemerintahan 
dunia disebutnya sebagai ”peace through transformation”.  
Sementara Margaret Mead dan Sigmund Freud dalam M. Amien Rais 
(1989: 67) masing-masing berpendapat bahwa perang dapat dihilangkan perlahan-
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lahan jika dapat ditemukan inovasi baru yang lebih bermanfaat dan jika dapat 
ditimbulkan sikap budaya baru dan kesadaran mendalam tentang bahaya perang 
secara menyeluruh. 
Teori mengenai sebab-sebab perang pada Perang Teluk III lebih condong 
pada pendapat yang dikemukakan Walter S. Jones. Penyebab Perang Teluk III 
disebabkan oleh adanya naluri agresi yaitu sifat haus darah yang dimiliki oleh 
Amerika Serikat. Mesin politik luar negeri Amerika Serikat sering kali diarahkan 
pada negara yang dikehendakinya untuk memenuhi sifat haus perangnya. Perang 
Teluk III juga terjadi karena rangsangan ekonomi yaitu kepentingan Amerika 
Serikat atas ladang minyak Irak dan rangsangan ilmiah sebagai ajang pamer 
teknologi persenjataan. Dalam Perang Teluk III juga tampak bahwa Amerika 
Serikat melancarkan perang sebagai cara untuk menyelesaikan konflik dengan 
Irak.  
 
c. Hukum Perang 
Berdasarkan ketentuan bahwa bagi suatu negara yang berada dalam state 
of war (keadaan perang) dengan negara lain akan berlaku suatu perangkat 
ketentuan hukum yang hanya berlaku dalam keadaan perang saja. Perangkat 
ketentuan hukum ini berbeda dari perangkat ketentuan hukum yang berlaku dalam 
masa damai. Adanya dua perangkat ketentuan hukum ini sering disebut ”legal 
dichotomy”. Seorang ahli memberikan penjelasan sebagai berikut: ”The (legal) 
syistem contained two paralled bodies of law; a more elaborate one functioning in 
time of peace; another which became operaive following a declaration of war”. 
Secara singkat dapat dikatakan bahwa negara yang berada dalam keadaan perang, 
maka yang berlaku adalah hukum perang. 
Nagendra Singh dalam G.P.H. Haryomataram (1994: 7) mengatakan 
bahwa: 
”The fundamental basis of the laws of war and their main purpose is 
to limit the use of force violence to that which, an according to all 
accepted canons is the submission of the enemy to terms”. 
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( Pokok dari adu kekuatan dalam perang sesuai dengan semua 
peraturan-peraturan yang disetujui, adalah menundukkan musuh pada 
akhirnya). 
 
 Berdasarkan definisi-definisi mengenai hukum perang, maka dapat 
disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan hukum perang ialah: 
1) Rangkaian ketentuan yang mengatur pemakaian kekuatan bersenjata yang 
meliputi pengaturan tentang cara dan alat apa yang boleh dipakai. 
2) Rangkaian kekuatan yang mengatur perlakuan terhadap orang-orang yang 
menjadi korban perang (tawanan perang, orang luka dan sakit dan sebagainya). 
Tetapi mengingat bahwa istilah perang dapat diberi arti bermacam-macam, dan 
mengingat pula bahwa ketentuan tersebut tidak hanya berlaku dalam perang 
saja, maka diusulkan untuk mengganti istilah hukum perang dengan ”rules 
governing the use of armed force and the treatment of individuals in time of 
war and armed conflict”. Artinya adalah peraturan-peraturan yang mengatur 
penggunaan angkatan bersenjata dan perlakuan individu pada saat perang dan 
koflik bersenjata.  
 
Adapun tujuan dari hukum perang yang dikemukakan G.P.H 
Haryomataram (1994) adalah: 
1) Melindungi dari penderitaan yang tidak perlu. 
2) Menjamin hak-hak asasi manusia yang fundamental. 
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Irak merupakan salah satu negara yang cukup berpengaruh di wilayah 
Timur Tengah. Saddam Hussein sebagai penguasa tertinggi di Irak sangat 
terinspirasi pada Presiden Mesir Gamal Abdul Nasser untuk menjadi pemimpin 
kawasan Timur Tengah. Oleh karena itu Irak di bawah Saddam Hussein selalu 
berusaha untuk berebut pengaruh di kawasan yang kaya minyak ini. Dalam dua 
perang yang pernah terjadi di kawasan Teluk Parsi, Irak selalu turut andil dan 
terlibat aktif menjadi pihak yang bersengketa. Garis besar politik pemikiran 
Saddam Hussein memang selalu berusaha untuk menekan lawan-lawan politiknya 
dan menyandarkan basis kekuasaannya pada kekuatan koersif (militer dan 
intelijen). 
Politik luar negeri Irak yang selalu berusaha menjadi yang terkuat di 
kawasan Timur Tengah sangat mengganggu Amerika Serikat yang tidak ingin 
disaingi superioritasnya sebagai negara adidaya walaupun Irak hanya berambisi 
Intervensi AS ke Irak 
Konflik Irak-AS 




menguasai kawasan Timur Tengah saja. Kebijakan politik luar negeri Irak yang 
sangat membela nasib Palestina juga tidak disenangi Amerika Serikat karena 
dianggap membahayakan posisi Israel sebagai sekutunya di kawasan Timur 
Tengah. 
Kebijakan politik luar negeri Irak yang ingin menjadi pemimpin dunia 
Arab ini tentu saja sangat bertentangan dengan politik luar negeri standar ganda 
Amerika Serikat. Politik standar ganda yang sangat mengutamakan kepentingan 
keamanan ekonomi, politik dan militer pribadi Amerika Serikat serta 
mengutamakan keamanan Israel sangat berbenturan dengan sepak terjang Irak di 
kawasan Timur Tengah. 
Mengingat politik luar negeri Irak yang tidak  disukai Amerika Serikat, 
maka dalam politik internasionalnya di kawasan Timur Tengah Amerika Serikat 
memasukkan Irak ke dalam agenda politik luar negerinya. Pasca kejadian WTC, 
September 2001 Amerika Serikat telah memasuki babak baru dalam kehidupan 
politik internasionalnya. George W. Bush sebagai Presiden Amerika Serikat 
sangat marah dan menyatakan perang terhadap terorisme dunia dan negara-negara 
yanga melindungi atau membantu terorisme dunia. Presiden George W. Bush 
menyebut Irak, Iran, dan Korea Utara sebagai poros kejahatan yang 
mempersenjatai diri dan membantu terorisme dunia. Tanpa mempedulikan sikap 
keberatan warga dunia, karena Amerika Serikat menganggap ini sebagai upaya 
untuk keamanannya, Presiden George W. Bush mengadakan invasi militer sebagai 
bentuk intervensinya terhadap Irak. 
 Alasan lain Amerika Serikat melakukan intervensi ke Irak adalah karena 
Irak masih dipimpin oleh Saddam Hussein yang dianggapnya tidak demokratis 
dan menghambat proses demokratisasi di Timur Tengah. Saddam Hussein yang 
ingin menjadi “singa” di kawasan Timur Tengah juga dianggap membahayakan 
kepentingan Amerika Serikat dan eksistensi Israel. Meskipun alasan menyerang 
Irak terkesan sangat dipaksakan oleh Amerika Serikat tapi Amerika Serikat tetap 
mengklaim bahwa serangannya terhadap Irak ini sebagai Just War karena Irak 
telah melanggar Resolusi PBB. Amerika Serikat juga memastikan bahwa dalam 
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perang ini ia akan menang dan akan merubah negara Irak menjadi demokratis 
dengan pemimpin yang baru. 
 Intervensi Amerika serikat terhadap Irak ini menimbulkan konflik yang 
berkepanjangan karena kedua pihak tetap berpegang pada pendirian masing-
masing. Konflik Amerika Serikat-Irak ini akhirnya berkembang menjadi perang 
yang selanjutnya dikenal dengan Perang Teluk III. 
 Perang Teluk III ini menimbulkan polemik bagi seluruh masyarakat dunia 
karena sesungguhnya invasi ini merupakan pelanggaran terhadap doktrin Just 
War. Perang ini bukan merupakan perang yang adil karena alasan penyerangan 
terlalu dibuat-buat oleh Amerika Serikat. Intervensi yang menimbulkan konflik 
dan berakibat pada peperangan ini juga akan berpengaruh terhadap perkembangan 
politik di Irak, mengingat akibat Perang Teluk III Irak jatuh dalam kekuasaan 









A. Tempat dan Waktu Penelitian 
1. Tempat Penelitian 
 
 Menentukan tempat merupakan hal yang penting dalam sebuah penelitian, 
sebab tempat penelitian yang tepat dapat dijadikan sebagai pusat kegiatan 
penelitian dalam rangka mengumpulkan sumber yang diperlukan dalam 
penelitian. Penelitian dalam penulisan laporan skripsi ini dilakukan dengan cara 
studi pustaka. Oleh karena itu penulis memanfaatkan beberapa perpustakaan 
sebagai tempat memperoleh data. 
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 Adapun perpustakaan yang digunakan sebagai tempat untuk memperoleh 
data adalah sebagai berikut : 
a. Perpustakaan Pusat Universitas Sebelas Maret Surakarta 
b. Perpustakaan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNS Surakarta 
c. Perpustakaan Program Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNS 
Surakarta 
d. Perpustakaan FISIP UNS Surakarta 
e. Perpustakaan Universitas Gajah Mada 
f. Perpustakaan FISIPOL Universitas Gajah Mada 
g. Perpustakaan Universitas Negeri Yogyakarta 
h. Perpustakaan Monumen Pers Nasional Surakarta 
i. Perpustakaan Wilayah Yogyakarta 
 
2. Waktu Penelitian 
 
 Waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah sejak pengajuan 
proposal yaitu bulan Juli 2005 sampai bulan Mei 2006 (sebelas bulan). Adapun 
kegiatan yang dilakukan dalam jangka waktu penelitian tersebut diantaranya 
adalah mengumpulkan sumber baik sumber primer maupun sekunder, melakukan 
kritik untuk menyelidiki keabsahan sumber, menetapkan makna yang saling 
berhubungan dari fakta-fakta yang diperoleh, dan terakhir menyusun laporan hasil 
penelitian. 
 
B. Metode Penelitian 
 
 Metode berasal dari bahasa Yunani yaitu ”methodos” yang berarti cara 
atau jalan. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut cara-
kerja, yaitu cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu 
yang bersangkutan (Koentjoroningrat, 1986: 7).  
Menurut Helius Sjamsuddin (1996: 2) metode ada hubungannya dengan 
prosedur, proses atau teknik yang sistematis dalam penyelidikan disiplin ilmu 
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tertentu untuk mendapatkan objek dan bahan-bahan yang diteliti. Jadi metode itu 
sendiri berarti suatu cara, jalan atau petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis; 
suatu susunan atau sistem yang teratur. 
Dalam usaha mendapatkan data yang diperlukan pada suatu penelitian, 
maka harus menggunakan metode yang tepat sesuai dengan sifat dan tujuan 
penelitian itu sendiri. Dalam penelitian ilmiah, peranan metode sangat penting 
karena keberhasilan tujuan yang akan dicapai tergantung dari penggunaan metode 
yang tepat. Dalam hal ini dipilih dengan mempertimbangkan kesesuaiannya 
dengan objek yang diteliti bukan sebaliknya. 
 Berdasarkan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, maka 
metode penelitian yang digunakan adalah metode historis. Menurut Gilbert J. 
Garraghan dalam Dudung Abdurrahman (1999:43) metode historis adalah 
seperangkat aturan dan prinsip sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber 
sejarah secara efektif, menilainya secara kritis, dan mengajukan sintesis dari hasil-
hasil yang dicapai dalam bentuk tertulis. Sejalan dengan pendapat ini, Louis 
Gottschalk (1986:32) mendefinisikan metode historis sebagai proses menguji dan 
menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau guna 
menemukan data yang otentik dan dapat dipercaya, serta usaha sintesis atas data 
semacam itu menjadi kisah sejarah yang dapat dipercaya. 
 Winarno Surachmad (1982: 132) mengatakan bahwa metode sejarah 
merupakan sebuah proses yang meliputi pengumpulan dan penafsiran gejala, 
peristiwa atau gagasan yang timbul dimasa lampau, untuk menemukan 
generalisasi yang berguna dalam usaha untuk memahami kenyataan-kenyataan 
sejarah serta berguna untuk memahami situasi sekarang dan meramalkan 
perkembangan yang akan datang. 
 Menurut Sumadi Suryabrata (1997:16) tujuan penelitian historis adalah 
untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan obyektif, dengan 
cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasikan, serta mensintesiskan 
bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat. 
Metode historis meliputi langkah-langkah mengumpulkan data, melakukan kritik, 
menganalisa dan penulisan laporan penelitian. 
  
59 
 Dari beberapa pendapat yang telah disebutkan dapat disimpulkan bahwa 
metode sejarah adalah kegiatan mengumpulkan dan menganalisa secara kritis 
data, rekaman dan peninggalan peristiwa masa lampau yang kemudian disajikan 
dalam bentuk historiografi. 
 Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan mencari sumber 
primer dan sumber sekunder dari berbagai perpustakaan. Sumber-sumber ini 
kemudian dikritik, yaitu dengan menguji keaslian dan kredibilitasnya. Setelah 
melakukan kritik kemudian sumber tersebut diinterpretasi dengan cara 
dibandingkan dengan data lain. Langkah terakhir adalah penulisan laporan 
penelitian secara sistematis dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar. 
 
C. Sumber Data 
 
 Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber sejarah. 
Sumber sejarah seringkali disebut sebagai data sejarah. Perkataan data berasal dari 
bahsa latin datum yang berarti pemberitaan (Kuntowijoyo dalam Dudung 
Abdurrahman, 1999:30). Data sejarah itu sendiri berarti bahan sejarah yang 
memerlukan pengolahan, penyeleksian, dan pengkategorian.  
 Dalam penelitian ini yang digunakan adalah sumber tertulis. Sumber 
tertulis dapat dibedakan menjadi dua yaitu sumber primer dan sumber sekunder. 
Menurut Nugroho Notosusanto (1978: 19) sumber primer adalah sumber-sumber 
yang keterangannya diperoleh secara langsung oleh yang menyaksikan peristiwa 
itu dengan mata kepala sendiri. Sedangkan sumber sekunder adalah sumber yang 
keterangannya diperoleh oleh pengarangnya dari orang lain.  
Senada dengan pendapat Nugroho Notosusanto, Louis Gottschalk 
(1986:35) membagi sumber sejarah menjadi 2 macam, yaitu sumber primer dan 
sumber sekunder. Sumber primer adalah kesaksian daripada seorang saksi dengan 
panca indera yang lain, atau dengan alat mekanis seperti diktafon, yaitu orang atau 
alat yang hadir pada peristiwa yang diceritakannya. Sumber sekunder merupakan 
kesaksian daripada siapapun yang bukan merupakan saksi pandangan mata, yakni 
dari seseorang yang tidak hadir pada peristiwa yang dikisahkannya. 
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peroleh oleh pengarangnya dari orang lain.  
Sumber sejarah dapat diklasifikasikan menjadi 3 macam yaitu (1) sumber 
lisan yang merupakan sumber tradisional sejarah dalam pengertian luas, (2) 
sumber tulisan yang mempunyai fungsi mutlak dalam sejarah, (3) sumber visual 
yaitu semua warisan masa lalu dan berupa.(Sidi Gazalba,1981:105). 
 Klasifikasi sumber sejarah dapat dibedakan menurut bahannya, asal-usul 
atau urutan penyampaiannya dan tujuan sumber itu dibuat. Sumber menurut 
bahannya dapat dibagi menjadi 2 yaitu sumber tertulis dan sumber tidak tertulis ; 
sumber-sumber demikian menurut urutan penyampaiannya dapat dibedakan 
menjadi sumber primer dan sumber sekunder (Dudung Abdurrahman, 1999:31). 
 Sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber tertulis, baik 
sumber primer maupun sumber sekunder. Sumber primer yang digunakan adalah 
majalah dan surat kabar yang diterbitkan pada tahun 2002 sampai tahun 2006 
diantaranya adalah Tempo, Kompas, dan Republika. Sumber sekunder yang 
digunakan adalah buku-buku literatur atau artikel yang relevan dengan penelitian 
yaitu buku karya Alauddin Al Mudarris (Huru-Hara Irak), Siti Muti’ah Setiawati 
(Irak Di Bawah Kekuasaan Amerika) dan Musthafa Abdurrahman (Geliat Irak 
Menuju Irak Pasca Saddam). 
 Kecanggihan informasi yang berkembang dewasa ini memberi kemudahan 
dalam memperoleh informasi yang diperlukan secara cepat melalui internet. Oleh 
karena itu selain menggunakan data dari majalah, surat kabar dan buku, peneliti 
menggunakan pula beberapa artikel yang diperoleh dari internet yang relevan 
dengan penelitian ini. 
 
D. Teknik Pengumpulan Data 
 
 Pengumpulan data merupakan langkah terpenting dalam penelitian, karena 
merupakan langkah untuk memudahkan dalam menyusun kisah sejarah yang 
benar-benar sistematis. Berdasarkan sumber data yang digunakan dalam penelitian 
ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik studi pustaka. 
Teknik studi pustaka yaitu melakukan pengumpulan data tertulis dengan membaca 
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buku-buku literatur, majalah-majalah, surat kabar dan bentuk pustaka lainnya. 
Tujuan dari teknik pengumpulan data dengan studi pustaka adalah untuk 
mengumpulkan data dan informasi dengan jalan membaca bermacam-macam 
buku dengan materi lain yang tersedia di perpustakaan. 
 Keuntungan dari penggunaan studi pustaka ini menurut Koenjaraningrat 
(1986: 19) ada empat hal yaitu: (1) memperdalam kerangka teoritis yang 
digunakan sebagai landasan teori pemikiran, (2) memperdalam pengetahuan akan 
masalah yang diteliti, (3) mempertajam konsep yang digunakan sehingga 
mempermudah dalam perumusan, (4) menghindari terjadinya pengulangan dalam 
penelitian. 
 Florence M.A. Hilbish dalam Dudung Abdurrahman (1999: 56) 
mengemukakan bahwa catatan-catatan dalam pengumpulan data ada tiga bentuk, 
yaitu: (1) Quation (kutipan langsung), (2) Citation atau indirect quation (kutipan 
tidak langsung), (3) Summary (ringkasan) dan comment (komentar). 
Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi 
pustaka, yaitu melakukan pengumpulan data tertulis dengan membaca buku-buku 
literatur. Buku-buku tersebut sebagian besar diperoleh dari perpustakaan-
perpustakaan yang terdapat di Surakarta dan Yogyakarta.  
 Selain itu digunakan pula teknik analisis surat kabar dan majalah yaitu 
melakukan pengumpulan data tertulis dengan menggali data dari surat kabar dan 
majalah. Adapun bagian yang digunakan adalah kolom berita dan tajuk rencana. 
Teknik analisis surat kabar dan majalah dilakukan dengan mencatat beberapa 
sumber tertentu yang berkaitan dengan permasalahan, halaman, dan tanggal 
penerbitan. 
 Disamping data dari surat kabar dan majalah serta buku, peneliti 
menggunakan artikel-artikel yang diperoleh dari internet. Artikel-artikel tersebut 
dipilih sesuai dengan data-data yang diperlukan dalam penelitian. 
 




Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis 
catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman 
peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang 
lain (Noeng Muhadjir, 1996: 104) 
Dalam penelitian kali ini teknik analisis data yang digunakan adalah teknik 
analisis historis yaitu teknik analisis yang mengutamakan ketajaman dalam 
melakukan interpretasi data sejarah. Analisis sejarah bertujuan untuk melakukan 
sintesis atas sejumlah fakta yang diperoleh dari sumber-sumber sejarah dan 
bersama-sama dengan teori-teori disusunlah fakta itu ke dalam suatu interpretasi 
yang menyeluruh. Interpretasi mutlak dilakukan mengingat bahwa fakta sejarah 
tidak mungkin berdiri sendiri (Berkhofer dalam Dudung Abdurrahman, 1999: 64). 
Fakta merupakan bahan utama yang dijadikan sejarawan dalam menyusun 
historiografi dan fakta itu sendiri merupakan hasil dari pemikiran dan interpretasi 
para sejarawan sehingga fakta yang terkumpul mengandung subyektifitas. Suatu 
kenyataan bahwa sangat sulit menemukan fakta yang benar-benar mencerminkan 
keadaan sesungguhnya. Setiap fakta yang terkonstruksikan oleh sejarawan akan 
mengandung unsur-unsur subyektif dari penyusunnya (Sartono Kartodirdjo, 1993: 
88). 
 Dalam penelitian ini penulis melakukan analisa data dengan melakukan 
pengumpulan data yang kemudian diklasifikasikan sesuai tema permasalahan. 
Dalam menganalisis sebuah sumber diperlukan adanya kritik intern dan kritik 
ekstern untuk menentukan kredibilitas dan otentitas sumber yang didapatkan. 
Langkah ini berguna untuk mengetahui sumber yang benar-benar diperlukan dan 
relevan dengan permasalahan yang diteliti. 
 Data-data yang telah dikumpulkan tersebut kemudian dibandingkan antara 
satu dengan lainnya sehingga diperoleh fakta sejarah yang benar-benar relevan. 
Langkah selanjutnya adalah merangkaikan fakta-fakta tersebut menjadi sebuah 
karya yang menyeluruh. 
 




 Penelitian ini menggunakan metode historis. Oleh karena itu prosedur 
penelitiannya meliputi empat tahap yaitu heuristik, kritik, interpretasi dan 
historiografi. 













1. Heuristik  
 
 Heuristik adalah kegiatan mengumpulkan jejak-jejak peristiwa sejarah  
atau dengan kata lain kegiatan mencari sumber sejarah. Heuristik berasal dari kata  
Yunani ”heurishein” artinya memperoleh (Dudung Abdurrahman, 1999:55). 
Nugroho Notosusanto (1978: 17) mengemukakan bahwa heuristik adalah kegiatan 
menghimpun jejak-jejak masa lalu. Heuristik berarti mencari dengan menemukan 
sumber-sumber. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan mengadakan riset di 
perpustakaan dan pusat dokumentasi atau lembaga kearsipan. Menurut Sidi 
Gazalba (1981:115) heuristik adalah mencari  bahan atau menyelidiki sumber 
sejarah untuk mendapatkan bahan penelitian. 
 Pada tahap ini penulis berusaha untuk mencari dan mengumpulkan 
sumber-sumber yang sesuai  dengan penelitian. Sumber primer berupa majalah 




dan surat kabar diperoleh dari Perpustakaan Monumen Pers Nasional Surakarta. 
Sedangkan sumber sekunder berupa buku-buku literatur diperoleh dari beberapa 
perpustakaan diantaranya Perpustakaan Pusat Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, Perpustakaan  Pusat Universitas Gajah Mada Yogyakarta, perpustakaan 




 Setelah data-data yang berkaitan berhasil dikumpulkan, maka tahap 
berikutnya ialah verifikasi atau lazim disebut kritik sumber. Langkah ini 
dilakukan untuk memperoleh keabsahan sumber, yakni dengan menyingkirkan 
data yang tidak otentik. Kritik adalah kegiatan menguji sumber-sumber yang telah 
diperoleh. Kritik sumber terbagi menjadi dua macam yaitu kritik ekstern dan 
kritik intern. 
 Kritik ekstern adalah kritik yang berkaitan dengan keaslian sumber, hal 
ini berkenaan dengan segi-segi fisik dari sumber yang ditemukannya. Uji keaslian 
sumber ini dilakukan dengan pertanyaan: kapan, dimana, siapa, bahan apa, serta 
bentuknya bagaimana sumber itu dibuat (Dudung Abdurrahman, 1999: 59). Kritik 
ekstern dalam penelitian ini dilakukan dengan menyeleksi sumber data sejarah 
tertulis berupa buku-buku literatur, surat kabar, majalah dan arsip. Berbagai 
bentuk sumber data itu dikelompokkan ke dalam sumber data tertulis primer 
maupun sekunder. Uji keaslian kedua sumber data itu diidentifikasi meliputi 
pengarang, tahun dan tempat penulisan atau penerbitan sumber data sejarah 
tertulis, orisinalitas penulisan apakah ditulis pengarang tersebut atau tidak. 
Kritik intern digunakan untuk menilai dan menguji kredibilitas suatu 
sumber dari segi isi, fakta dan ceritanya. Untuk itu perlu diidentifikasikan 
penulisnya beserta sifat dan wataknya, daya ingatannya, jauh dekatnya dengan 
peristiwa dalam waktu dan lain sebagainya. Dengan kata lain perlu dicek apakah 
pernyataannya dapat diandalkan. Kritik intern bertujuan untuk meneliti kebenaran 
isi (data) sumber itu. Bila telah diketahui sumber itu benar adalah sumber asli 
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(melalui kritik ekstern) maka penelitian perlu dilanjutkan dengan bertanya apakah 
isi sumber itu dapat dipercayai kebenaran dan ketelitiannya.  
Menurut Winarno Surachmad (1975: 127) sebuah tulisan dapat diuji 
kebenaran isinya dengan menggabungkan berbagai faktor seperti bahasa yang 
dipakai, saat tulisan itu dibuat, integritas pribadi penulisnya, situasi penulis pada 
saat itu (apakah tertekan, terpaksa, takut,atau karena ambisi), dan tujuan tulisan 
itu. 
Kritik intern dalam penelitian ini dilakukan dengan mengidentifikasi gaya, 
tata bahasa dan ide yang digunakan penulis sumber data, kecenderungan politik 
dan pendidikan penulis sumber data, situasi disaat penulisan dan tujuan dalam 
mengemukakan peristiwa masa lampau. Kemudian isi, pernyataan dan statement 
penulis sumber data yang satu dibandingkan dengan isi, pernyataan dan statement 
penulis sumber data yang lain. Sehingga akan didapatkan fakta sejarah yang 




 Interpretasi atau penafsiran sejarah disebut pula dengan analisis sejarah. 
Analisis ini berarti menguraikan, secara terminologi berbeda dengan sintesis yang 
berarti menyatukan. Namun keduanya, analisis dan sintesis dipandang sebagai 
metode-metode utama dalam interpretasi (Kuntowijoyo,1995: 100). 
Sumber-sumber yang telah melalui proses kritik intern dan kritik ekstern 
akan menghasilkan fakta sejarah yang berdiri sendiri-sendiri. Oleh karena itu 
perlu dilakukan analisis terhadap fakta-fakta tersebut yang bertujuan untuk 
menyatukan fakta-fakta itu menjadi satu kesatuan yang harmonis dan menyeluruh. 
Interpretasi dapat dilakukan dengan cara memperbandingkan data guna 
menyingkap peristiwa-peristiwa mana yang terjadi dalam waktu yang sama. 
 Dalam penelitian ini peneliti berusaha untuk menafsirkan data yang 
diperoleh, kemudian mencari kaitan antara data yang satu dengan data yang 
lainnya. Setelah itu data yang saling berkaitan dihubungkan sehingga akan 
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diperoleh gambaran yang utuh dan menyeluruh tentang peristiwa masa lampau 




 Langkah terakhir dalam metode sejarah adalah historiografi. Historiografi 
merupakan cara penulisan, pemaparan, atau pelaporan hasil penelitian sejarah 
yang telah dilakukan (Dudung Abdurrahman, 1999: 67). Dalam tahap ini seorang 
penulis harus dapat mengungkapkan hasil penelitiannya dengan bahasa yang baik 
dan benar,menyajikan data-data yang akurat dan membuat garis-garis umum yang 
akan diikuti secara jelas oleh pemikiran pembaca. Selain itu penulis harus 
mengungkapkan hasil penelitiannya secara kronologis dan sistematis. Dalam 
proses historiografi ini diperlukan imajinasi dari penulis agar fakta-fakta yang 
diperoleh dapat dirangkaikan menjadi sebuah kisah yang menarik untuk dibaca. 
 Dalam penelitian ini penulis berusaha untuk menggunakan bahasa yang 
baik dalam memaparkan hasil penelitian, diperkuat dengan bukti-bukti akurat 
yang diperoleh dari sumber primer maupun sekunder. Agar diperoleh sebuah 
kisah yang menarik maka penulis menggunakan imajinasi penulis dalam 
merangkaikan fakta-fakta yang diperoleh. 
 
BAB IV  
HASIL PENELITIAN  
 
A. Sekilas Profil Negara Irak 
 
1. Keadaan Geografis Irak 
Irak (al- Jumhuriah al-Iraqiah atau Republik Irak) adalah sebuah negara 
republik di bagian Barat Daya Asia, antara 29º - 37º Lintang Utara dan 39º - 48º 
Bujur Timur, dan mempunyai luas wilayah sekitar 438.052 km². Irak dibagi 
menjadi empat daerah, yaitu: (1) Dataran tinggi (300 meter di atas permukaan 
laut) yang kering dan berbukit-bukit di antara sungai Tigris dan sungai Eufrat di 
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sebelah Utara kota Samarra; (2) Dataran rendah dekat kota Samarra, memanjang 
sampai Teluk Persia, tanahnya termasuk subur dan padat penduduk. Di bagian 
Selatan terdapat payau-payau dan dua danau rawa yaitu Hawr al- Hamman dan 
Hawr as-Saniyah; (3) Daerah pegunungan di Timur Laut Irak yang membentuk 
bagian dari pegunungan Zagros di Iran dan Taurus di Turki; (4) Gurun pasir di 
Selatan dan Barat Irak membentang sampai Suriah, Yordania, Arab Saudi dan 
Kuwait. Pada musim panas suhu udara rata-rata antara 31ºC sampai 37ºC, dan 
pada musim dingin suhu udara dapat mencapai 11ºC. Curah hujan berkisar antara 
130 mm/tahun di daerah gurun pasir hingga 380 mm/tahun di wilayah Irak Utara 
(Ensiklopedia Islam, 1993: 237).         
Wilayah Irak terletak di sebuah kawasan yang subur yaitu lembah sungai 
Eufrat dan Tigris. Pada zaman kuno, Irak dikenal dengan sebutan lembah 
Babilonia. Secara geografis Irak terletak di Asia Barat Daya. Sebelah Utara 
berbatasan dengan Turki, sebelah Timur berbatasan dengan Iran, sebelah Selatan 
berbatasan dengan Saudi Arabia, Kuwait dan Teluk Persia dan sebelah Barat 
berbatasan dengan Yordan dan Syria.  
Irak berpotensi menjadi sebuah negara terkaya di dunia, karena cadangan 
minyak bumi dan gas alamnya yang melimpah, Irak juga mempunyai air yang 
banyak karena adanya suplai air dari dua sungai utama yaitu  Tigris dan Euphrat 
yang disebut dengan Mesopotamia yaitu daerah yang terletak di antara dua sungai 
(‘A Lauddin Al Mudarris, 2004: 13).  
Meskipun secara geografis Irak memiliki kelebihan terutama menyangkut 
sumber minyaknya yang besar, tetapi juga mempunyai banyak kelemahan. Dari 
sudut pandang geografis, Irak mempunyai tiga kelemahan yang menyebabkan 
negeri itu sering bergolak yaitu sebagai berikut:  
a. Irak termasuk negara “Land Locked Country”, yaitu negara yang sangat 
terbatas akses air lautnya sehingga negeri ini menjadi negeri yang sebagian 
besar berupa daratan yang terisolir dengan akses laut yang hanya diujung teluk 
sepanjang 58 km2. Karena alasan ini maka Irak menghadapi kesulitan ketika 
harus mengekspor minyaknya melalui laut. Kelemahan keadaan geografis itu 
akhirnya menjadi alasan pembenar bagi Irak untuk menganeksasi tetangganya 
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yaitu Kuwait pada tanggal 8 Agustus 1990 (P. Teluk II). Tujuan yang 
diharapkan Irak adalah agar pantainya lebih panjang dan akses lautnya 
bertambah lebar.   
b. Meskipun Irak banyak memiliki cadangan minyak tetapi Irak banyak menemui 
hambatan dalam mengembangkan industri minyaknya. Hambatan-hambatan ini 
disebabkan oleh :  
1) Karena minyaknya banyak ditemukan di dekat perbatasan dengan Iran. 
Hubungan yang tidak baik dengan Irak membuat ladang-ladang 
minyak Irak diperbatasan terancam penghancuran oleh Iran. Ancaman 
ini menjadi kenyataan saat Perang Teluk I antara Irak dan Iran meletus 
di tahun 1980 dan Iran menghancurkan ladang-ladang minyak Irak.  
2) Karena ladang-ladang minyak Irak juga banyak ditemukan di Kirkuk 
dan Mosul yang merupakan wilayah yang ditinggali suku Kurdi. 
Kilang minyak Irak di Kirkuk ini menjadi andalan utama ekspor 
minyak pada tahun 1982 ketika berperang melawan Iran dalam Perang 
Teluk I. Kemudian Amerika Serikat datang mengintervensi dengan 
cara mendukung dan menghasut suku Kurdi agar memisahkan diri dari 
Irak. Amerika Serikat melakukan ini agar konsesi minyak di wilayah 
Kurdi itu jatuh ke tangan perusahaan-perusahaan minyak Amerika 
Serikat.  
3) Ketertarikan negara-negara besar terutama Inggris dan Amerika yang 
ingin menguasai wilayah ini. Perang Teluk II dijadikan momentum 
penting bagi Amerika Serikat untuk memasuki Irak.  
c. Karena dua sungai besar Eufrat dan Tigris yang mengalir keluar perbatasan 
Irak dan bermuara di Turki. Sungai Eufrat mengalir ke Suriah dan Turki 
sedangkan sungai Tigris mengalir ke Iran dan Turki. Akibatnya debit air kedua 
sungai itu menjadi berkurang di Irak. Sementara Irak mempunyai hubungan 
yang tidak harmonis dengan tetangganya tempat ke-2 sungai tadi mengalir, 
yang terjadi justru Suriah dan Turki membangun bendungan-bendungan yang 
merugikan Irak. Turki mendirikan bendungan Attaturk dan Suriah mendirikan 
bendungan Al-Thowta yang airnya kemudian ditampung di danau Al-Assad. 
  
69 
Dengan demikian ke-2 sungai itu yakni Eufrat dan Tigris telah memperburuk 
hubungan Irak dengan negara tetangganya yang sebelumnya telah buruk (Siti 
Muti’ah Setiawati, 2004: 118-127).  
 
2. Keadaan Penduduk Irak 
Mayoritas penduduk Irak adalah suku bangsa Arab. Penduduk yang berasal 
dari etnis Arab mencapai sekitar 75-80 %, dari etnis Kurdi mencapai 15-20 % dan 
dari etnis Turkmenistan,Assyirian, Yahudi serta lain-lain mencapai 5 %. Pada 
tahun 1997, penduduk Irak mencapai 18,8 juta jiwa; 12% diantaranya hidup di 
sektor pertanian; 8% bekerja sebagai buruh di sektor pertambangan dan 
perindustrian (‘Alauddin Al Mudarris, 2004: 14 -15). 
Berdasarkan perkiraan bulan Juli 2002, jumlah penduduk Irak adalah 
24.001.816 jiwa. Dari jumlah tersebut sebanyak 75-80 persen adalah kelompok 
etnis Arab; Kurdi berjumlah 15-20 persen; Turkoman, Assirian, dan lain-lainnya 
sekitar 5 persen. Apabila ditilik dari mazhab yang dianut, kelompok etnis Arab 
terbagi dua: sebanyak 60-65 persen menganut mazhab Syiah dan 32-37 persen  
menganut mazhab Sunni. Sementara itu yang menganut agama Kristen dan lain-
lainnya sebanyak 3 persen (Trias Kuncahyono, 2005: 132). 
Penyebaran penduduk Irak kurang menguntungkan karena penduduk 
tertentu terkonsentrasi secara geografis di wilayah tertentu. Penduduk yang 
mayoritas beragama Islam Syiah terutama terkonsentrasi di Irak Selatan, suku 
Kurdi terutama terkonsentrasi di Irak Utara sedangkan Arab Sunni sebagian besar 
tinggal di Irak Tengah. Akibat penyebaran penduduk yang kurang merata ini 
maka Irak selalu menghadapi problem integrasi nasional. Kelemahan inilah yang 
dimanfaatkan negara lain terutama Amerika Serikat untuk  kepentingan ekonomi 
dan politiknya. (Siti Muti’ah Setiawati, 2004: 117).  
Heterogenitas penduduk Irak ini menimbulkan masalah sendiri bagi 
pemerintah Irak karena sering munculnya campur tangan asing yang sering kali 
menghasut atau membantu kelompok tertentu untuk memberontak pada 
pemerintah pusat. Sebagai contoh adalah suku Kurdi yang ada di Irak Utara yang 
merupakan seperempat dari penduduk Irak dan berjumlah 24 Juta Jiwa. Kesulitan 
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utama pemerintah Irak mengkonsentrasikan suku Kurdi karena suku ini 
terkonsentrasi secara geografis di sebelah utara dan tinggal bersama-sama suku 
Kurdi lain di Iran bagian Barat, Suriah Utara, dan Turki bagian Tenggara. Secara 
bersama-sama mereka menamakan tempat tinggalnya Kurdistan. Kesulitan kedua 
menyangkut campur tangan negara lain dalam permasalahan Kurdi. Baik itu 
negara tetangga Irak, khususnya Turki dan Iran maupun Amerika Serikat, Israel 
maupun Uni Soviet yang seringkali menghasut dan membantu suku Kurdi untuk 
memberontak pemerintah Irak. Tujuan mereka untuk mengalihkan pemberontakan 
suku Kurdi di negeranya sendiri, melemahkan pemerintah pusat Irak, atau untuk 
menguasai sumber alam minyak di wilayah Irak Utara (Siti Muti’ah Setiawati, 
2004: 128). 
Seperti umumnya negara-negara Timur Tengah lain, penduduk Irak juga 
mempunyai perbedaan kelas sosial yang mencolok. Kesenjangan antara penduduk 
yamg kaya dan penduduk yang miskin sangat mencolok. Taraf hidup rakyat 
banyak (penduduk miskin) tetap atau bahkan berkurang sedangkan taraf hidup 
penduduk yang kaya meningkat dengan cepat berkat naiknya harga tembakau, 
kapas dan terutama minyak mentah di pasaran dunia. Perbedaan itu menjadi lebih 
menyolok dengan mengalirnya barang-barang elektronik seperti mobil, radio, 
televisi dan barang elektronik lainnya (Daliman, 2000: 14). 
Berdasarkan data yang diperoleh informasi bahwa pemakai radio di Irak per 
1000 penduduk hanya 229 orang berdasarkan sensus tahun 1997. Pemakai telepon 
per 1000 penduduk hanya 30 orang berdasarkan sensus tahun 1999. Pemakai 
televisi per 1000 penduduk sekitar 83 orang berdasarkan perkiraan tahun 1997. 
Konsumen harian surat kabar per 1000 penduduk sekitar 20 orang berdasar 
perkiraan tahun 1996. Dan pemakai kendaraan bermotor per 1000 penduduk 
hanya 52 orang berdasarkan hasil sensus tahun 1997 (’Alauddin al-Mudarris, 
2004: 18). 
Berdasarkan temperamen dan tradisi penduduk Irak juga mewakili ciri 
penduduk di kawasan Timur Tengah yang umumnya lebih suka dengan bentuk 
pemerintahan yang bersifat otoriter. Sebagai akibatnya gagasan demokrasi yang 
dimasukkan pada tahun1920-an tidak berjalan dengan baik. Penduduk kawasan 
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Timur Tengah kurang sabar dengan pemerintahan demokratis yang lamban dan 
lebih suka dengan seorang pemimpin yang cakap dan karismatik. Dalam situasi 
semacam itu, angkatan bersenjata memegang peranan penting. Sebagai pemegang 
kekuatan fisik, pemimpin-pemimpin militer sering menjadi wasit dalam perebutan 
kekuasaan dan tidak jarang mengambil alih kekuasaan dengan kudeta militer. Hal 
semacam ini telah berulang kali terjadi di Irak dimana pergantian kekuasaan 
sering dilakukan dengan cara kudeta (Daliman, 2000: 15). 
 
3. Sejarah Pemerintahan Irak 
 Ribuan tahun sebelum masehi (sekitar 3500 SM) di wilayah Irak telah 
berdiri beberapa kerajaan besar yang membangun peradapan dunia. Kerajaan 
besar itu antara lain Sumeria, Akkad, Assyiria dan Babylonia. Tahun 539 SM 
wilayah ini dikuasai Kerajaan Persia. Tahun 331 SM Iskandar Agung mengusir 
bangsa Persia dan sejak saat itu orang Yunani menyebut Irak dengan nama 
Mesopotamia. Tahun 115 SM wilayah Irak menjadi bagian kekaisaran Roma 
selama 500 tahun sampai Irak dikuasai tentara Arab Islam tahun 633-637 M, 
dengan membawa ajaran Islam dan bahasa Arab. Penaklukan ini berlangsung 
dalam tiga tahap sebagai berikut: 
a. Tahap pertama, berlangsung pada masa Khalifah Abu Bakar as-Sidiq. Tentara 
Islam di bawah pimpinan Musana bin Harisah menaklukkan bagian barat 
sungai Eufrat. Kesuksesan ini mendorong Abu Bakar mengirim tentara yang 
lebih besar dibawah pimpinan Khalid bin Walid. Serangan dimulai dari utara 
dan berhasil menguasai pelabuhan al Ubullah di Teluk Arab. 
b. Tahap kedua, berlangsung pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Serangan 
diarahkan ke utara Baghdad yang disebut Ard as-Sawad. 
c. Tahap ketiga juga terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Tentara Islam 
yang dipimpin oleh Iyad bin Ganam menyerang daerah-daerah yang dikuasai 
oleh bangsa Romawi yang disebut Ard al-Jazirah. Tentara Islam dapat 
menguasai kota-kota penting seperti ar-Raqqah, Harran dan ar-Ruha. 
Penyebaran ajaran Islam dipusatkan di kota kembar Basra dan Kufah yang 
  
72 
dibangun pada masa Khalifah Umar bin Khattab (Ensiklopedia Islam, 1993: 
239). 
 
Pada masa Khalifah Usman bin Affan, di kota Basra dan Kufah timbul 
gerakan oposisi menyerang Madinah dan membunuh Khalifah Usman bin Affan. 
Pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib pusat pemerintahan dipindahkan ke Kufah 
sedangkan pada masa Bani Umayyah, Basra dan Kufah menjadi pusat gerakan 
oposisi Bani Hasyimiah, Abbasiyah, Syiah dan Khawarij. Setelah Dinasti 
Umayyah jatuh dan digantikan oleh Dinasti Abbasiyah (133-656 H atau 750-1258 
M) pusat pemerintahan dipindahkan ke Baghdad. Selama pemerintahan Dinasti 
Abbasiyah, Baghdad menjadi pusat kegiatan politik, ekonomi, perdagangan, 
peradaban dan ilmu pengetahuan. Kejayaan Dinasti Abbasiyah di Irak berakhir 
setelah Baghdad dihancurkan oleh Hulagu Khan dari Dinasti Mongol tahun 1258 
M. Setelah itu Irak secara silih berganti dikuasai oleh Timur Lenk dari Mongol 
(1401 M), Persia di bawah pimpinan Ismail (1508 M) dan tahun 1683 M dikuasai 
oleh Turki Usmani (Ensiklopedia Islam, 1993: 241). 
Sepanjang sejarahnya Irak telah berkali-kali jatuh ke tangan pendudukan 
asing. Pada masa penguasaan oleh bangsa-bangsa asing tersebut, Irak dipecah-
pecah dalam beberapa bagian  berdasarkan pengelompokan etnis-agama yaitu: 
Irak Selatan dihuni oleh mayoritas golongan Islam Syiah, Irak Tengah dihuni oleh 
golongan Islam Sunni, dan Irak Utara dihuni oleh kelompok etnis Kurdi. 
Sejak masa kolonisasi Inggris pada era Perang Dingin tahun 1920-an, Irak 
dibentuk kembali dan dipersatukan menjadi negara modern berbentuk kerajaan di 
bawah kekuasaan rezim Sunni. Setelah Inggris menyerahkan mandatnya ke Irak, 
Inggris mengangkat Raja Faisal bin Syarif Hussein dari Saudi Arabia sebagai raja 
Irak yang pertama (Raja Faisal I). Sejak saat itu secara terus menerus Irak 
dipimpin oleh raja-raja keturunan Raja Faisal I, yaitu berturut-turut Raja Ghazi I 
(anak dari Raja Faisal I) dan Raja Faisal II (anak dari Raja Ghazi I). Pemerintahan 
monarki di bawah rezim Sunni berlangsung selama lebih kurang 37 tahun dan 
berakhir ketika Brigadir Abdul Karim Qasim melakukan kudeta militer dan 
membentuk Irak menjadi republik pada tanggal 14 Juli 1958. Irak selanjutnya 
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berada di bawah pemerintahan militer dimana pemerintahan disusun berdasarkan 
komposisi etnis-agama.  
Pemerintahan Qasim berakhir pada Februari 1963 ketika Partai Baath 
(Partai Kebangkitan) melakukan kudeta dengan sukses. Irak kemudian dipimpin 
oleh Abdul Salam Arif dengan dukungan kelompok Syiah. Arif memegang 
kekuasaan dalam waktu yang relatif singkat karena Arif meninggal dalam 
kecelakaan helikopter. Saudara Abdul Salam Arif yang bernama Jenderal Abdul 
Rahman Arif menggantikan posisinya sebagai presiden. Abdul Rahman Arif yang 
juga perwira militer turut terlibat dalam kudeta tahun 1958 dan 1963. Ironisnya, 
kekuasaannya juga berakhir dengan terjadinya kudeta militer pada tahun 1968 
yang dipimpin Ahmed Hassan al-Bakr. Hassan al-Bakr memerintah sangat singkat 
karena pada 17 Juli 1979 al-Bakr harus turun dari tahtanya dengan adanya kudeta 
lunak yang dilakukan Saddam Hussein (Siti Muti’ah Setiawati, 2004: 139-140). 
Presiden Irak yang baru Saddam Hussein merupakan presiden yang diktator. 
Banyak petinggi sipil dan militer yang dieksekusi karena menentang dan 
melanggar perintah Saddam Hussein. Berbagai eksekusi itu mengisyaratkan 
bahwa semua keputusan dan perintah Saddam tidak boleh dibantah. Kerasnya 
garis politik Saddam membawa Irak selalu terlibat dalam konflik yang terjadi di 
wilayah Teluk. Mulai Perang Teluk I (Perang Irak-Iran) pada tahun 1980-1988, 
Perang Teluk II antara Irak dan Kuwait yang berakhir pada perang Irak-Amerika 
Serikat dan terakhir dalam Perang Teluk III pada tahun 2003 antara Irak dan 
Amerika Serikat. Perang Teluk III telah mengakibatkan jatuhnya rezim Saddam 
Hussein dan lahirnya Irak baru di bawah kekuasaan Amerika Serikat (‘Allauddin 
Al Mudarris, 2004: 29). 
 
B. Kondisi Hubungan Amerika Serikat dan Irak Sebelum Perang Teluk III 
Tahun 2003 
 
Setelah Perang Dingin itu berakhir dengan runtuhnya Uni Soviet dan 
memunculkan Amerika Serikat sebagai satu-satunya super power dunia, Amerika 
Serikat berusaha untuk mengincar wilayah Timur Tengah. Awal intervensi 
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Amerika Serikat di wilayah Timur Tengah pasca Perang Dingin ini dimulai dari 
keterlibatannya dalam Perang Teluk II pada tahun 1991 yang sebelumnya 
merupakan perang antara Irak  dan Kuwait. Dalam perkembangan selanjutnya 
konflik antara Irak dan Kuwait ini menjadi konflik Irak dengan Amerika Serikat 
beserta sekutunya.  
Irak menginvasi Kuwait pada hari Kamis, 2 Agustus 1990 sekitar pukul 
02.00 dini hari waktu Baghdad. Lebih dari 100 ribu tentara Irak yang didukung 
oleh tank, helikopter dan pesawat tempur melewati garis perbatasan menyerbu 
Kuwait dan bergerak ke arah selatan menuju Kuwait City (ibu kota Kuwait). 
Bersama dengan itu Kementerian Pertahanan Kuwait melalui radio meminta 
kepada Irak untuk tidak melakukan serangannya tetapi permintaan itu tidak 
diperhatikan oleh Saddam Hussein. Kuwait yang memiliki kekuatan seperlima 
dari kekuatan Irak tidak dapat memberikan perlawanan yang berarti. Istana 
Dasman, pusat perbankan, bandara dan kementerian Kuwait dengan segera dapat 
dikuasai Irak. Dalam waktu singkat Irak telah berhasil menguasai seluruh Kuwait.  
Kuwait memang tidak mampu sama sekali untuk memberikan perlawanan. 
Jika dilihat dari segi kekuatan dua negara (Irak dan Kuwait) jelas sangat tidak 
sebanding. Menurut data The International Institute for Strategic Studies, jumlah 
personil militer Irak adalah satu juta orang (ditambah 850 ribu tentara cadangan), 
sementara Kuwait hanya memiliki 20.300 personil militer yang aktif. Belum lagi 
jika dilihat dari segi kemampuan dan pengalaman tempur mereka. Angkatan 
Bersenjata Irak dilengkapi dengan sekitar 5600 tank yang pengalamannya sudah 
teruji dalam Perang Teluk I, sedangkan Angkatan Bersenjata Kuwait hanya 
dilengkapi 275 tank yang dapat dikatakan belum berpengalaman. Oleh karena itu 
Kuwait yang penduduknya hanya sekitar sepersembilan penduduk Irak jelas 
bukan tandingan atau lawan yang berarti bagi Irak. (M. Riza Sihbudi, 1991: 148).  
Setidaknya ada empat hal yang menjadi latar belakang Irak melakukan 
invasi ke Kuwait, yaitu sebagai berikut :  
1. Rapuhnya Basis Kekuasaan Saddam Hussein  
Sejak resmi menjadi orang nomor satu di Irak (Juli 1979), Saddam Hussein 
di kenal luas sebagai seorang “diktator paling bengis di Timur Tengah”. Pers 
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Barat juga memberikan julukan padanya sebagai “manusia paling berbahaya di 
dunia” atau “Hitler zaman ini”. Almarhum Imam Khomeini menjuluki Saddam 
sebagai “sang agresor yang pembohong dan pengecut” serta “musuh nomor tiga 
untuk dunia Islam” (setelah Amerika Serikat  dan Israel). Semua julukan itu bisa 
jadi tidak terlepas dari unsur subyektivitas.Namun terlepas dari unsur-unsur 
subyektivitas itu, Saddam memang sulit untuk menghindar dari citra negatif yang 
secara sadar atau tidak telah dibangunnya sendiri. 
Selama memegang tampuk kekuasaan, Saddam sudah menghukum mati 
puluhan anggota dan pimpinan Partai Ba’ath (partainya Saddam) yang dicurigai 
hendak merebut kekuasaan atau dipandang kurang menyetujui sebagai 
kebijakannya. Semasa Perang Teluk I berlangsung ribuan warga Syiah Irak 
terpaksa melarikan  diri karena tidak tahan menghadapi intimidasi dan represi 
yang dilancarkan agen-agen Saddam. Saddam juga telah menggunakan senjata 
kimia untuk membantai puluhan ribu warga suku Kurdi Irak karena  diduga telah 
“berkhianat” dengan memihak kepada Teheran (Iran) sewaktu Perang Teluk I. 
Karena hal itulah maka banyak yang tidak suka terhadap rezim Saddam yang 
otoriter dan despotis. Jadi secara politis, basis kekuasaan Saddam sebenarnya 
tidak cukup kokoh (M.Riza Sihbudi ,1919: 149-150) 
Mengingat kelemahannya itu maka Saddam menyandarkan basis 
kekuatannya pada kekuatan koersif (militer maupun intelijen). Saddam selalu 
berusaha mencari “musuh bersama” untuk memperkukuh basis kekuasaannya. 
Dengan menciptakan isu “musuh bersama” Saddam berharap seluruh rakyat Irak 
akan selalu berada dibelakangnya. 
 
2. Faktor historis politis memasukan wilayah Kuwait ke wilayah kedaulatan Irak. 
Secara historis wilayah Kuwait termasuk dalam wilayah Irak, yang dulunya 
dikenal dengan nama Mesopotamia. Terlepasnya Kuwait dari Irak dimulai ketika 
pasca Perang Dunia I Inggris menguasai Irak. Langkah strategis politis Inggris di 
Irak adalah mengangkat Raja Faisal I sebagai panguasa Irak (tahun 1921), tetapi 
tanpa memasukkan wilayah Kuwait ke dalam wilayah kekuasaan Raja Faisal I. 
Bahkan kemudian Kuwait diberi kemerdekaan sendiri oleh Inggris. Hal inilah 
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yang kemudian menjadi permasalahan utama antara Irak dan Kuwait sehingga 
secara konstitusional Irak tidak mengakui adanya negara Kuwait. Alasan ini yang 
kemudian digunakan Saddam untuk mengembalikan Kuwait ke pangkuan Irak dan 
menjadikannya provinsi Irak yang ke-19.(Mohammad Shoelhi, 2003: 101). 
 
3. Sebagai jalan pintas mengatasi kebangkrutan ekonomi  
Keadaan perekonomian Irak setelah berakhirnya perang delapan tahun 
antara Irak-Iran (Perang Teluk I) berada diambang kelumpuhan . Ini disebabkan 
oleh hancurnya infrastruktur Irak yang mencapai angka 67 milyar dolar Amerika 
Serikat. Jumlah tersebut belum termasuk dana yang harus dikeluarkan Baghdad 
untuk belanja berbagai jenis mesin perang. Menurut data yang dikeluarkan oleh 
IISS (The International Institute for Strategic Studies), utang luar negeri Irak yang 
sebagian besar dipakai untuk kebutuhan militer berkisar antara 75 milyar sampai 
80 milyar dolar Amerika Serikat. 
Jika dijumlahkan, nilai kerusakan infrastruktur ekonomi, utang luar negeri, 
serta kerugian akibat perang di sektor-sektor lainnya (seperti merosotnya GNP 
dan pendapatan dari sektor ekspor minyak) maka seluruh biaya ekonomi 
(economic cost) perang Irak dapat mencapai 452,6 milyar dolar Amerika Serikat. 
Padahal jika dilihat dari pendapatan tertinggi Irak yang dapat dicapai dari hasil 
produksi minyak, pendapatan Irak tidak lebih dari 12 milyar dolar Amerika 
Serikat pertahun. Hal ini berarti Irak membutuhkan waktu sedikitnya 40 tahun 
hanya untuk dapat merekonstruksi negaranya serta melunasi utang-utang luar 
negerinya. (M. Riza Sihbudi, 1991:151) 
Saddam juga menuduh Kuwait telah mencuri minyak Irak di daerah 
Rumaillah yang tengah menjadi sengketa antara Irak-Kuwait sebanyak 2,4 milyar 
dolar Amerika Serikat. Selain itu Kuwait bersama dengan Uni Emirat Arab 
dianggap telah “menohok Irak dari belakang” yaitu dengan cara membanjiri dunia 
dengan minyak yang mengakibatkan harga minyak di pasaran internasional. Ini 
menyebabkan Irak yang mengandalkan minyak sebagai komoditas utamanya 
sangat terpukul karena Irak rugi sebesar 14 milyar dolar Amerika Serikat. Apalagi 
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saat itu Irak tengah memacu pembangunan ekonomi dan militernya usai Perang 
Teluk I yang telah menghancurkan infrastruktur dan perekonomian Irak.  
Tampaknya dengan menyerbu Kuwait dan jika mungkin Saudi Arabia, Uni 
Emirat Arab dan negara-negara kaya minyak lainnya, Saddam berharap dapat 
menempuh jalan pintas guna memulihkan kondisi perekonomian negaranya. 
Apalagi setelah perundingan di Saudi Arabia, 31 Juli 1990,Kuwait secara tegas 
menolak membayar ganti rugi kepada Irak dan juga menghapuskan semua utang 
Irak pada Kuwait. Kuwait juga menolak untuk memberikan wilayah Rumaillah 
dan Pulau Babiyan yang kaya sumber minyaknya karena itulah maka Irak 
berambisi untuk menguasai Kuwait.   
 
4. Memenuhi ambisi Saddam Hussein untuk menjadi pemimpin di Arab 
Saddam tidak pernah menyembunyikan ambisinya untuk menjadi tokoh 
yang “terkuat, terbesar dan terhebat” di Timur Tengah. Dengan membatalkan 
Perjanjian Algiers 1975 dan menyerang Iran jelas dilatar belakangi keinginannya 
untuk diakui sebagai “polisi di Teluk Parsi”. Dengan menyerbu Iran, Saddam juga 
ingin diakui sebagai “pahlawan dunia Arab” yang telah berhasil membendung 
pengaruh Revolusi Islam Iran ke negara-negara Arab sekitarnya.  
Kemudian ketika terlibat dalam perang saudara di Libanon dengan 
mendukung milisi Jenderal Michel Aoun, itu dilakukannya untuk melampiaskan 
dendamnya pada Presiden Suriah Hafiz Al-Asad yang mendukung Teheran (Iran) 
sewaktu Perang Teluk I. 
Saddam juga berusaha menjegal upaya Presiden Mesir yang berusaha tampil 
sebagai pemimpin dunia Arab seperti dirinya. Mubarok selalu berusaha untuk 
menjalin kerja sama dengan pihak yang terlibat dalam pertikaian di Timur 
Tengah. Baik itu dengan mereka yang berhaluan keras, moderat ataupun dengan 
Israel. Saddam yang tidak senang dengan manuver politik Mubarok berusaha 
menjegalnya, yaitu dengan cara menyerbu Kuwait seraya mengklaim dirinya 




Selanjutnya invasi dan aneksasi Irak atas Kuwait berkembang menjadi 
konflik terbuka antara Irak dan Amerika Serikat. Tepatnya, hanya demi harga diri 
Saddam Hussein dan George Bush, Perang Teluk II tak dapat dihindarkan. Ini 
disebabkan Perang Teluk II secara tidak langsung telah mengancam kepentingan 
Amerika Serikat mengingat ladang minyak di Kuwait yang setiap hari 
mengalirkan dolar ke Amerika Serikat diserobot Irak. Oleh karena itu Amerika 
Serikat merancang resolusi dan dengan segala kekuatan berupaya meminta 
pengesahan Dewan Keamanan PBB untuk mengusir dan melumpuhkan militer 
Irak. Alasan yang dikemukakan Amerika Serikat, Irak telah melanggar hukum 
internasional dan hak rakyat Kuwait untuk bernegara harus dipulihkan. Akhirnya 
DK PBB mengesahkan 12 resolusi mulai dari kecaman, pengerahan pasukan multi 
nasional, blokade ekonomi sampai persetujuan penggunaan senjata militer. 
Resolusi ini tidak mengherankan mengingat selama ini PBB telah menjadi alat 
hegemoni AS (Mohammad Shoelhi, 2003: 102). 
Dasar Amerika Serikat begitu bernafsu terlibat langsung dalam konflik Irak-
Kuwait berkaitan dengan kepentingan global Amerika Serikat untuk menguasai 
kawasan Timur Tengah secara ekonomi, politik maupun strategis. Selain itu 
Amerika Serikat berkepentingan untuk membatasi radikalisme Arab yang sering 
mengganggu Barat. Amerika Serikat juga mempunyai komitmen untuk selalu 
melindungi kepentingan Israel. Untuk mengamankan kekayaan Timur Tengah dan 
kepentingan Amerika Serikat secara keseluruhan maka Amerika Serikat perlu 
menjalin hubungan erat dengan negara di wilayah itu.  
Selama Perang Teluk I, Saddam memang mendapat bantuan ekonomi dan 
militer besar-besaran dari Amerika Serikat dan juga Uni Soviet, Perancis serta 
Inggris. Tetapi bantuan itu semata-mata karena merasa khawatir terhadap 
ancaman Revolusi Islam Iran rezim Khomeini. Karena itu bagi Amerika Serikat 
dan sekutu dari Barat dan Arab, kemungkinan kekalahan Baghdad pada Perang 
Irak-Iran (Perang Teluk I) harus dicegah sekuat tenaga.  
Dukungan Amerika Serikat terhadap Irak berbalik ketika Irak mengganggu 
kepentingan Amerika Serikat. Lagi pula dukungan yang diberikan Amerika 
Serikat bersifat semu karena lebih memperhatikan kepentingannya daripada 
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membantu Irak. Maka untuk membela kepentingan pula pada 17 Januari 1991 
(hanya 16 jam 50 menit dari deadline yang ditetapkan PBB terhadap Irak untuk 
menarik pasukannya dari Kuwait), tentara multinasional yang dimotori Amerika 
Serikat melakukan penyerangan di Arab Saudi yang berbatasan dengan Irak.  
Tentara multinasional yang terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, Perancis, 
Mesir, Suriah, Bangladesh, Pakistan dan Maroko. Semula aliansi itu bertujuan 
untuk melindungi para sekutu Arabnya dari ancaman Irak. Tetapi tujuan yang 
semula bersifat defensif ini berubah menjadi ofensif karena tujuannya berubah 
menjadi “menghantam Irak” khususnya Presiden Saddam Hussein. Perang yang 
oleh Amerika Serikat disebut ”Operasi Badai Gurun” itu menewaskan sekitar 
3500 penduduk sipil. Laporan lain mengungkapkan korban tewas akibat peristiwa 
tersebut tercatat 200.000 orang. Irak juga kehilangan 2085 tank, 962 kendaraan 
lapis baja, 1005 artileri dan 103 pesawat terbang. Sementara tentara Amerika 
Serikat yang tewas sebanyak 55 orang, terluka 150 orang dan hilang 30 orang. 
Sementara itu dampak sanksi ekonomi yang dijatuhkan pada Irak menyebabkan 
anak-anak Irak kekurangan gizi. UNICEF melaporkan pada tahun 1997, bahwa 
4500 anak balita di Irak setiap bulan meninggal akibat kelaparan dan penyakit 
(Kompas, 10 April 2003).   
Untuk melakukan penyerangan ke Irak alasan pokok yang dikemukakan 
George W. Bush adalah untuk membebaskan Kuwait yang diduduki Irak sejak 2 
Agustus 1990. Namun melihat skala penghancuran Irak, sangat meragukan apa 
motif sebenarnya dari AS. Krisis Teluk II ini telah membuka kedok Amerika 
Serikat dan sekutunya yang sebenarnya dalam konteks politik Timur Tengah. 
Yaitu bahwa kepentingan politik Amerika Serikat yang terutama di Timur Tengah 
adalah Israel dan minyak.  
Setelah Perang Teluk II yang menghancurkan infrastruktur Irak ini, 
Amerika Serikat masih terus bernafsu melakukan penyerangan terhadap Irak. 
Pada 16 Desember 1998, Amerika Serikat di dukung Inggris melancarkan 
serangan udara empat hari atas Irak. Serangan ini ditujukan pada perlengkapan 
militer dan industri Irak. Serangan dilakukan karena Saddam telah mengusir Tim 
Pemeriksa Senjata Nuklir PBB, UNSCOM (United Nations Special Commision). 
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Serangan ini dinamakan Operasi Serigala Gurun yang merupakan lanjutan dari 
Operasi Badai Gurun pada Perang Teluk II tahun 1991 (‘Alauddin Al Mudarris, 
2004: 40).  
Operasi Serigala Gurun ini melibatkan lebih dari 40 ribu personil, dengan 
perincian; 30 ribu terlibat langsung dalam pertempuran, sementara 10 ribu 
personil lainnya bertugas mendukung kelancaran operasi dengan menyiapkan 
berbagai kebutuhan, seperti logistik dan transportasi. Sedangkan dari segi armada, 
Amerika Serikat dan Inggris mengerahkan 300 unit pesawat tempur yang telah 
melakukan 600 kali penyerangan udara, dan 40 unit kapal perang pembantu. 
Kekuatan ini benar-benar ditujukan untuk menghancurkan Irak yang hampir 
hancur perekonomiannya akibat sanksi ekonomi berupa embargo sejak Perang 
Dunia II.  
Serangan bertubi-tubi Amerika Serikat terhadap Irak telah membuka kedok 
siapa sebenarnya Amerika Serikat, terutama dalam konteks politik Timur Tengah. 
Semakin jelas bahwa kepentingan politik luar negeri Amerika Serikat di kawasan 
Timur Tengah adalah Israel dan minyak. Faktor Israel berkaitan erat dengan 
kuatnya lobi Yahudi dalam politik domestik Amerika Serikat. Oleh sebab itu 
apapun yang diperbuat Israel tidak akan ditentang Amerika Serikat. Bahkan 
Amerika Serikat akan menentang setiap usaha menghukum pelanggaran yang 
dilakukan Israel terhadap norma-norma hubungan internasional. Faktor minyak 
memang sangat penting bagi Amerika Serikat yang memiliki kebutuhan konsumsi 
minyak yang sangat besar. Untuk itu Amerika Serikat selalu berusaha untuk 
menguasai negara-negara yang kaya minyak termasuk Irak. 
 
C. Latar Belakang Invasi Amerika Serikat ke Irak dalam Perang Teluk III 
Tahun 2003 
 
 Rencana Amerika Serikat untuk menyingkirkan Saddam Hussein yang 
dianggap sebagai ancaman telah muncul jauh sebelum Perang Teluk III terjadi. 
Sejumlah dokumen mengungkapkan bahwa niat untuk menyingkirkan Saddam 
Hussein sudah lama menjadi cita-cita para pemimpin Amerika Serikat. Beberapa 
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tahun sebelum George Walker Bush menjadi Presiden Amerika Serikat dan 
beberapa tahun sebelum terjadi tragedi 11 September 2001 terjadi, sekelompok 
neokonservatif yang berpengaruh menyusun sebuah rencana untuk menyingkirkan 
rezim Saddam Hussein. Gagasan untuk menyingkirkan Saddam paling tidak sudah 
mulai mengemuka tahun 1992 dan kemudian dipertegas pada tahun 1997 dengan 
dibentuknya Project for the New American Century (PNAC) oleh kelompok 
neokonservatif (Trias Kuncahyono, 2005: 3). 
 Sejak awal PNAC selalu memprovokasi pemerintah Amerika Serikat 
untuk menyerang Irak dan menyingkirkan Saddam Hussein. Setelah George W. 
Bush menjadi presiden, peluang untuk melaksanakan tujuan PNAC semakin 
besar. Tragedi 11 September 2001 menjadi titik tolak dalam usaha menggulingkan 
rezim Saddam. Kelompok neokonservatif yang berpengaruh dalam pemerintahan 
Bush berusaha mempengaruhi Bush dalam menentukan kebijakan luar negeri 
Amerika Serikat pasca peristiwa 11 September 2001. Anggota kelompok 
neokonservatif yang sebagian juga merupakan anggota PNAC itu disebut dengan 
kaum hawkish. Hawkishness atau hawkish adalah sebuah istilah tidak resmi yang 
digunakan untuk menggambarkan para pemimpin politik yang memiliki 
kecenderungan militeristik atau properang. Para politik hawkish seringkali 
menganjurkan posisi kebijakan luar negeri agresif dan tidak canggung 
menggunakan konflik militer untuk menyelesaikan perselisihan. Tiga tokoh dari 
kubu Republik yang mendukung PNAC dan merupakan tokoh utama hawkish 
adalah Donald Rumsfeld, Dick Cheney dan Paul Wolfowitz. Ketiga tokoh penting 
ini sering disebut sebagai “Tiga Serangkai Hawkish” (Kompas, 18 Agustus 2002) 
 Tragedi 11 September 2001 merupakan titik awal kebijakan baru, baik 
kebijakan luar negeri maupun pertahanan Amerika Serikat. Beberapa anggota 
kabinet Bush terutama Wolfowitz menyarankan agar Amerika Serikat menganut 
kabijakan preemptive terhadap Irak dan juga negara-negara lain. Dari sini lahir 
“Doktrin Bush“ yang digunakan sebagai dasar dan landasan utama dalam 
kampanye perang melawan terorisme dan kebijakan preemptive. 
  Tragedi 11 September 2001 juga merupakan pemicu penyerangan 
Amerika Serikat terhadap Irak setelah sebelumnya menyerang Afganistan. 
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Pemerintah Bush memvonis bahwa Irak memiliki peran dalam serangan teroris 
pada tanggal 11 September 2001 itu. Bahkan Donald Rumsfeld menyatakan 
bahwa Pentagon dan CIA mempunyai bukti yang mengaitkan Irak dengan Al 
Qaeda. Meskipun begitu Rumsfeld menolak untuk membeberkan bukti-bukti 
intelijen yang menjadi dasar pernyataannya itu. Belakangan baru terungkap kalau 
bukti-bukti itu tidak ada (Tempo, 3 Agustus 2003). 
 Selain keterlibatan dengan teroris, Amerika Serikat juga mengeluarkan isu 
mengenai kepemilikan senjata pemusnah massal Irak. Upaya Presiden Bush untuk 
menggiring rakyatnya dan masyarakat dunia untuk mendukung niatnya 
menyerang Irak dilakukan lewat pidato tahunannya yang dikenal dengan pidato 
”state of the union” dihadapan Kongres pada 29 Januari 2002. Dalam pidato itu 
Irak disebut-sebut sebagai negara pemroduksi senjata pemusnah massal. Bersama 
Korea Utara dan Iran, Irak dimasukkan  ke dalam ”poros setan” (axis of evil). 
Menurut George W. Bush ketiga negara tersebut adalah sponsor terorisme. 
Mereka digolongkan sebagai rezim yang sangat berbahaya di dunia, yang 
mengancam Amerika Serikat dengan senjata pemusnah dunia yang begitu hebat 
(Kompas, 26 Februari 2002). 
 Menurut George W. Bush, Irak melanggar kesepakatan yang pernah 
ditanda tanganinya pada tahun 1991, yakni memusnahkan senjata kimia, senjata 
biologi dan senjata nuklir yang dimilikinya. Dalam pidato Bush disebutkan bahwa 
Irak masih tetap memiliki senjata pemusnah massal itu. Presiden Bush 
mengatakan bahwa Saddam memiliki senjata biologi yang cukup untuk 
memproduksi lebih dari 25.000 liter anthrax dan memiliki cukup material untuk 
memproduksi lebih dari 38.000 liter botulinum toxin yang mampu membuat jutaan 
orang menderita dan mati karena kesulitan bernapas. Bush juga menambahkan 
bahwa Saddam Hussein memiliki program pengembangan senjata nuklir 
mutakhir, memiliki desain senjata nuklir dan bekerja berdasarkan lima metode 
berbeda-beda untuk memperkaya uranium menjadi sebuah bom. Kenyataannya 
Irak memang pernah mengembangkan senjata pemusnah massal sebagaimana 
disebutkan oleh George W. Bush, tetapi setelah Perang Teluk II tahun 1991 
kemampuan itu telah dihancurkan oleh PBB. Jadi isu senjata pemusnah massal itu 
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hanyalah isu akal-akalan yang digunakan oleh Amerika Serikat untuk mencari 
pembenaran menyerang Irak dan kemudian menyingkirkan rezim Saddam 
Hussein. Sinyal tentang tekad Amerika Serikat akan kesungguhannya menyerang 
Irak, kemudian diperkuat oleh lawatan Wakil Presiden Dick Cheney ke Timur 
Tengah dengan mengunjungi sembilan negara Arab, serta Israel dan Turki pada 
bulan Maret 2002. Kunjungan ini bermaksud untuk konsultasi sekaligus 
klarifikasi langsung pendapat para pemimpin Arab tentang aksi serangan Amerika 
Serikat ke Irak (Kompas, 18 Agustus 2002). 
 Penyerangan Amerika Serikat dan Inggris terhadap Irak ini sama sekali 
tidak berdasar. Terbukti dari hasil serangkaian investigasi yang dilakukan oleh 
para agen dinas rahasia Amerika Serikat yang menyimpulkan bahwa Irak tidak 
terlibat dalam serangan 11 September 2001. Kesimpulan para agen dinas rahasia 
Amerika Serikat ini dipertegas oleh laporan John Scarlet, Ketua Komite Intelijen 
Bersama Inggris yang menyatakan bahwa tidak ada bukti kaitan antara Baghdad 
dengan serangan 11 September 2001 atau jaringan Al Qaeda. Bahkan pada tahun 
2004, komisi nasional tentang serangan teroris yang dikenal dengan komisi 9/11 
menyimpulkan bahwa tidak ada bukti yang dapat dipercaya bahwa Saddam 
memberikan bantuan pada Al Qaeda dalam menyiapkan serangan 11 September 
2001 terhadap Gedung World Trade Centre dan Pentagon. Tuduhan terhadap Irak 
yang diduga terlibat Al Qaeda dilakukan tanpa keadilan, kecuali demi ambisi 
politik  global Amerika Serikat yang justru mengancam keseimbangan politik dan 
keamanan seluruh dunia (http://www.infopelestina.com).  
 Tidak adanya bukti-bukti yang mendukung keterlibatan Irak dengan 
serangan teroris dan Al qaeda itu sama sekali tak menyurutkan keinginan George 
W. Bush dan juga kaum hawkish untuk menyerang Irak. Ketiadaan bukti bahwa 
Irak memiliki senjata pemusnah massal juga tidak menjadi hal yang penting bagi 
pemerintahan Bush. Bush tetap berkeinginan untuk menggempur Irak meskipun 
mendapat tentangan dari regional dalam negeri Amerika Serikat dan dunia 
internasional. 
 Berangkat dari tragedi 11 September 2001, Amerika Serikat menggariskan 
garis kebijakan luar negerinya dan membuat skema hubungannya dengan negara 
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lain. Presiden Bush menanggapi serangan terhadap menara kembar WTC dan 
Pentagon itu dengan menyatakan “war on terrorism” dan menerapkan agenda 
kebijakan yang radikal. Agenda kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang baru 
ialah bahwa hubungan internasional adalah hubungan kekuatan dan kekuasaan 
bukan hukum; kekuatan yang berlaku dan hukum melegitimasi yang berlaku 
yakni kekuatan. Mulai saat itu Amerika Serikat yang sebelumnya adalah korban 
dari aksi terorisme berubah menjadi pelaku terorisme yang secara membabi buta 
menggempur Irak atas nama perang melawan terorisme. Tragedi 11 September 
2001 menjadi momentum bagi Presiden Bush dan kelompok hawkish untuk 
merealisasikan gagasan mereka, antara lain untuk mengubah rezim di Irak dan 
menyingkirkan Saddam Hussein. 
 Pada 17 September 2002, Presiden Bush mengeluarkan Strategi Keamanan 
Nasional (National Security Strategy / NSS) pemerintahannya. Konsep ini disebut 
NSS-2002 yang merupakan doktrin kebijakan keamanan terbaru Amerika Serikat 
dan sering pula disebut sebagai Doktrin Bush. Dapat dikatakan bahwa doktrin 
baru yang menjadi kebijakan resmi Amerika Serikat itu seakan-akan menyatakan 
bahwa pemerintah Bush akan memerangi terorisme menurut caranya sendiri 
dengan melanggar hukum internasional. Isi Doktrin Bush ini juga menunjukkan 
bahwa Amerika Serikat tidak ingin cita-citanya menciptakan Tata Dunia Baru 
(The New World Order) yang seluruhnya mengandung nilai-nilai Americana 
mendapat tantangan. Disamping itu doktrin ini merupakan bagian dari langkah 
Amerika Serikat untuk mengekalkan gelar “The Sole Superpower” di muka bumi 
(Abdul Halim Mahally, 2003: 200).  
 Doktrin keamanan terbaru Amerika Serikat yang dijelaskan dalam NSS-
2002 menggarisbawahi perubahan kebijakan keamanan Amerika Serikat secara 
menyeluruh. Akibat perubahan itu Amerika Serikat telah menerapkan kebijakan 
strategis global yang lebih radikal. Adapun beberapa cuplikan dari konsep Strategi 
Keamanan Nasional Amerika Serikat yang disampaikan Presiden George W. Bush 
adalah sebagai berikut: 
“Hanya ada satu modal untuk kesuksesan nasional yang sifatnya 
berkesinambungan: kebebasan, demokrasi, kebebasan dalam 
mendirikan suatu usaha. …Amerika Serikat akan berupaya membawa 
  
85 
harapan berupa demokrasi, pengembangan, pasar bebas, dan 
perdagangan bebas ke seluruh penjuru dunia. … Hal ini menjelaskan 
sebuah internasionalisme Amerika yang merefleksikan kesatuan nilai-
nilai dan kepentingan nasional kita… Menciptakan suatu era baru bagi 
Pertumbuhan Ekonomi Global (Global Economic Growth) melalui 
Pasar Bebas ( Free Trade).”  
 
“Amerika Serikat memiliki opsi untuk melakukan pendahuluan 
(preemptive actions) untuk melawan adanya ancaman bagi keamanan 
nasional kita… untuk mencegah aksi-aksi yang berisi permusuhan dari 
lawan-lawan kita, maka Amerika Serikat – bilamana perlu- akan 
menempuh aksi “preemptive” (mendahului menyerang).” 
 
“…respon kita haruslah dengan cara melakukan… inovasi dalam 
mendayagunakan kekuatan militer, teknologi moden, termasuk 
melakukan pengembangan terhadap sistem pertahanan rudal secara 
efektif… Kita tidak akan membiarkan musuh menyerang lebih dulu” 
(Abdul Halim Mahally, 2003: 201-202). 
 
 Inti petikan dari isi National Security Strategy (NSS-2002)  itu dapat 
disimpulkan sebagai berikut: 
a. Dalam butir pertama, Amerika Serikat dengan tegas menyatakan bahwa 
kesuksesan nasional hanyalah dengan cara menerapkan kebebasan, demokrasi 
dan kebebasan dalam menjalankan usaha. Untuk itu Amerika akan berusaha 
keras “mengekspor” nilai-nilai yang dianutnya itu ke seluruh pelosok dunia. 
Pemerintah Bush berkeinginan untuk mengantarkan Amerika sebagai negara 
yang menjadi “kiblat ekonomi” seluruh bangsa. Pemerintah Bush juga 
mendambakan adanya sebuah era baru bagi Pertumbuhan Ekonomi Global 
yang diwujudkan melalui penciptaan pasar bebas dan perdagangan bebas. 
b. Pada butir kedua, Amerika Serikat menyatakan dengan jelas bahwa Amerika 
Serikat memiliki “hak” untuk menyingkirkan adanya ancaman-ancaman bagi 
keamanan nasionalnya dengan cara menggunakan kekerasan militer dan 
menyerang lebih dulu sebelum terjadi suatu serangan dari pihak musuh, baik 
ancaman itu benar-benar nyata ataupun belum pasti, secara multilateral atau 
unilateral. 
c. Dalam butir ketiga, dapat dipahami bahwa Amerika Serikat akan 
menanggulangi masalah terorisme dengan cara melakukan pengembangan 
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kekuatan militer secara besar-besaran. Pemerintah Bush merasa perlu 
meningkatkan kemampuan teknologi militernya baik itu dengan cara 
mengembangkan sistem pertahanan rudal ataupun menguji coba kapabilitas 
senjata pemusnah massalnya.  
 
Apapun alasan pemerintah Bush mengeluarkan NSS-2002 yang 
mengundang kecurigaan besar itu, ada tiga hal penting yang perlu digarisbawahi 
dari “Bush Doctrine” yaitu sebagai berikut: 
a. Ambisi global Amerika Serikat untuk menjadi pemimpin dunia yang aktif dan 
didengar serta dipatuhi segala kehendaknya. 
b. Amerika Serikat akan melakukan perubahan rezim di negara-negara yang 
dianggapnya tidak sehaluan atau bahkan membahayakan kepentingannya. 
c. Amerika Serikat memaksa untuk mempromosikan prinsip-prinsip demokrasi 
liberal yang dianutnya ke seluruh penjuru dunia, kendati tidak ada satu pasal 
pun dalam Piagam PBB yang memberikan “hak” kepada Amerika Serikat  
untuk melakukan hal itu. 
 
Menurut G. John Ikenberry dalam Trias Kuncahyono (2005), doktrin Bush 
yang sering disebut sebagai grand strategy baru kebijakan luar negeri itu memiliki 
tujuh elemen sebagai berikut: 
a. Komitmen untuk mempertahankan dunia yang unipolar, dengan Amerika 
Serikat  sebagai sumbunya yang berarti tidak ada pesaingnya. 
b. Analisis baru tentang ancaman global dan bagaimana ancaman itu harus 
ditangani. Menurut Bush ancaman baru yang berupa terorisme itu tidak dapat 
diatasi kecuali dimusnahkan. 
c. Tidak bisa lagi mempertahankan konsep deterrence (pencegahan) seperti yang 
digunakan dalam Perang Dingin dan ini berarti perubahan strategi pertahanan. 
d. Pembongkaran dan penyusunan ulang pengertian kedaulatan sebagai akibat 
dari munculnya doktrin keamanan baru. Hal itu harus dilakukan karena 
kelompok teroris tidak dapat dihalangi. Oleh karena itu maka Amerika Serikat 
siap untuk melakukan invasi kemana-mana guna menghancurkan ancaman. 
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e. Strategi baru itu merupakan depresiasi umum terhadap aturan-aturan dan 
perjanjian internasional serta kemitraan keamanan internasional. 
f. Amerika Serikat akan memainkan peran secara langsung untuk menjawab 
ancaman-ancaman.  
g. Dalam visi strategi barunya Amerika Serikat berpendapat bahwa perlu menilai 
ulang terhadap stabilitas internasional. 
 
Menarik untuk diungkap bahwa ambisi global Amerika Serikat untuk 
menguasai dunia bukan semata-mata terinspirasi oleh adanya serangan ke menara 
kembar WTC dan Pentagon. Konsep NSS-2002 tersebut telah dipersiapkan dan 
dirancang secara matang oleh kelompok rajawali (the hawkish) yang sekarang 
menduduki berbagai posisi strategis dalam pemerintahan Bush. Adapun tokoh-
tokoh hawkish adalah Dick Cheney, Donald Rumsfeld, Paul Wolfowitz, Richard 
Perle dan I Lewis Libby. Tokoh-tokoh ini berkeinginan keras untuk mengantarkan 
Amerika Serikat sebagai kaisar dunia yang sesungguhnya tanpa ada kekuatan-
kekuatan lain yang sanggup menandinginya. Kelompok hawkish ini berhasrat 
menjadikan abad 21 sebagai “The New American century” (Abad Baru Amerika) 
secara utuh. Bahkan invasi Amerika Serikat ke Irak dalam Perang Teluk III tidak 
lepas dari peran kelompok rajawali itu. Agresi militer Bush ke Irak dalam Perang 
Teluk III ini sangat terkait erat dengan ambisi besar Saddam untuk berkuasa 
penuh di kawasan Timur Tengah. Jelas NSS-2002 itu mendasari dari motif-motif 
Amerika Serikat mengintervensi Irak dalam Perang Teluk III. Dari NSS-2002 
lahir pula motif-motif lain yang menjadi latar belakang intervensi Amerika Serikat 
di Irak (Abdul Halim Mahally, 2003: 214). 
Rabu, 19 Maret 2003, sebanyak 250.000 tentara Amerika Serikat didukung 
hampir 45.000 tentara Inggris, 2000 tentara Australia dan 200 tentara Polandia, 
menggempur dan memasuki Irak lewat Kuwait. Suara-suara masyarakat dunia 
yang menentang perang sama sekali tidak didengarkan oleh Amerika Serikat. 
Demonstrasi sebagai ungkapan protes terhadap perang muncul dibanyak negara 
seperti Belgia, Rusia, Perancis, China, Jerman, Swiss, Vatikan, India, Indonesia, 
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Malaysia, Brasil, Meksiko, negara-negara yang tergabung dalam Liga Arab, 
negara-negara anggota Uni Afrika dan juga negara-negara lain. 
Meskipun banyak mendapat tentangan dan protes dari dunia internasional, 
Amerika Serikat tetap pada pendiriannya untuk menginvasi Irak. Alasan-alasan 
yang dikemukakan oleh Amerika Serikat terhadap dunia internasional sangat 
lemah dan terkesan mengada-ada. Sikap kerasnya di tengah protes internasional 
ataupun regional dari negeri sendiri, justru mengindikasikan adanya tujuan 
tertentu dibalik sikap keras itu.  
Banyak orang memandang serangan Amerika Serikat terhadap Irak 
merupakan cerminan dari politik standar ganda Amerika Serikat. Di satu sisi 
membiarkan Israel membangun reaktor nuklir dan memiliki senjata pemusnah 
massal, tetapi di sisi lain menjatuhkan hukuman kepada Irak yang dicurigai 
memiliki senjata pemusnah massal. Amerika Serikat dan Inggris membela diri 
dengan menyatakan bahwa serangan terhadap Irak tersebut sah dan pantas 
dilakukan karena Irak mengingkari ketentuan PBB. Didukung Polandia, Australia 
dan sejumlah negara Eropa termasuk Ceko, Denmark, Portugal, Italia, Hongaria 
dan Spanyol, Amerika Serikat dan Inggris menggempur Irak.  
Cita-cita Amerika Serikat menjadi penguasa dunia menjadi alasan untuk 
menyerang Irak. Setidaknya Amerika Serikat telah menyebarkan isu-isu bohong 
untuk membenarkan serangannya ke Irak. Berbagai alasan dikemukakan Amerika 
Serikat untuk mencari pembenaran atas invasi militernya ke Irak. Tetapi alasan-
alasan yang dikemukakan Amerika Serikat ini hanya merupakan ”alasan 
birokratis” yang banyak mengandung kebohongan. Menurut Menteri Pertahanan 
Amerika Serikat Donald Rumsfeld, tujuan invasi militer ke Irak adalah: 
a. Mengakhiri pemerintahan Saddam Hussein dan membantu Irak transisi 
menjadi negara demokratis. 
b. Menemukan dan menghancurkan senjata pemusnah massal, program senjata 
dan teroris. 
c. Mengumpulkan data intelijen mengenai jaringan senjata pemusnah massal dan 
teroris. 
d. Mengakhiri sanksi embargo dan memberikan bantuan kemanusiaan. 
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e. Mengamankan ladang-ladang minyak dan sumber daya alam Irak (Trias 
Kuncahyono, 2005: 81). 
 
Chas Freeman dalam Siti Muti’ah Setiawati (2004) menyatakan bahwa 
setidaknya ada enam motif yang  oleh George W. Bush dijadikan alasan untuk 
melakukan invasi ke Irak. Motif yang dijadikan alasan oleh George Walker Bush 
untuk melakukan intervensi dengan melakukan invasi ke Irak yaitu sebagai 
berikut:  
a. Penghancuran program senjata pemusnah massal (Mass Weapon Destruction).  
     Ini menjadi salah satu alasan yang paling sering dikatakan Bush untuk                          
melakukan invasi atau lebih tepatnya agresi militer ke Irak. Program 
pengembangan senjata pemusnah massal Saddam Hussein dianggap sebagai 
ancaman bagi Amerika Serikat dan dunia. Oleh karena itu, dalam rangka 
membongkar program senjata pemusnah massal tersebut satu-satunya cara 
melalui serangan militer karena Saddam dianggap tidak kooperatif dengan tim 
inspeksi PBB. Pengembangan senjata pemusnah massal Irak dianggap sebagai 
ancaman bagi Amerika Serikat dan karenanya harus dihancurkan berdasarkan 
interpretasi paradigma pertahanan baru, yakni pre-emptive self defense.  
b. Perubahan rezim  
Saddam Hussein dalam pandangan Presiden Bush dianggap sebagai pemimpin 
yang otoriter. Oleh karena itu, setelah berbagai usaha melalui kelompok 
oposisi, mungkin juga dengan operasi intelijen telah gagal menjatuhkan 
Saddam dari kekuasaannya, maka invasi militer menjadi satu-satunya jalan.  
c. Demokratisasi  
Operasi Amerika Serikat di Irak diberi nama Operation Iraqi Freedom 
(Operasi Pembebasan Irak). Ini berarti bahwa invasi Amerika Serikat tersebut 
ditujukan untuk membebaskan Irak dari rezim otoriter Saddam Hussein. 
Dengan kata lain, invasi ini ditujukan untuk menciptakan pemerintah yang 
demokratis pasca Saddam.  
d. Perbaikan kehidupan rakyat Irak  
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Setelah mengalami embargo ekonomi sejak kekalahannya dalam Perang Teluk 
II tahun 1991, kehidupan masyarakat Irak semakin memprihatinkan. Oleh 
karena itu, dalam rangka memperbaiki kehidupan rakyat Irak, Amerika Serikat 
telah menyediakan dana sebesar 8 miliar dolar untuk pembangunan kembali 
Irak.  
e. Menghancurkan kegiatan terorisme internasional  
f. Transformasi wilayah Timur Tengah di bawah pengawasan Amerika Serikat. 
 
Alasan-alasan yang dikemukakan Amerika Serikat untuk memuluskan 
rencananya menyerang Irak tidak sepenuhnya benar. Terlepas dari kebohongan-
kebohongan yang telah Amerika Serikat dan Inggris pertontonkan terhadap dunia 
internasional, ada banyak faktor yang menyebabkan para pengambil kebijakan di 
dalam pemerintahan Presiden Bush memutuskan menyerbu Irak. Di antara faktor-
faktor yang menjadi landasan utama mengapa pemerintah Bush harus menggelar 
kekuatan militer ke Irak dan menumbangkan rezim Saddam Hussein adalah 
sebagai berikut: 
a. Ambisi minyak dan menghancurkan OPEC 
Agresi militer Amerika Serikat ke Irak sangat erat kaitannya dengan 
kepentingan minyaknya. Irak adalah negara yang memiliki cadangan minyak 
terbesar setelah Arab Saudi yakni sebesar 112 miliar barel. Namun setelah 
Perang Teluk II produksi minyak Irak menurun karena adanya sanksi PBB. 
Dengan dicabutnya sanksi PBB atas Irak akan membuka peluang besar bagi 
perusahaan-perusahaan minyak raksasa milik Amerika Serikat untuk 
mengeksploitasi minyak Irak. 
b. Meneguhkan pengaruh politik 
Dengan keberhasilan Amerika Serikat dan sekutunya menggulingkan 
pemerintahan Saddam Hussein maka akan semakin membuka peluang Amerika 
Serikat untuk memperbesar pengaruh politik di kawasan Teluk secara penuh. 
Selama ini pengaruh politik Amerika Serikat di kawasan itu belum dapat 
terwujud secara maksimal karena rezim Saddam Hussein tidak mau tunduk 
pada ”perintah” Amerika Serikat. Bahkan Saddam berupaya keras menggalang 
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dukungan dari negara-negara Teluk yang berpaham radikal untuk melakukan 
penentangan terhadap Amerika Serikat dan sekutunya. Oleh karena itu 
jatuhnya pemerintahan Saddam telah mengokohkan pengaruh politik Amerika 
Serikat atas kawasan Teluk sekaligus meruntuhkan pamor dan wibawa negara-
negara Arab yang telah kehilangan semangat Pan-Arabisme.  
c. Menjadikan Israel sebagai penguasa tunggal di kawasan Timur Tengah 
Runtuhnya pemerintahan Saddam Hussein juga memberi kesempatan kepada 
Israel untuk menjadi pemegang kekuasaan tunggal di kawasan Timur Tengah. 
Israel dengan gencar melakukan lobi ke Washington agar menyerang Irak dan 
menjatuhkan rezim Saddam Hussein karena Irak dinilai membahayakan posisi 
Israel. Keberhasilan Amerika Serikat menjatuhkan pemerintahan Saddam juga 
makin membukakan peluang bagi Israel untuk melakukan pembentukan ulang 
kepentingan strateginya di kawasan Timur Tengah khususnya di Palestina. 
d. Kepentingan kekuasaan 
Serbuan Amerika Serikat ke Irak juga merupakan upaya Amerika Serikat untuk 
memperluas kekuasaannya. Setelah Afganistan digempur karena tuduhan 
menyembunyikan dan melindungi Usamah bin Ladin, keinginan Amerika 
Serikat untuk membentangkan kekuasaannya semakin menjadi-jadi. Sebagai 
pemegang status adidaya tunggal yang kekuatan ekonomi dan militernya tidak 
tertandingi, secara naluriah Amerika Serikat memang condong 
mendemonstrasikan sepremasi dan superioritasnya. Para perancang perang dan 
perumus kebijakan Amerika Serikat tampaknya beranggapan bahwa predikat 
”The sole Super power”  yang disandangnya akan segera luntur apabila tidak 
pernah dibuktikan (Abdul Halim Mahally, 2003: 341-355). 
 
Sementara itu, M Solihat (2003) menyatakan bahwa setidaknya ada tiga hal 
yang mendorong Amerika Serikat melakukan invasi ke Irak yaitu sebagai berikut :  
a. Perang Teluk III ini berkaitan dengan kepentingan geopolitik Amerika Serikat 
di kawasan Timur Tengah. Untuk memperkuat pengaruhnya di kawasan yang 
kerap tidak stabil itu, Amerika Serikat membutuhkan teman, dalam hal ini 
diidentifikasi dengan Israel yang mempunyai kepentingan sama. Oleh karena 
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itu Amerika Serikat selalu berupaya melindungi Israel dari ancaman negara-
negara lain di Timur Tengah khususnya Irak. 
b. Perang Teluk III terkait erat dengan kepentingan minyak Amerika Serikat 
hanya mempunyai cadangan minyak yang sangat kecil, yakni sekitar 0,3% dari 
cadangan minyak dunia. Sedangkan kebutuhan konsumsi minyak Amerika 
Serikat mencapai 23%. Di sisi lain, Arab Saudi yang mempunyai cadangan 
minyak terbesar di dunia sudah mulai tidak akomodatif lagi terhadap 
kepentingan-kepentingan Amerika Serikat. Ini tentu saja akan mengancam 
pasokan energi Amerika Serikat di masa datang dan akan mengganggu kinerja 
industrinya.Oleh karena itu, Amerika Serikat berusaha untuk mengamankan 
kepentingan minyaknya dikawasan ini.  
c. Perang Teluk III ini berhubungan dengan ambisi Amerika Serikat sebagai 
negara terkuat di dunia yang tidak ingin setiap kepentingannya dihambat oleh 
siapa pun, termasuk sebuah rezim yang berkuasa. Oleh karena itu, segala hal 
yang menurut persepsi Amerika Serikat mengandung potensi ancaman akan 
selalu diberangusnya (http://www.cides.or.id/politik/pkoo13033.asp).  
 
Ada juga pendapat lain mengenai motif invasi Amerika Serikat ke Irak 
menurut S. Suryaningsih dan Agust Riewanto, yaitu sebagai berikut : 
a. Motif demi menjaga kredibilitas dan gengsi sebagai bangsa yang paling 
digdaya (superpower) di dunia. Hal ini cukup beralasan sebab dalam konstelasi 
politik global kewibawaan dan kredibilitas Amerika Serikat telah pudar setelah 
Gedung Kembar WTC dan Pusat pertahanan keamanan Pentagon dibom oleh 
teroris. Padahal animo publik sebelumnya meyakini Amerika Serikat adalah 
negara yang memiliki pertahanan luar biasa sehingga tidak mungkin dapat 
dilecehkan teroris begitu saja. Karena itulah Amerika Serikat sibuk untuk 
melakukan upaya penguatan teritorinya dan anggaran pertahanan di Amerika 
Serikat dibuat melebihi dari anggaran yang lain.  
b. Motif untuk menunjukkan pada publik internasional akan kecanggihan alat-alat 
perang berteknologi produk Amerika Serikat. Perang ini sebagai eksperimen 
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penerapan teknologi perang yang dimilikinya dan juga sebagai ajang promosi 
internasional produk senjata super canggih milik Amerika Serikat.  
c. Motif penguasaan sentral ekonomi-industri Irak. Ini terkait pada kepentingan 
Amerika Serikat untuk menguasai minyak di Timur Tengah. Sementara itu 
cadangan minyak dunia terkonsentrasi di Arab Saudi, Irak, Kuwait dan Iran. Di 
antara keempat negara itu Iran dan Irak berpotensi untuk dimusuhi Amerika 
Serikat. Tapi Amerika Serikat mengambil Irak sebagai sasarannya terlebih 
dahulu untuk mengusai ladang-ladang minyak demi kepentingan industri 
Amerika Serikat.  
d. Motif untuk melahirkan common enemy (musuh bersama) bagi publik 
internasional yaitu menyulut sentimen agama terutama Islam, Kristen dan 
Yahudi. Meskipun perang Amerika Serikat dan Irak ini bukan perang antar 
agama, tetapi tak dapat dielakkan dipastikan akan menimbulkan  solidaritas 
umat Islam sedunia untuk menumbuhkan jihad membela umat Islam Irak dan 
memusuhi umat Yahudi dan Kristen. Mengingat Irak adalah salah satu pusat 
peradaban Islam pertama bagi kaum muslim.  
e. Untuk memecah belah negara-negara di Timur Tengah. Dengan melakukan 
serangan ke Irak, Amerika Serikat ingin melakukan aneka agitasi untuk 
memunculkan Irak sebagai musuh bersama di negara-negara tetangganya 
karena menyimpan senjata nuklir, biologi dan kimia. (Kompas, 23 Maret 
2003).  
 
Ada banyak alasan lain yang oleh Amerika Serikat dijadikan dasar untuk 
menyerang Irak. Sikap keras Amerika Serikat ditengah protes internasional justru 
mengindikasikan adanya tujuan tertentu dibalik sikap keras itu. Beberapa 
indikator kuat mengenai kepentingan Amerika Serikat dibalik serangannya ke Irak 
adalah sebagai berikut : 
a. Amerika Serikat menggunakan momen ini untuk menekan berbagai pihak yang 
kurang mendukung kepentingannya dengan membentuk geo politik 
internasional yang sesuai dengan kebijakan Amerika Serikat yang mengarah 
kepada kepentingan politik, ekonomi dan militer negaranya.  
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b. Mengisi kekosongan kekuasaan pasca keruntuhan Uni Soviet dibeberapa 
wilayah yang sebelumnya merupakan sekutu Uni Soviet yang memanjang dari 
Asia Selatan, Asia Timur sampai wilayah Balkan dan negara-negara Timur 
Tengah terutama kekosongan ideologi negara-negara tersebut karena ada 
kekhawatiran pengisian kekosongan ideologi itu dengan ideologi Islam. 
Menurut prediksi beberapa pengamat Islam telah mengalami peningkatan yang 
signifikan di beberapa negara yang ditinggal Uni Soviet.  
c. Menguasai kekosongan geopolitik negara-negara kaya minyak mulai dari Asia 
Tengah sampai negara-negara di jazirah Arab. Penguasaan negara-negara ini 
terkait erat dengan kepentingan minyak dan juga optimalisasi pengaruh politik 
strategis internasional Amerika Serikat diwilayah tersebut.  
d. Serangan terhadap Irak akan memberikan peluang besar bagi Amerika Serikat 
untuk menata ulang wilayah Timur Tengah yang akan memberi peluang luas 
bagi berjalannya agenda Zionisme Israel dalam menghadapi konflik dengan 
Palestina. Hal ini sejalan dengan politik standar ganda Amerika Serikat yang 
condong mendukung Israel.  
e. Menekan dan menahan kemajuan negara negara-negara Timur Tengah serta 
menekan pergerakan Islam yang sedang berkembang di negara-negara tersebut 
terutama setelah meletusnya aksi intifadhoh di Palestina. 
(http:/www.infopalestina.com/viewall.asp?id:394)   
 
Menurut pengamat politik dan strategi asal Mesir, Taha Majdub tujuan 
tersirat dari serangan Amerika Serikat ke Irak adalah keinginan Amerika Serikat 
untuk menguasai minyak di kawasan Teluk dan Irak. Sementara tujuan yang 
tersurat dari serangan Amerika Serikat ke Irak adalah untuk membasmi senjata 
pemusnah massal dan menggulingkan rezim Saddam Hussein. Majdub 
menambahkan bila Amerika Serikat berhasil mengontrol penuh minyak Irak dan 
Kuwait maka Amerika Serikat akan berada pada posisi yang lebih kuat dalam 
menghadapi negara-negara Arab Teluk lain khususnya Arab Saudi. Pada 
gilirannya Amerika Serikat bisa mendikte nagara-negara Arab tanpa merasa 
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terganggu arus suplai minyaknya dari kawasan Timur Tengah (Kompas, 18 
Oktober 2002). 
Teori-teori mengenai motivasi dibalik invasi Amerika Serikat terhadap Irak 
ini akan dapat diidentifikasi dengan baik jika kita menganalisis perkembangan 
politik luar negeri pasca perang dingin dan situasi dalam negeri Amerika Serikat. 
Setelah Perang Dingin, politik luar negeri Amerika Serikat mempunyai banyak 
dimensi. Diantara dimensi-dimensi tersebut yang paling penting dan utama adalah 
dimensi kebijakan politik/diplomasi, kebijakan ekonomi dan kebijakan militer 
dengan lebih menitik beratkan pada keamanan internasional. 
Kebijakan-kebijakan itu dapat dianggap sebagai grand strategy yang 
didasarkan pada kekuatan geopolitik dengan berbagai konfigurasinya dan 
kemampuan berperang. Implikasinya, keamanan nasional Amerika Serikat 
ditentukan oleh superioritas relatif ekonomi dan teknologinya dibandingkan 
dengan potensi ekonomi dan teknologi musuh-musuhnya. Oleh karena itu, suatu 
negara akan dianggap sebagai ancaman bagi Amerika Serikat jika negara tersebut 
mampu mengembangkan kemampuan ekonomi dan keunggulan industri terutama 
industri militer. Maka dapat dipahami mengapa Amerika Serikat sangat memusuhi 
Korea Utara, Iran, dan Irak dan menyebutnya “axis of evil” (poros kejahatan) 
sebagai cermin dari kekhawatiran Amerika Serikat menyangkut perkembangan 
teknologi persenjataan di ketiga negara ini.  
Selain itu keagresifan Amerika Serikat dalam memerangi negara-negara 
yang tidak mendukung kepentingan Amerika Serikat dapat dilihat dari perubahan 
paradigma yang dikembangkan dalam sistem pertahanan, yakni menyangkut 
paradigma pertahanan “pre-emptive self defence” (menghancurkan negara yang 
dianggap sebagai ancaman untuk pertahanan diri Amerika Serikat). Paradigma ini 
memberi landasan untuk menyerang negara-negara yang dianggap menjadi 
ancaman bagi Amerika Serikat termasuk Irak.  
Amerika Serikat juga mempunyai kepentingan untuk menyebarkan ideologi 
Amerika Serikat yakni demokrasi dan liberalisme ekonomi. Dalam konteks ini 
kita dapat melihat bahwa salah satu tujuan invasi Amerika Serikat terhadap Irak 
untuk mendorong terjadinya proses demokratisasi di Irak. Meskipun ada 
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kemungkinan fakta lain bahwa motivasi invasi Amerika Serikat sebenarnya ke 
Irak untuk menyingkirkan Saddam Hussein yang menjadi ancaman Amerika 
Serikat dengan memunculkan fakta bahwa pemerintah Saddam adalah otoriter dan 
despotis. (Siti Muti’ah Setiawati, 2004: 77-81). 
 
D. Jalannya Perang Teluk III 
 
1. Jalannya Perang Teluk III 
Pada hari Selasa, 18 Maret 2003 melalui pidatonya Bush mengultimatum 
Saddam Hussein dan putra-putranya untuk meninggalkan Irak dalam waktu 48 
jam atau menghadapi perang. Namun ultimatum tersebut tidak digubris oleh 
Presiden Irak Saddam Hussein dan bahkan mereka menyatakan telah siap untuk 
berperang. Akhirnya pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2003 pukul 05.35 waktu 
Baghdad, hanya sekitar 95 menit dari batas akhir ultimatum 48 jam yang 
ditetapkan Amerika Serikat bagi Presiden Irak untuk mundur dari jabatannya, 
perang yang dilancarkan Amerika Serikat dan Inggris terhadap Irak dimulai. 
Peluru kendali penjelajah Tomahawk mulai menghantam sasaran-sasaran tertentu 
di ibukota Irak, Baghdad. (Kompas, 23 Maret 2003).  
Sementara itu selain serangan udara yang dilancarkan di kota Baghdad 
penyerangan darat terjadi di Ummu Qashr sebuah kota kecil yang berada di 
perbatasan Irak-Kuwait. Dimulai dari sinilah kekuatan militer Amerika Serikat 
melintasi perbatasan dan masuk ke Irak (‘Alauddin Al Mudarris, 2004: 72).  
Irak pun tidak tinggal diam dan mulai melakukan perlawanan dengan 
menembakkan enam rudal Scud ke Kuwait, beberapa jam setelah serangan awal 
Amerika Serikat ke Irak dimulai. Sebagian besar rudal scud Irak menghantam 
tempat-tempat di wilayah Kuwait utara. Serangan rudal scud Irak ke Kuwait ini 
merupakan aksi balasan Irak mengingat Kuwait menjadi tempat konsentrasi 
terbesar pasukan Amerika Serikat dan sekutunya (Kompas, 27 Maret 2003). 
Sampai dengan Jum’at, 21 Maret 2003 malam, berita yang muncul dari 
medan perang di Irak adalah bahwa pasukan Amerika Serikat telah memasuki Irak 
sejauh 160 kilometer. Sementara dari udara, pesawat tempur Amerika Serikat dan 
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Inggris terus mengebom berbagai sasaran penting di Ibukota Baghdad. Sasarannya 
adalah istana Presiden Saddam Hussein, markas besar partai Baath dan instalasi 
militer yang masih tersisa.  
Di samping melakukan serangan militer, Amerika Serikat juga merusak 
sistem telekomunikasi untuk memutus rantai komando antara para petinggi Irak 
dan tingkatan-tingkatan dibawahnya. Namun listrik sengaja tidak dipadamkan 
karena baik Amerika Serikat maupun Irak sangat memerlukan radio atau televisi 
untuk mempengaruhi dan menggalang opini publik. Amerika Serikat memerlukan 
radio dan televisi untuk mengajak tentara dan rakyat Irak meninggalkan Saddam 
dan menyerahkan diri. Sedangkan Saddam memerlukan radio dan televisi untuk 
menjaga agar tentara dan rakyat tetap setiap padanya dan mau berjuang untuknya 
(Kompas, 23 Maret 2003).  
Hingga 22 Maret 2003, serangan udara secara besar-besaran terus 
dilancarkan diatas Baghdad dan kota-kota lainnya termasuk kota-kota di wilayah 
utara seperti Kirkuk, Mosul dan Tikrit. Tiga kapal perang Amerika Serikat (USS 
John S McCain, USS Colombia dan USS Providence) dan dua kapal selam Inggris 
(HMS Turbulent dan HMS Splendid) yang ambil bagian dalam komponen 
maritim Pasukan Koalisi menembakkan rudal serangan darat Tomahawk. 
Sebanyak 600 Rudal Cruise juga dilepaskan pasukan gabungan. Pesawat tempur 
yang dilibatkan antara lain pembom B-52, pembom stealth B-2, pembom tempur 
stealth F117 dan F-15 yang digunakan untuk kontra serangan udara.  
Pada 23 Maret 2003. Selama 24 jam mulai pukul 09.00 pesawat tempur 
Amerika Serikat telah melakukan lebih dari 1500 serangan, sebanyak 170.000 
tentara Amerika Serikat, Marinir Amerika Serikat dan personil pasukan gabungan 
sudah memasuki Irak.  
Pada 24 Maret 2003, pasukan Amerika Serikat telah bergerak masuk Irak 
dan berada sekitar 60 mil dari Baghdad. Mereka menghadapi perlawanan sengit 
dari pasukan dan para pejuang militer Irak sepanjang jalan menuju Baghdad, 
terutama di kota Nassiriya dan Basra. Hari itu juga, angkatan laut Amerika Serikat 
menyatakan bahwa sejak perang dimulai mereka sudah menembakkan lebih dari 
500 rudal Tomahawks.  
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Tanggal 25 Maret 2003, Angkatan Udara Amerika Serikat melakukan lebih 
dari 1500 serangan dengan 100 sasaran. Sasaran difokuskan pada unit-unit 
komando dan kontrol, serta unit-unit Garda Republik di dan sekitar Baghdad. 
Pertempuran sengit juga terjadi di dekat Najaf dan Nasiriah. Mereka menggempur 
markas partai Ba’ath di As-Samawah.  
Pada tanggal 26 Maret 2003, sekitar 1000 pasukan mendarat di Irak bagian 
utara yang dikuasai suku Kurdi. Pembom tempur B-52 Spirit membombardir 
jaringan komunikasi nasional Irak. Sementara itu pertempuran masih terjadi di 
Najaf dan Nasiriyah.  
Sementara itu, upaya-upaya bom bunuh diri juga sangat banyak. Akan tetapi 
karena lemahnya sarana yang dimiliki oleh pers Irak, maka sulit bagi mereka 
untuk mengungkap semuannya. Sebagai contoh adalah upaya bom bunuh diri 
yang dilakukan Ali Ja’far Musa an-Nu’man di kota Najaf yang menewaskan 11 
tentara Amerika Serikat, menghancurkan 2 tank tentara Amerika Serikat dan 2 
kendaraan pengangkut tentara. Peristiwa ini terjadi pada awal operasi pasukan 
relawan, Sabtu 29 Maret, dimana Musa an-Nu’man membawa mobil dan 
meledakkannya di tengah pasukan musuh. Amerika Serikat pun mengakui 
perisitwa ini, yang kemudian disiarkan oleh beberapa pers internasional 
(‘Alauddin Al-Muddaris, 2004: 78).  
Pada hari Sabtu, 29 Maret 2003 sebuah pusat perbelanjaan modern Sarqiyah 
di Kuwait yang merupakan negara dengan konsentrasi pasukan Amerika Serikat 
terbesar terkena serangan rudal Irak. Kuwait mengklaim telah mendapat serangan 
sedikitnya 17 rudal Irak selama dua pekan perang berjalan. Ini berarti hampir 
setiap hari Kuwait mendapat serangan rudal dari Irak (Kompas, 8 April 2003). 
Pada 30 Maret 2003, Angkatan Darat dan Marinir Amerika Serikat untuk 
pertama kalinya menyerang Garda Republik, sekitar 65 mil di luar kota Baghdad. 
AU Amerika Serikat melakukan 1800 misi dan 800 diantaranya adalah misi 
serangan dengan 200 sasaran. Sisanya antara lain 400 missi pengisian bahan 
bakar, 225 misi  mengangkat kargo dan pasukan dan 100 misi mata-mata. Mereka 
juga menjatuhkan 1200 bom termasuk 14 rudal Tomahawk.  
  
99 
Tanggal 31 Maret 2003-1 April 2003, Brigade lintas utara ke-173 Amerika 
Serikat menyelesaikan misinya mengirim pasukan ke Irak bagian utara. Serangan 
udara terhadap divisi Garda Republik di sekitar Baghdad dan Tikrit terus 
berlangsung. Dan perang pun sudah mulai pecah di Al-Hillah, Karbala dan As- 
Samawah. Di Karbala pasukan Amerika Serikat dihadang Divisi Medina dan 
Nebuchadnezzar Irak.  
Pada 2 April 2003 Angkatan Utara pasukan gabungan menyerang sasaran di 
Baghdad dan seluruh negeri. Perlawanan pasukan Irak muncul dibeberapa 
wilayah. Sementara pasukan operasi khusus Amerika Serikat diberitakan 
menyelamatkan seorang tentara perempuan Amerika Serikat Jessica Lynch yang 
disebut-sebut di sandera tentara Irak di sebuah rumah sakit di Nasiriyah sejak 23 
Maret 2003. Pada hari itu juga Angkatan Udara Amerika Serikat melakukan 1900 
misi, diantaranya 900 misi serangan, 500 misi pengisian bahan bakar, 225 misi 
mengangkat kargo, dan 100 misi komando, mata-mata dan kontrol. Sasaran 
mereka adalah divisi-divisi Garda Republik yakni Medina, Baghdad dan 
Hammurabi.  
Tanggal 3 April 2003, serangan udara terus dilancarkan Amerika Serikat. 
Dan pasukan gabungan terus berusaha mengamankan jalur antara Tikrit Baghdad. 
Berikutnya pada 4 April 2003, pasukan gabungan selama 24 jam terus 
membombardir markas komando dan divisi Garda Republik. Sasaran utama yang 
adalah melumpuhkan Angkatan Darat Irak. Hari itu, Amerika Serikat melakukan 
1850 total misi penerbangan, diantaranya 700 misi penyerangan, 400 misi 
pengisian bahan bakar. 350 misi kargo dan 100 misi mata-mata, komando dan 
kontrol.  
Pada 5 April 2003, Tank-tank Amerika Serikat bergerak menuju Baghdad 
dan terlibat pertempuran sengit dengan pasukan Irak. Sementara kekuatan udara 
pasukan gabungan menggempur rumah Ali Hassan al-Majid sepupu presiden 
Saddam Hussein. Ali Hassan ini dikenal dengan sebutan “Chemical Ali” karena ia 
yang menjadi otak serangan kimia terhadap suku Kurdi. Sementara itu, pasukan 




Tanggal 6 April 2003, 10 anggota pasukan khusus Amerika Serikat 
diberitakan tewas akibat bom dalam insiden “friendly fire” yang melibatkan 
pesawat F-15 E Strike Eagle dan pasukan darat. Setelah pihak Amerika Serikat 
melakukan penyelidikan ternyata bom itu dijatuhkan teman pasukan Amerika 
Serikat sendiri dari pesawat F-15 E Strike Eagle yang seharusnya melindungi 
pasukan daratnya dalam keadaan bahaya (Kompas, 8 April 2003). 
Fenomena friendly fire atau salah tembak teman sendiri sangat kental 
mewarnai  pasukan Amerika Serikat dalam Perang Teluk III. Sistem senjata yang 
macet, antena patah dan kegagalan sistem komunikasi sangat berperan dalam 
membedakan kawan atau lawan. Apalagi dengan keletihan yang dialami para 
tentara Amerika Serikat ini sehingga kesalahan fatal tidak dapat dihindari 
(Kompas, 30 Maret 2003). 
Pada 7 April 2003, pasukan Inggris berhasil menguasai Basra, kota terbesar 
kedua di Irak. Hari itu, dilakukan 1500 misi penerbangan , antara lain 500 misi 
serangan, 35 misi pengisian bahan bakar, 400 misi kargo, 175 misi pengawasan, 
kontrol, komando dan mata-mata.  
Pada 9 April 2003, kota Baghdad jatuh dan pasukan Amerika Serikat pun 
berhasil menguasai kota. Meskipun begitu pertempuran sporadik masih berlanjut 
di seluruh pelosok kota. Setelah Baghdad dikuasai Amerika Serikat, Saddam 
Hussein dinyatakan menghilang dan tidak diketahui jejaknya. 
Pada 14 April 2003, Pentagon menyatakan bahwa pertempuan besar di Irak 
selesai setelah pasukan Amerika Serikat merebut Tikrit kota kelahiran Saddam. 
Sementara itu, keberadaan Saddam Hussein tidak diketahui.  
Tanggal 14 April 2003, Jenderal Jay Garner ditunjuk oleh Amerika Serikat 
untuk mengendalikan Irak sampai terbentuk pemerintah baru. Garner pun 
mengadakan pertemuan dengan sejumlah pemimpin Irak dan mulai merencanakan 
pembentukan pemerintahan federal Irak. Pertemuan itu dilaksanakan di Al Ur, 
dekat Nasiriya, Irak selatan dan berhasil mengeluarkan 13 keputusan signifikan 
yang menjadi pondasi bagi sistem negara dan pemerintah Irak pasca Saddam 
Hussein (Musthafa Abd. Rahman, 2003: 207).  
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Pada tanggal 1 Mei 2003, Presiden George W. Bush, di atas kapal USS 
Abraham Lincoln menyatakan bahwa perang telah selesai. Selanjutnya Presiden 
Bush menyatakan bahwa kemenangan berada di pihak pasukan gabungan 
pimpinan Amerika Serikat. Sejak saat itu pula maka dimulailah fase stabilitas dan 
rekonstruksi Irak pasca perang.  
Pada 13 Desember 2003, Saddam Hussein berhasil ditangkap oleh Divisi 
Infanteri Ke-4 Amerika Serikat. Saddam ditemukan di sebuah lubang di Ad Dawr, 
sebelah tenggara Tikrit. Saddam disergap oleh pasukan Amerika Serikat di sebuah 
peternakan kambing dalam sebuah lubang berukuran 1 x  0,5 meter persegi yang 
disamarkan dengan kotoran dan batu bata (Tempo, 28 Desember 2003).   
Bush sudah menyatakan bahwa perang telah selesai sejak 1 Mei 2003, 
namun aksi perlawanan bersenjata rakyat Irak tak kunjung usai. Sepeninggal 
Saddam rakyat Irak menentang pendudukan yang dilakukan Amerika Serikat dan 
sekutunya terhadap Irak. Jadi meskipun perang sudah berakhir, tetapi perlawanan 
bersenjata masih sering terjadi. 
 
 
2. Perbandingan Kekuatan Militer Amerika Serikat dan Irak 
a. Kekuatan Militer Amerika Serikat 
 Dalam gelar senjata di Irak pemerintahan Bush yang dibantu oleh Inggris 
dan sejumlah negara lainnya mengirimkan seperempat juta lebih tentaranya ke 
Timur Tengah. Seperti diungkapkan Laksamana Madya Timothy Keating dalam 
sebuah konferensi pers di Bahrain, militer Amerika Serikat mengirimkan lima 
kapal induk, tiga diantaranya berada di Teluk Persia dan dua sisanya di Laut 
Merah. Kelima kapal induk ini telah memuntahkan lebih dari 800 rudal jelajah 
Tomahawk ke berbagai sasaran di Irak. Sedikitnya, 7000 kali penyerangan udara 
juga telah dilakukan oleh puluhan jet tempur yang parkir di geladak kapal induk 
yang dikelilingi oleh satuan kapal perang itu. 
 Dalam gelar kekuatan militer di Irak, pemerintah Bush juga menggunakan 
istilah koalisi sebagaimana perang Amerika Serikat di Afganistan. Dalam Perang 
Teluk III ini, pasukan koalisi terdiri dari tentara Amerika Serikat (255.000 orang), 
  
102 
Inggris (45.000 orang), Australia (2000 orang), Chezch dan Slovaki (400 orang) 
dan Polandia (200 orang). Militer Amerika Serikat menurunkan Divisi III dan 
Divisi IV Infanteri yang masing-masing bermaskas di Fort Hood (Texas) dan Fort 
Stewart, Korps ke-5 yang bermaskas di Jerman, Divisi Lintas Udara-XVIII dari 
Fort Bragg. Marinir Amerika Serikat mengirimkan Pasukan Gerak Cepat-1 yang 
berasal dari Camp Pendleton, California dan Pasukan Gerak Cepat dari Camp 
Lejeune, North California. Kedua Divisi-divisi Infanteri (III dan IV) masing-
masing dipersenjatai dengan tank tempur jenis M1 A1 Abram dan kendaraan 
tempur jenis M2 (Abdul Halim Mahally, 2003: 314). 
 Angkatan Laut Amerika Serikat tidak saja mengirimkan lima kapal induk 
berikut  ratusan pesawat tempur dan rudal jelajah Tomahawk tetapi juga sejumlah 
kapal perang, kapal selam, kapal perusak dan kapal amfibi. Sementara kekuatan 
udara yang diturunkan Amerika Serikat diantaranya adalah Satuan Khusus 
Pembom-28 yang terdiri dari Pembom B-1 dan B-2, Satuan Khusus Operasi 
Udara-16, yaitu pesawat tempur jenis AC-130, Satuan Tempur-49 yang memiliki 
jet tempur jenis F-117A. Juga Satuan Operasi Udara-57 yang terdiri dari pesawat-
pesawat predator.  
 Adapun misi yang diemban oleh bermacam-macam satuan tempur dan 
sejumlah komandan pasukan koalisi yang memimpin lapangan dalam invasi ke 
Irak serta peran mereka dalam Perang Teluk III adalah sebagai berikut: 
1) Divisi III Infanteri 
Misi: 
Divisi yang dikenal dengan sebutan “Rock of the Marne” dan terdiri dari 
20.000 pasukan yang didukung oleh 200 tank jenis M-1 Abram dan 260 
kendaraan tempur M-2 Bradley ini mengemban tugas untuk melumpuhkan 
tentara Garda Republik Irak setelah menyeberangi Sungai Eufrat. Divisi 
Infanteri ini didampingi oleh Pasukan Gerak Cepat Amerika Serikat dari 
Brigade II Marinir dan Divisi VII Artileri Inggris. 
Panglima: 
Mayor Jenderal Buford C Blount III. Bufford ditugasi memimpin Divisi III dan 




2) Divisi Lintas Udara ke-101  
Misi: 
Membantu Divisi III Infanteri yang bergerak dari arah selatan Irak menuju 
Baghdad. Divisi yang terdiri dari 17.000 pasukan ini menggunakan helikopter 
Apache untuk melancarkan serangan udara secara massif ke unit-unit tentara 
Garda Republik Irak. Termasuk dalam misi yang diemban oleh divisi ini adalah 
membantu majunya Divisi III Infanteri Amerika Serikat menyerbu Irak dari 
arah selatan. Sejumlah unit dalam Divisi Lintas Udara ke-101 juga ditugasi 
mengamankan tempat-tempat disembunyikannya senjata biologi dan kimia. 
Panglima: 
Mayor Jenderal David H. Patraues, yang dilantik sebagai komandan Divisi 





3) Divisi Lintas Udara ke-173 
Misi: 
Divisi yang bermarkas di Italia ini mengemban misi untuk menjaga perdamaian 
antara suku Kurdi dan suku Turki serta melindungi ladang-ladang minyak Irak. 
Panglima: 
Kolonel William C. Mayville, Jr. Satu-satunya orang yang menjabat sebagai 
komandan satuan tempur lintas udara Amerika Serikat yang bermarkas di 
Eropa. William diserahi tugas memimpin 18.000 orang pasukan dalam Perang 
Teluk III.  
 




Brigade II yang ada dalam Divisi ini beranggotakan sebanyak 4000 personil 
dan ditugasi menyusup masuk ke Irak untuk memuluskan gerak pasukan-
pasukan Amerika Serikat dan sekutunya.  
Panglima: 
Mayor Jenderal Charles H. Swannack, Jr yang memiliki kuasa penuh atas 
Divisi Lintas Udara ke-82. 
 
5) Pasukan Marinir Gerak Cepat-1 (PMGC) 
Misi: 
PMGC yang bermarkas di Camp Pendleton, California ini bertugas meminta 
bantuan ratusan jet tempur F-18 dan Helikopter Kobra AH-1 untuk melakukan 
serangan udara ke target-target di Irak sebelum pasukan darat Amerika Serikat 
dan sekutunya bergerak maju.  
Panglima: 
Letnan Jenderal James T. Conway yang memimpin sebanyak 85.000 pasukan 
disamping memegang salah satu jabatan militer yang menitikberatkan pada 
bidang perang melawan terorisme. 
 
 
6) Tentara Gabungan Inggris 
Misi: 
26.000 pasukan Inggris yang ikut mendukung serangan militer ke Irak terdiri 
dari Brigade VII Artileri bersama 4000 marinir lainnya. Dalam Perang Teluk 
III, Divisi I Artileri Inggris mengemban tugas mendampingi Pasukan Marinir 
Gerak Cepat dalam pengepungan atas kota Basrah di Irak. 
Panglima: 
Mayor Jenderal Robin Brims yang membawahi seluruh tentara Inggris yang 




Beberapa jenis persenjataan yang digunakan oleh pasukan Amerika Serikat 
dalam Perang Teluk III berikut keistimewaannya selain pesawat-pesawat tempur 
adalah sebagai berikut: 
Jenis Senjata Keistimewaan 
Helikopter Serbu Apache Baru dimodifikasi dan memiliki sistem 
radar yang mampu mendeteksi 120 
target dan mengidentifikasi 16 yang 
dianggap paling berbahaya dan 
selanjutnya dapat segera ditransmisikan 
ke pesawat lainnya. Helikopter ini 
memiliki kecepatan 273 km perjam dan 
dilengkapi dengan 16 rudal anti-tank. 
M1 Abram Tank ini merupakan jenis yang paling 
canggih di dunia. Tank ini dilengkapi 
dengan penglihatan di malam hari dan 
seluruh target terekam baik oleh 
komputer yang dimilikinya. Dalam 
Perang Teluk III, Pentagon 
mengerahkan lebih dari 885 M1 
Abram. 
M1 Paladin Tank jenis Howitzer ini memiliki  
meriam 155 mm dengan jangkauan 
tembak sejauh 30 km. Dilengkapi 
dengan sistem  udara yang melindungi 
kru dari senjata kimia. 
M2 Bradley Dilengkapi dengan rudal anti tank dan 
mampu menembakkan 200 amunisi 
sebanyak 200 biji dalam 1 menit. 
Dalam Perang Teluk III, Pentagon 
mengirim lebih dari 581 M2 Bradley. 
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M270 (Peluncur Roket) Kru mampu menembakkan 12 rudal 
darat kurang dari 1 menit tanpa harus 
meninggalkan kabin kendaraan. 
F-117A STATS (Pembom) Pesawat tempur jenis mutakhir ini 
digunakan Angkatan Udara Amerika 
Serikat untuk mengobrak-abrik 
pertahanan pasukan Irak. Dilengkapi 
dengan bom jenis EGBU-27 yang 
dituntun oleh sistem laser. 
 
(Abdul Halim Mahally, 2003: 319). 
 
b. Kekuatan Militer Irak 
Meskipun mengalami kekalahan dalam Perang Teluk II dan mendapat 
sanksi ekonomi dari PBB namun kekuatan Irak masih besar. Irak masih memiliki 
pasukan spesial Garda Republik sebanyak 26.000 personil yang bertugas menjaga 
Istana Presiden dan pasukan Garda Republik sebanyak 60.000 personil yang 
dilengkapi persenjataan modern dan tank T-72 yang dapat melihat dimalam hari. 
Irak juga memiliki tentara reguler sebanyak 375.000 personil, tentara cadangan 
650.000 personil, Angkatan Udara 37.000 personil dan Angkatan Laut 2000 
personil.  
Perlengkapan militer Irak yang dimiliki Irak meliputi: tank 2600 buah, 
kendaraan pengangkut personil 2400 buah, Artileri sebanyak 2100, pesawat 300 
buah dan beberapa roket jarak pendek. Irak juga memiliki Rudal Scud B yang 
merupakan senjata andalan Irak pada waktu Perang Teluk II. Beberapa jenis rudal 
scud yang dimiliki Irak adalah al-Hussein (daya jangkaunya 600 km), al-Hijarah 
(daya jangkaunya 750 km), al-Abbas (daya jangkaunya 900 km), al-Abid (daya 
jangkaunya 3000 km). Sementara itu Angkatan Darat Irak didukung oleh 
kendaraan lapis baja buatan Uni Soviet seperti T-62, T-72 dan T-55 dengan 
berbagai senjata artileri. Dan pesawat tempur milik Angkatan Udara diperkuat 
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oleh pesawat seperti MIG-21, MIG-23, MIG-25, MIG-26, MIG 29, Sukhoi Su-22, 
Tupolev TU-16 dan Mirage F1 (Republika, 28 Maret 2003). 
Keistimewaan dari kekuatan militer Irak adalah Pasukan Garda Republik 
yang telah dibentuk sejak akhir tahun 1970. Pasukan Garda Republik mempunyai 
lebih banyak fasilitas dibanding pasukan yang lain. Diantaranya tank T-72 dan 
tank BMP, penembak meriam derek jenis GCT, serta aneka persenjataan lainnya. 
Sebagai pasukan khusus Garda Republik langsung bergerak dibawah komando 
Qusay Hussein dan Badan Intelijen Irak. Salah satu fungsi pasukan ini adalah 
menjadi pasukan penakluk jika ada pemberontakan di Irak. 
Divisi-divisi dari pasukan Garda Republik Irak adalah sebagai berikut: 
1) Divisi Hammurabi 
Nama ini diambil dari Raja Hammurabi (1792-1750 SM) yang pernah 
memerintah Babylonia dan mempersatukan Mesopotamia. Divisi ini terdiri dari 
10.000 prajurit, 150-200 tank, 250 pengangkut personil dan 50-60 artileri. 
2) Divisi Medina 
Bermaskas di Al Taji, utara Baghdad. Divisi ini dipercaya sebagai penjaga 
ibukota Baghdad. Sama dengan divisi Hammurabi, divisi ini terdiri atas 10.000 
prajurit, 150-200 tank, 250 pengangkut personil dan 50-60 artileri. 
3) Divisi Tawakalna 
Nama divisi tawakalna diambil dari frasa ”tawakalna ala Allah” yang berarti 
bersandar pada Allah. 
 
4) Divisi Al-Abed 
Divisi ini merupakan divisi infanteri bermotor yang diperkuat tank T-72. Divisi 
Al-Abed bermarrkas di Altun kupril. 
5) Divisi Al-Faw 
Divisi Al-Faw merupakan divisi kendaraan bermotor. Nama ini sengaja dipakai 
untuk mengingat kemenangan Irak dalam merebut Semenanjung Al-Faw yang 
semula diduduki Irak dalam Perang Teluk II. 
6) Divisi Nebukadnezzar 
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Nama Nebukadnezzar diambil dari nama Raja Nebukadnezzar II, raja kedua 
Emporium Babilonia baru (605-562 SM). 
7) Divisi Adnan 
Divisi ini merupakan pasukan infanteri bermotor, pada Perang Teluk II, pihak 
Sekutu mengklaim bahwa divisi ini yang paling hancur. 
8) Divisi Al-Nida 
Tugas utamanya mengawasi wilayah kurdi di utara irak. Divisi Al-Nida 
mempunyai taktik sedang bermanuver latihan perang, padahal benar-benar 
menyerang. 
9) Divisi Baghdad 
Divisi Infanteri bermotor ini pernah menempati pos di Mosul pada awal 1997. 
Pihak Sekutu mengklaim telah menghancurkan divisi ini pada Perang Teluk II. 
 
Presiden Saddam Hussein memiliki pasukan sebanyak 500.000 personil. 
Rinciannya adalah, Pasukan Berani Mati 40.000 orang, Garda Republik 80.000 
orang, Angkatan Darat 295.000 orang dan Polisi Rahasia Irak 125.000 orang. 
Berdasarkan sumber dari Center for Strategic & International (CSIS) pasukan 
pengamanan khusus untuk presiden Saddam Husein sebagai berikut : 
1) Tentara reguler    : 350.000 orang 
2) Tentara rakyat    : 150.000 orang 
3) Garda Republik   : 80.000 orang 
4) Fedayeen Saddam              : 40.000 orang 
5) Garda Republik Khusus  : 25.000 orang 
6) Dinas Keamanan Khusus             : 22.000 orang 
(Tempo, 6 April 2003)  
Untuk menandingi kekuatan militer Amerika Serikat dan sekutunya masih 
sangat berat bagi pasukan Irak. Ketika kapal-kapal induk Amerika Serikat 
memuntahkan rudal-rudal jelajah Tomahawk, tentara Garda Republik dan 
Pasukan Komando Saddam tidak dapat berbuat apa-apa. Kendati semangat rakyat 
Irak untuk mempertahankan negara mereka sangat tinggi, namun ditilik secara 
militer, mereka tidak mampu melawan secara terbuka. 
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Ketidakberdayaan militer Irak dalam menghadapi kekuatan militer Amerika 
Serikat pada akhirnya teruji. Pasukan Khusus Garda Republik dan sejumlah 
pasukan dari organisasi keamanan di Baghdad yang seluruhnya berjumlah 15.000 
orang dengan mudah disapu oleh 100 serangan helikopter, 325 tank M1 Abram 
dan 200 kendaraan tempur M-1 Bradley dari Divisi Infanteri Amerika Serikat 
yang masuk ibukota Baghdad. Hal serupa juga dialami oleh empat Divisi Irak: 
The Baghdad, Medina, Nebuchadnezar dan Hammurabi. Keempat Divisi yang 
ditugasi Komando Pusat Pertahanan Irak untuk menghadang laju tentara Amerika 
Serikat dan sekutunya di selatan Baghdad ini kocar-kacir dihadang rudal-rudal 
udara Amerika Serikat dan sekutunya. Sekitar 14.000 bom dari berbagai jenis 
telah digunakan oleh tentara militer Amerika Serikat untuk menghancurkan 
pertahanan Pasukan Garda Republik (Abdul Halim Mahally, 2003: 321-322). 
 
E. Dampak Perang Teluk III 
 
Tumbangnya patung Saddam Hussein secara simbolis melambangkan 
runtuhnya rezim Saddam Hussein. Perang telah dinyatakan selesai oleh Presiden 
Bush dan selanjutnya  Irak jatuh ke tangan pasukan pendudukan pimpinan 
Amerika Serikat. Setelah tumbangnya Saddam Hussein Irak memasuki babak baru 
yang sangat berbeda dengan sebelumnya. 
Dari perang yang berlangsung selama 43 hari ini dapat dikatakan bahwa 
Irak mengalami kekalahan. Amerika Serikat telah berhasil untuk menjatuhkan 
rezim Saddam Hussein dan membentuk pemerintah baru di Irak yang 
dijanjikannya lebih demokratis. Dampak politik setelah tumbangnya rezim 
Saddam ini maka secara otomatis Irak menjadi daerah pendudukan Amerika 
Serikat. Amerika Serikat yang akan membentuk pemerintah transisi Irak untuk 
menuju pemerintah yang permanen tanpa campur tangan asing (Siti Muti’ah 
Setiawati, 2004: 183).  
Masa pendudukan Irak oleh pasukan asing pimpinan Amerika Serikat 
dimulai sejak diakhirinya operasi militer secara besar-besaran setelah Presiden 
Bush pada 1 Mei 2003 diatas dek kapal USS Abraham Lincoln menyatakan 
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bahwa perang telah usai. Sejak saat itu operasi militer secara besar-besaran 
diakhiri di Irak dan dimulailah masa pendudukan oleh Amerika Serikat yang 
didukung oleh 35 negara termasuk Inggris, Australia, Italia, Polandia. Tujuan dari 
pendudukan itu menurut Bush adalah untuk menyempurnakan ”pembebasan” Irak 
dari ”pemerintahan diktator” dan memberikan kesempatan kepada rakyat Irak 
untuk menikmati kebebasan dan kemakmuran (Trias Kuncahyono, 2005: 195). 
Sejak Saddam jatuh, kebebasan sangat dinikmati media massa. Munculnya 
150 surat kabar di Irak merupakan salah satu indikasi lahirnya kebebasan baru di 
Irak. Ketika Saddam masih berkuasa Saddam yang menguasai seluruh saluran 
informasi di Irak. Semua media massa berada dibawah kontrol dan kekuasaannya. 
Tidak hanya media massa, wartawan pun tidak diberi kebebasan oleh Saddam. 
Wartawan harus berhati-hati dalam  mengumpulkan fakta dan membuat berita 
jangan sampai mengkritik rezim Saddam Hussein. 
Dari media yang terbit di negara-negara Arab dan media internasional 
diberitakan bahwa setelah kejatuhan Saddam, tindak kriminal meningkat tajam di 
Baghdad. Penjarahan terjadi dimana-mana, perampokan menjadi profesi orang-
orang yang sebelumnya tidak pernah mencuri. Pembunuhan dan pemerkosaan pun 
banyak diberitakan terjadi di banyak tempat. Radio Free Europe / Radio Libery 
(RFE / RL) tanggal 28 November 2003 memberitakan bahwa penduduk Irak 
mengeluh karena kriminalitas di negerinya makin meningkat. Penduduk merasa 
makin tidak aman dan tidak nyaman (Trias Kuncahyono, 2005 : 96). 
Runtuhnya Saddam Hussein tidak serta merta membuat Irak aman dan 
damai. Runtuhnya rezim Saddam Hussein pertama-tama menciptakan kekosongan 
kekuasaan. Akibatnya adalah memberi peluang bagi lahirnya manifesto politik 
yang chaotik dan kadang-kadang berakhir dengan kerusuhan. Dan kadang-kadang 
berakhir dengan kerusuhan. Semua itu dilakukan rakyat Irak yang tiba-tiba 
memperoleh kebebasan terlepas dari pemerintahan tirani. Rakyat Irak benar-benar 
bebas dan tidak terkendali karena tidak ada aturan yang harus ditaati. Tidak aneh 
kalau kemudian banyak terjadi tindak kriminal, perampokan dan penculikan. Aksi 
bom bunuh diri juga terjadi dan sasarannya tidak hanya tentara pendudukan tetapi 
juga rakyat dan para tokoh Irak. Kondisi ini menumbuhkan kebencian mendalam 
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dari rakyat Irak terhadap pasukan pendudukan pimpinan Amerika Serikat. Walau 
pernah menganggap Amerika Serikat sebagai ”pembebas” ketika berhasil 
menumbangkan rezim Saddam Hussein, perasaan terbebas itu seketika berubah 
ketika situasi di Irak setelah Saddam jatuh tidak menjadi lebih baik secara 
ekonomi, sosial, politik dan keamanan. 
Sejak rezim Saddam Hussein jatuh, Irak benar-benar bebas karena tidak ada 
lagi hukum yang mengikat, tidak ada lagi peradilan dan polisi yang baru dibentuk 
pun benar-benar tidak berdaya. Kelompok-kelompok bersenjata muncul dimana-
mana untuk melawan tentara pendudukan. Kelompok-kelompok bersenjata ini 
yang kemudian secara lantang menyatakan agar pasukan pendudukan segera 
angkat kaki dari Irak. Pernyataan itu diwujudkan dengan berbagai aksi perlawanan 
terhadap pasukan pendudukan. Setiap hari di bulan-bulan awal pendudukan selalu 
tersiar kabar ada tentara Amerika Serikat atau Inggris yang tewas. Entah itu 
karena menjadi korban para penembak jitu, korban peledak bom bunuh diri atau 
korban penyerangan. Aksi penyerangan kelompok bersenjata Irak ini selalu 
dibalas oleh pasukan pendudukan. 
Dalam Wikipedia, The Free Encyclopedia yang dikutip Trias Kuncahyono 
(2005) disebutkan adanya enam kelompok perlawanan sebagai berikut: 
1. Kaum Ba’athis, kelompok pendukung rezim Saddam Hussein. Mereka ini 
adalah para mantan pejabat Partai Ba’ath, Fedayeen Saddam, dan sejumlah 
agen dari intelijen dan Dinas Keamanan Irak seperti Mukhabarat (Dinas 
Intelijen Irak dan Organisasi Keamanan Khusus. 
2. Kaum nasionalis Sunni yang mengangkat senjata demi kemerdekaan Irak.   
3. Kelompok garis keras Sunni. 
4. Para pejuang dari luar Irak. 
5. Kelompok bersenjata pengikut tokoh Syiah Muqtada al-Sadr. 
6. Kelompok-kelompok yang tidak menginginkan jalan kekerasan untuk 
mengusir pasukan pendudukan  
 
Tumbangnya rezim Saddam Hussein akibat invasi militer yang dilakukan 
oleh pasukan gabungan Amerika Serikat dan Inggris ke Irak juga mampu 
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memberikan harapan baru bagi bangkitnya kembali gerakan politik Syiah Irak 
yang telah sekian lama tertindas dibawah pemerintah Saddam Hussein. Ada 
harapan yang besar dari sebagian pemimpin kelompok Syiah bahwa mereka akan 
memperoleh peran yang lebih besar dan signifikan dalam tatanan politik dan 
pemerintah Irak yang baru pasca rezim Saddam Hussein. Harapan ini merupakan 
suatu hal yang wajar mengingat realitas demografis keagamaan Irak, dimana 
kelompok Syiah Irak merupakan warga mayoritas. Apabila pemerintahan baru 
yang terbentuk kurang mengakomodasikan kepentingan kelompok Syiah berarti 
sama dengan meletakkan bom waktu yang bisa meledak kapan saja di masa 
mendatang (Tempo, 13 April 2003).  
Di bidang ekonomi Irak mengalami kerugian besar karena hancurnya 
infrastruktur yang hancur akibat perang. Kehancuran terjadi pada gedung-gedung 
pemerintah rumah sakit, pemukiman penduduk, jalan-jalan, pusat perdagangan 
serta tempat-tempat umum lainnya. Keuntungan dibidang ekonomi hanyalah 
dicabutnya sanksi ekonomi berupa embargo yang telah dialami Irak sejak Perang 
Teluk II usai.  
Selain kerugian ekonomi banyak sekali korban yang berjatuhan, baik sipil 
maupun kalangan militer. Propaganda Amerika Serikat menyerang Irak dengan 
tujuan membebaskan rakyat Irak sama sekali tidak terbukti. Justru yang 
kebanyakan menjadi korban tindakan mereka adalah warga sipil Irak, pada hari 
ketujuh peperangan sudah ada 350 orang yang meninggal dan tak kurang dari 
4000 orang mengalami luka-luka (Republika, 30 Maret 2003).  
Setelah perang dinyatakan berakhir pasukan koalisi membubarkan Angkatan 
Bersenjata dan juga partai Ba’ath. Pembubaran kedua institusi ini merupakan 
kesalahan besar yang dilakukan pasukan koalisi karena berdampak pada 
timbulnya masalah baru di Irak. Pembubaran Angkatan Bersenjata menyebabkan 
sekitar 500.000 orang yang sebelumnya menjadi tentara menganggur. Mereka itu 
yang diduga menjadi bagian dari kelompok-kelompok bersenjata yang melawan 
pasukan pendudukan. Pembubaran Partai Ba,ath dan pelarangan anggota partai 
untuk aktif di masyarakat juga menimbulkan masalah baru. Pasukan koalisi tidak 
memahami bahwa sebagian besar anggota Partai Ba,ath adalah pegawai negeri 
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karier. Mereka mau bergabung dengan Partai Ba,ath untuk memperoleh pekerjaan. 
Dengan memegang kartu anggota partai, mereka menduduki posisi di kantor-
kantor pemerintah sebagai karyawan. Oleh karena itu, dengan pembubaran Partai 
Ba,ath mereka menjadi kehilangan pekerjaan. Orang-orang inilah yang kemudian 
bergabung dengan kekuatan perlawanan untuk melawan pasukan pendudukan 
(Trias Kuncahyono, 2005: 163-165).   
Perang juga berakibat memicu anarkisme di Irak. Setelah perang rata-rata 
penduduk Irak mengungkapkan kekecewaannya atas tiadanya makanan, air bersih, 
telepon dan listrik. Sementara itu pasar dan pertokoan sepi karena tidak ada 
barang lagi yang bisa dijual. Barang-barang yang masih ada adalah sisa-sisa 
sebelum invasi Amerika Serikat dan Inggris ke Irak di mulai. Para pemilik toko 
itu lebih memilih menyimpan barang-barang itu daripada menjualnya. Akhirnya 
masyarakat hanya mengharap adanya bantuan makanan, minuman dan juga obat-
obatan (Musthafa Abd Rahman, 2003: 192).  
Instabilitas keamanan di Irak juga terus berlangsung karena terjadi banyak 
sekali penjarahan dan kerusuhan. Penjarahan dan pengrusakan banyak terjadi di 
rumah sakit, universitas, museum, perusahaan besar, hotel mewah atau rumah 
pejabat teras pemerintahan Irak (Budiarto Shambazy, 2003: 167). 
Perang Teluk III juga berdampak pada hilangnya benda-benda bernilai 
sejarah adiluhung yang tersimpan di museum karena adanya penjarahan. Invasi 
pasukan gabungan Amerika Serikat atas Irak tidak hanya melahirkan penderitaan 
bagi orang-orang tak berdosa, tetapi juga menghilangkan warisan kebudayaan 
masa lampau yaitu kebudayaan Sumeria, Babilonia dan Assiria. Ketika pesawat-
pesawat tempur Amerika Serikat dan Inggris melepaskan peluru kendali ke bumi 
Irak, seakan merupakan pertanda bahwa saat itu pula peradapan manusia di kubur 
dalam-dalam. Negara Irak sebelumnya ibarat buku sejarah, arkeologi dan 
antropologi yang begitu tebal yang dimulai sejak dunia ada hingga masa yang 
akan datang. Cerita tentang Irak yang merupakan negara asal mula peradapan 
manusia telah hancur akibat perang. Perang telah mengakibatkan salah satu 
laboratorium sejarah yang terpenting di dunia dengan terpaksa harus hancur (Trias 
Kuncahyono, 2004: 191). 
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Melihat perkembangan Irak pasca Saddam, dapat disimpulkan bahwa 
tantangan yang dihadapi Amerika Saddam dan sekutunya pasca perang sangat 
berat. Kenyataan di lapangan memperlihatkan bahwa pasukan pendudukan tidak 
dapat sepenuhnya menciptakan stabilitas, keamanan dan keamanan. Kelompok-
kelompok oposisi termasuk kelompok-kelompok yang sebelumnya telah menjalin 
hubungan erat dengan Amerika Serikat, tidak menginginkan para pejabat Amerika 
Serikat memainkan peran yang lebih besar dalam mengelola pemerintahan pasca 
perang. Kelompok ini kemudian menyatakan bahwa orang-orang Irak kompeten 
dan mampu untuk membangun kembali Irak. 
Harapan dan keinginan masyarakat Irak untuk membangun Irak tanpa 
campur tangan asing tidak menjadi kenyataan karena Amerika Serikat telah 
mempunyai skenario dan rencana sendiri tentang masa depan Irak pasca Saddam 
Hussein. Setelah Baghdad jatuh pemerintah Amerika Serikat menunjuk  Kantor 
bagi Bantuan Rekonstruksi dan Kemanusian (Office for Reconstuction and 
Humanitarian Assistance / ORHA) sebagai caretaker pemerintahan Irak sampai 
terbentuknya pemerintahan sipil pada 28 Juni 2004, saat penyerahan kedaulatan. 
Administrator yang ditunjuk oleh Amerika Serikat untuk Irak adalah Jay Garner 
yang memegang jabatan mulai 21 April 2003 sampai 6 Mei 2003. Setelah itu 
Garner digantikan oleh Paul Bremer yang telah ditunjuk sebagai Kepala Otoritas 
Sementara Koalisi (Coalition Provincional Authority / CPA). Sebagai 
administrator di Irak, tugas Bremer adalah mengatur dan mengawasi pendudukan 
pasukan gabungan pimpinan Amerika Serikat sampai Irak dianggap mampu 
dipimpin orang-orang Irak sendiri (Trias Kuncahyono, 2005: 241). 
Pada tanggal 13 Juli 2003, Bremer menyetujui pembentukan Dewan 
Pemerintahan Sementara Irak. Pembentukan dewan ini dilakukan sebagai cara 
untuk menjamin bahwa kepentingan rakyat Irak terwakili. Para anggota dewan 
ditunjuk oleh Bremer yang dipilih dari tokoh-tokoh politik, etnis, dan pemimpin 
religius yang menentang pemerintahan Saddam Hussein. Meskipun dewan diberi 
beberapa kekuasaan penting, seperti membentuk kabinet, tetapi Bremer tetap 
memegang hak veto atas setiap rencana dewan. 
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Dewan Pemerintahan Sementara ini beranggotakan 25 orang yang terdiri 
dari 13 orang wakil dari kelompok Arab Syiah, 5 orang wakil Arab Sunni, 5 orang 
wakil Kurdi Sunni, 1 orang wakil etnis Turkoman dan 1 orang wakil dari Kristen 
Assiriah (Tempo, 27 Juli 2003). 
Pembentukan Dewan Pemerintahan Sementara Irak merupakan langkah 
awal bagi lahirnya pemerintahan baru di Irak sejak jatuhnya Saddam Hussein. 
Dewan memiliki kekuasaan untuk mengarahkan kebijakan dan menominasikan 
serta memecat menteri. Selain itu dewan juga memainkan peran penting dalam 
penyusunan konstitusi baru Irak. Tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa Dewan 
Pemerintahan Sementara mengantarkan Irak memasuki babak baru. Dewan itu 
telah menyatukan berbagai elemen masyarakat bangsa untuk bersama-sama 
mengesampingkan perbedaan demi negara baru yang mereka inginkan. 
Pembentukan dewan ini juga merupakan langkah awal bagi pemerintahan 
demokratis. 
 Harapan itu tidak sepenuhnya menjadi kenyataan karena kondisi di 
lapangan sangat jauh dari harapan. Setelah runtuhnya Saddam Hussein yang 
disusul dengan pembentukan Dewan Pemerintahan Sementara ternyata muncul 
perlawanan-perlawanan bersenjata. Perlawanan yang semula ditujukan pada 
pasukan pendudukan kemudian mengenai para pejabat Dewan Pemerintahan 
Sementara atau siapapun yang dianggap mendukung pasukan pendudukan. 
Berbagai kelompok bersenjata bermunculan bahkan sampai pada hari penyerahan 
kedaulatan oleh Amerika Serikat ke Irak pada 28 Juni 2004. Setelah penyerahan 
kedaulatan rakyat Irak masih harus kecewa karena tentara pendudukan belum juga 
angkat kaki dari Irak. Tentara pendudukan masih tetap berada di Irak dengan dalih 
untuk menumpas aksi kelompok bersenjata di Irak. 
Kelompok-kelompok bersenjata Irak berusaha memerangi pasukan Amerika 
Serikat dengan melakukan perang gerilya di kota-kota yang merupakan kantong-
kantong perlawanan anti Amerika Serikat di Irak. Diantara kota-kota pusat 
perlawanan terhadap pasukan pendudukan Amerika Serikat adalah Samarra, 




Tentara pendudukan ternyata tidak begitu saja meninggalkan Irak bahkan 
sampai diadakan Pemilu di Irak pada hari Minggu, 30 Januari 2005. Pemilihan 
Umum itu diselenggarakan untuk memilih 275 anggota Dewan Nasional serta 
anggota DPRD untuk 18 provinsi di Irak. Dari hasil perhitungan suara 
diumumkan bahwa kelompok Islam Syiah memenangkan Pemilu dengan meraih 
48 persen suara. Sementara kelompok Islam Sunni yang pada pemerintahan 
sebelumnya berkuasa duduk pada peringkat enam dengan meraih 21.342 suara 
(Kompas, 14 Februari 2005). 
Diselenggarakannya Pemilu dan terbentuknya pemerintahan baru di Irak 
belum juga membuat tentara pendudukan angkat kaki dari Irak. Tentara 
pendudukan tetap bercokol di Irak dan kelompok-kelompok bersenjata terus 
melakukan perlawanan. Aksi penyerangan dan bom bunuh diri masih terus terjadi 
hingga sekarang sebagai bentuk perlawanan terhadap pasukan pendudukan. Aksi 
ini tidak hanya mengancam tentara pendudukan tetapi juga mengancam warga 
sipil Irak. Baku tembak masih sering terjadi sehingga keamanan masih sulit untuk 
terwujud, meski pemerintahan yang baru sudah terbentuk. Selama pasukan 
pendudukan masih bercokol di Irak maka kelompok-kelompok bersenjata masih 










 Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Irak merupakan suatu negara yang terletak di Asia Barat Daya. Teritori Irak 
terletak di kawasan subur yaitu diantara dua sungai Eufrat dan Tigris 
(Mesopotamia). Mayoritas penduduk Irak adalah suku bangsa Arab yakni 
  
117 
sebanyak 75-80 %. Selain itu juga terdapat suku Kurdi sebanyak 15-20 % dan 
suku Turkoman, Assirian, dan lain-lain mencapai 5 %. Penyebaran penduduk 
di Irak kurang merata sehingga sering menghadapi problem integrasi 
nasional. Sepanjang sejarahnya Irak telah berkali-kali jatuh ke tangan 
pendudukan asing, terakhir pada tahun 2003 Irak berada di bawah kekuasaan 
Amerika Serikat.  
 
2. Kondisi hubungan Amerika Serikat dan Irak sebelum Perang Teluk III sering 
mengalami pasang surut. Pada Perang Teluk I (Perang Irak-Iran) yang 
berlangsung selama delapan tahun, Amerika Serikat pernah membantu Irak 
dalam bidang persenjataan. Pada Perang Teluk II yang semula merupakan 
perang antara Irak dan Kuwait selanjutnya berkembang menjadi perang antara 
Irak dan Amerika Serikat. Perang yang dimulai dari invasi Irak atas Kuwait 
ini berubah menjadi perang antara Irak dan Amerika Serikat yang didukung 
tentara multinasional. Selanjutnya dengan alasan-alasan tertentu Amerika 
Serikat selalu mencari-cari masalah untuk menimbulkan konflik dengan Irak. 
 
3. Banyak faktor yang muncul dari motivasi Amerika Serikat mengintervensi 
Irak dalam Perang Teluk III tahun 2003. Gagasan Amerika Serikat untuk 
menyerang Irak telah muncul jauh sebelum Perang Teluk III terjadi oleh 
golongan garis kanan Amerika Serikat (kaum hawkish). Pada pemerintahan 
Presiden George W. Bush, tokoh-tokoh hawkish ini banyak menduduki 
posisi-posisi penting dalam pemerintah sehingga rencana  untuk menyerang 
Irak dan menggulingkan Saddam Hussein lebih mudah untuk dijalankan. 
Amerika Serikat berupaya mengeluarkan isu kepemilikan senjata pemusnah 
massal dan keterlibatan dengan jaringan teroris Al Qaeda untuk 
membenarkan dan memuluskan serangannya ke Irak. Di luar alasan-alasan 
itu, motivasi sebenarnya dari Amerika Serikat untuk  mengintervensi Irak 
dalam Perang Teluk III adalah: 
a. Mengakhiri pemerintahan Saddam Hussein yang dinilai diktator dan 
menentang Amerika Serikat. 
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b. Menguasai minyak yang ada di Irak. 
c. Meneguhkan pengaruh politik Amerika Serikat di kawasan Timur 
Tengah. 
d. Menjadikan Israel sebagai penguasa di kawasan Timur Tengah. 
e. Menunjukkan pada publik internasional akan kecanggihan alat-alat 
perang berteknologi produk Amerika Serikat. 
f. Memecah belah wilayah Timur Tengah dengan menjadikan Irak sebagai 
musuh bersama negara-negara di kawasan Timur Tengah karena 
memiliki senjata nuklir, biologi dan kimia. 
g. Kepentingan kekuasaan, yaitu untuk menjadi negara yang terkuat di 
dunia yang kepentingannya tidak bisa dihambat oleh siapapun. 
 
4.   Perang Teluk III dimulai dari serangan militer Amerika Serikat ke Irak pada 
hari Kamis, 20 Maret 2003. Perang berlangsung dengan kesenjangan 
kekuatan persenjataan antara kedua belah pihak. Amerika Serikat unggul 
dalam bidang persenjataan dan jumlah pasukan. Pada tanggal 9 April 2003, 
Baghdad telah jatuh dan pasukan Amerika Serikat berhasil menurunkan 
Saddam Hussein dari kursi kepresidenan Irak. Peperangan berlangsung 
selama 43 hari dan pada 1 Mei 2003, Presiden Bush menyatakan bahwa 
perang telah selesai dengan kemenangan di pihak pasukan gabungan 
pimpinan Amerika Serikat. 
5.    Dalam Perang Teluk III, Irak mengalami kekalahan dan selanjutnya berada di 
bawah kekuasaan Amerika Serikat. Setelah Saddam turun dari kekuasaannya 
Irak mengalami kekosongan kekuasaan. Sampai terbentuknya Dewan 
Pemerintahan Sementara dan pemerintahan baru hasil pemilu, kondisi di Irak 
belum stabil. Setelah perang selesai, aksi kriminal di Irak meningkat dengan 
banyaknya perampokan, penculikan, pemerkosaan dan penjarahan. Di Irak 
juga sering terjadi bom bunuh diri dan juga aksi perlawanan bersenjata untuk 
mengusir pasukan pendudukan Amerika Serikat yang belum juga angkat kaki 
dari Irak. Kondisi perekonomian Irak hancur dengan rusaknya infrastruktur 
dan banyaknya pengangguran. Perang juga telah mengakibatkan hilangnya 
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peninggalan arkeologi di negara tempat lahirnya peradapan ini. Ribuan 
artefak yang merupakan koleksi berharga museum dan merupakan ”harta 
karun” Irak yang bernilai tinggi hilang di tangan penjarah. Penjarahan ini 
dilakukan rakyat karena tuntutan ekonomi mereka. Perang telah 
mengakibatkan salah satu laboratorium sejarah terpenting di dunia harus 
hancur sia-sia. Setelah perang usai dan pemerintahan baru hasil pemilu 
dibentuk situasi di Irak masih belum stabil. Tentara pendudukan masih tetap 
bercokol di Irak dan aksi-aksi perlawanan oleh kelompok-kelompok 




 Dari hasil penelitian  yang telah dilaksanakan muncul implikasi yang dapat 
dipandang dari berbagai segi sebagai berikut: 
 
1. Implikasi Teoritis 
 
 Perang Teluk III yang terjadi antara Irak dan Amerika Serikat merupakan 
satu dari banyaknya masalah krusial yang terjadi di wilayah Timur Tengah. 
Penyebab utama sering munculnya konflik di wilayah Timur Tengah adalah 
ambisi Barat dalam hal ini Amerika Serikat untuk menguasai minyak di kawasan 
Timur Tengah termasuk minyak Irak. Isu minyak dan ambisi untuk menguasai 
wilayah Timur Tengah selalu menjadi tujuan negara-negara Barat terutama 
Amerika Serikat. Dengan maksud untuk membela kepentingan Israel maka 
Amerika Serikat selalu berusaha untuk menanamkan pengaruhnya di kawasan 
Timur Tengah. 
2. Implikasi  Praktis 
 
 Konflik yang terjadi antara Irak dan Amerika Serikat berakar pada 
kepentingan Amerika Serikat   yang ingin menyingkirkan rezim Saddam Hussein 
yang dinilai tidak patuh dan untuk menguasai minyak di kawasan Timur Tengah. 
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Konflik yang berakhir pada terjadinya Perang Teluk III ini menimbulkan dampak 
multidimensi bagi Irak khususnya dan bagi wilayah Timur Tengah pada 
umumnya. Baik langsung atau tidak Perang Teluk III juga berpengaruh pada 
prospek perdamaian Palestina dan Israel. Invasi Amerika Serikat atas Irak ini 
memberi peluang pada Israel untuk memperkuat eksistensinya di Palestina. 
 Dalam bidang pendidikan mahasiswa diharapkan mampu memberikan 
sumbangsih dalam dunia pendidikan melalui karya-karya ilmiah sehingga dapat 
memperkaya pengetahuan tentang masalah-masalah Timur Tengah. Hal ini 
diharapkan dapat memunculkan pemikir-pemikir baru yang handal dalam 
menganalisa dan memahami segala permasalahan yang ada di wilayah Timur 
Tengah. Konflik antara Amerika Serikat dan Irak yang berakhir dengan 
pendudukan juga dapat memberi pelajaran bagi kita untuk menambah rasa 
nasionalisme dan patriotisme terhadap tanah air. Mengingat kedaulatan negara 
kita harus dijunjung tinggi jangan sampai diinjak-injak oleh bangsa lain. 
Penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber maupun acuan untuk 
menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air melalui materi sejarah yang 







1. Bagi pemerhati masalah Irak dan Timur Tengah 
Tulisan yang membahas tentang Irak hendaknya lebih banyak lagi dan 
dituangkan dalam bentuk artikel dan buku. Bagi pemerhati masalah Irak 
khususnya dan Timur Tengah pada umumnya hendaknya juga mengadakan 
diskusi-diskusi dan seminar tentang masalah Irak dan Timur Tengah. Selain itu 
juga mencari solusi penyelesaian masalah Irak khususnya dan Timur Tengah pada 
umumnya. Setelah ditemukan solusi yang baik kemudian berusaha agar solusi itu 
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dapat diterapkan. Baik itu solusi bagi permasalahan Irak atau solusi bagi 
permasalahan Palestina-Israel agar dapat segera diselesaikan. 
 
2. Bagi Peneliti 
Masalah Irak yang sampai sekarang belum terselesaikan meskipun perang 
sudah dinyatakan selesai sangat menarik untuk dikaji. Permasalahan yang terjadi 
di Irak sebagai dampak dari Perang Teluk III dan kesulitan yang dihadapi oleh 
tentara pendudukan dalam membangun pemerintahan baru dapat dipilih sebagai 
topik yang menarik. Bagi peneliti yang hendak melakukan penelitian sebaiknya 
juga menguasai bahasa sumber sehingga dalam melakukan penelitian lebih lanjut 
tidak mengalami kesulitan. 
 
3. Bagi Mahasiswa Sejarah 
Bagi mahasiswa sejarah sangat penting untuk mengkaji masalah Irak dan 
Timur Tengah untuk memperluas wawasan kesejarahan dan pengetahuan tentang 
peradapan serta masalah Islam di Timur Tengah. Bagi mahasiswa sejarah dengan 
mengkaji masalah Irak dan Timur Tengah juga bermanfaat untuk mendukung 
pemahaman dalam mata kuliah Asia Barat Daya. Hendaknya para mahasiswa 
tidak hanya memahami suatu masalah tapi juga memahami bagaimana suatu 
masalah itu bisa terjadi khususnya di kawasan Timur Tengah yang sangat rawan 
konflik. 
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